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BERITAINDONESIA
DARI

REDAKSI

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.
Salam Sejahtera,

Luar biasa, besarnya temuan 966 kilogram sabu-sabu di kawasan Teluk
Naga, Tangerang, Banten, Senin (29/8) subuh, dan harganya ditaksir Rp 1
triliun. Seandainya benda terlarang ini beredar ke pasar gelap, tak kurang
sembilan juta orang baik-baik akan menjadi hamba baru Iblis.

Rupanya, betapa rentannya negeri ini dari kepungan sindikat obat
terlarang internasional, sehingga Narkoba sebanyak itu bisa lolos masuk
tanpa terdeteksi aparat keamanan. Adapun inisiatif yang diambil Bripka (Pol)
Heri Prastowo, hanya setelah menerima laporan masyarakat. Namun
demikian, kita tetap mengacungkan jempol kepada Bripka Heri yang telah
mempertaruhkan nyawanya, berjuang sendirian menggulung kawanan
sindikat raksasa tersebut.

Namun demikian, penangkapan obat terlarang (psikotropika) dalam
jumlah segunung tersebut bukan yang pertama kali. Polisi pernah
menggerebek pabrik ekstasi terbesar di dunia di Tangerang, tahun lalu, dan
pabrik ekstasi terbesar di Asia Tenggara, di Cikande, Serang, beberapa bulan
lalu.

Sinyalemen kuat bahwa ada kekuatan besar dari negeri ini yang melindungi
peredaran narkotika di Indonesia, seharusnya bisa diangkat polisi ke
permukaan. Tak cukup dengan retorika, bahwa Indonesia surga bagi
peredaran narkotika. Tetapi, negeri ini harus memiliki kedaulatan untuk
melindungi masa depan generasi mudanya dari kepungan Narkoba. Kalau
tidak, Indonesia hanya akan memiliki generasi masa depan yang takluk pada
Narkoba.

Kisah temuan sabu-sabu dari Teluk Naga kami angkat dalam Berita
Terdepan.

Majalah ini merespon dinamika perubahan sikap politik Partai Golkar
lewat kemasan laporan sampul, Golkar Menggebrak. Ikuti pula Visi Berita
yang mengupas perlunya negara memiliki visi dan misi yang berjangka
panjang.

Sejumlah suguhan lain sangat layak kami tampilkan untuk memperkaya
khasanah pemikiran pembaca. Seperti daftar 10 universitas terbaik di dunia
versi majalah Newsweek, dan daftar calon gubernur kota tersibuk DKI
Jakarta. Presiden SBY harus menerima risiko kecaman karena menggunakan
data kemiskinan lama dalam pidato kenegaraan. Bagaimana sikap pers
menuangkan politisasi data BPS dalam berita, tajuk, kolom, opini atau
karikatur kami ulas dalam Berita Khas.

Kemasan mengenai sosok terpilih, kami sajikan sosok humoris Ketua BPK
Anwar Nasution yang sedang berseteru dengan Ketua MA.

Tak lupa kami sajikan pula cerita pernikahan heboh ala negeri Jiran, antara
penyanyi tenar Siti Nurhaliza Taruddin dengan Datuk Khalid Mohammad
Jiwa atau Datuk K.

Sebagaimana biasanya, kami mengemas Mutiara Pemikiran Syaykh Dr.
AS Panji Gumilang di dalam rubrik Lentera.

Semoga sidang pembaca yang budiman merasa terhibur dan menikmati
kemasan-kemasan informasi yang kami sajikan.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.
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SURAT
KOMENTAR http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/

Surat atau komentar tentang apa saja baik
berkenaan dengan isi majalah Berita Indo-
nesia maupun ide/gagasan/pandangan
tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke

Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:
• http : //www.beritaindonesia.co.id/surat _pembaca/
• email : redaksi@berindo.com
• surat : Jalan Cucakrawa No.14A  Bukit Duri, Tebet,

Jaksel 12840
 Telp. (021) 70930474, 8293113

  (021) 83701736
 Fax. (021) 8293113, 9101871

BUNG WARTO

Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan
Saya mohon pemerintah langsung

saja menangani masalah lumpur La-
pindo, karena kalau kita lihat, Lapindo
sejauh ini masih belum mampu menye-
lesaikan masalah semburan lumpur dan
entah berapa lama dapat menemukan
solusinya. Sebelum Sidoarjo “teng-
gelam” karena lumpur, mengingat
sebentar lagi musim hujan akan datang,
saya, selaku warga Surabaya amat
mengharapkan kontribusi langsung
pada pemerintah pusat, karena seperti-
nya masalah ini terlalu berat bagi pe-
merintah daerah. Pemerintah pusat

agar mendatangkan tenaga ahli asing
yang lain sebagai pelengkap tenaga ahli
yang sudah ada agar masalah ini cepat
diselesaikan, karena warga amat ter-
siksa dengan keadaan ini.

Anggraini Putri,
anggraini_putri@hotmail.com

Gaji PNS Naik dengan Voucher
Sudah beberapa kali Pemerintah sejak

Orde Baru melakukan kenaikan gaji ba-
gi PNS ternyata tidak membuat PNS ba-
hagia, karena harga barang melonjak
beberapa kali sejak rencana kenaikan di-
umumkan sampai dengan realisasi
pembayaran gaji. Kenaikan Gaji Pokok
hanya 15 persen, tetapi kenaikan bahan
pokok 30 persen. Diusulkan, tidak usah
dinaikkan gaji (pokok), akan lebih ber-
manfaat jika pemerintah memberikan
pada saat gajian berupa voucher bahan
pokok (beras, gula,minyak goreng, sa-
bun mandi/deterjen) yang dapat di-
ambil di Supermarket yang ditunjuk
(kualitas barangnya terjamin). Juga ca-
ra ini akan menghindari kenaikan harga
atau spekulasi pasar, yang berdampak
pada semua rakyat, bukan hanya PNS.

Hans,
B252TC@yahoo.co.id

Pendidikan untuk Semua
Kepada segenap Pemerintah RI yang

terhormat, saya merupakan salah satu
anak bangsa yang alhamdulillah masih
bisa sekolah. Tetapi saya menjadi heran,
pendidikan yang seharusnya menjadi
hak seluruh warga negara Indonesia
malah mendapatkan perhatian sangat
minim dari pemerintah. Terbukti masih
banyak anak usia sekolah yang ngamen
di perempatan jalan-jalan protokol
ibukota, banyak sekolah digusur dan
ditukar guling untuk dijadikan pom
bensin maupun mal, dan sebagainya.
Ironis memang, pendidikan yang me-
rupakan fundamen dasar sebuah negara
dikalahkan oleh kepentingan para
kapitalis untuk mencari untung di In-
donesia. Bapak Pemerintah yang bijak-
sana, kiranya satu keinginan saya,
berikanlah kesempatan kepada semua
anak bangsa untuk bersekolah, Insya Al-
lah mereka akan mampu untuk mem-
perbaiki bangsa ini ke arah yang lebih
baik. Ingat, pemerintah yang baik
adalah yang paling sedikit ‘memerintah
dan melarang’. Salam Pendidikan Pem-
bebasan. Terima kasih.

Muhammad Fakhrial Aulia,
education_for_freedom@yahoo.com
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Arogansi di Balik Stiker
Pada saat saya bertugas di Timur

Tengah, saya sempat mendengar bahwa
stiker aparat di mobil pribadi akan
ditertibkan dan itu membuat saya sa-
ngat senang. Karena menurut saya biar
bagaimanapun juga, kita apabila sedang
mengendarakan kendaraan bermotor,
kita adalah sama. Kita menggunakan
fasilitas yang telah disediakan peme-
rintah di mana Polisi Lalu Lintas adalah
pihak yang berwajib untuk menjaga
ketertiban para pengguna fasilitas
tersebut. Akan tetapi, banyak kendaraan
pribadi yang menempelkan stiker apa-
rat atau yang sekarang saya perhatikan
adalah, simbol Garuda di plat nomor
pribadi. Baik, mungkin anda adalah
keluarga dari orang-orang penting di
pemerintahan, akan tetapi seperti yang
telah saya bahas di atas: kita semua ada-
lah pengguna fasilitas yang disediakan
negara/pemerintah di mana sudah me-
rupakan tugas Polisi untuk menjaga ke-
tertiban para penggunanya.

Satu kasus yang saya lihat dengan ma-
ta dan kepala saya sendiri, satu malam
saya melihat seseorang yang berpakaian
“safari” yang sedang menunjuk-nunjuk
muka dari pertahanan sipil suatu kom-

pleks perumahan di Jakarta Utara dan
berteriak. Ketika saya telah menye-
rahkan KTP saya (di mana itu merupa-
kan prosedur), saya melihat sebuah
Mobil Escudo dengan Simbol Garuda
Emas di plat nomor mobil tersebut. Saya
membuka jendela mobil saya dan men-
dengar “ada apa sebenarnya”. Ternyata
orang tersebut menolak untuk me-
nyerahkan KTP kepada Pos Jaga. Aneh
bukan? Jadi tolong, janganlah menjadi
sombong karena memiliki “tempelan”
aparat atau Garuda di mobil anda.
Belum terkena getahnya saja kan?

Karls Nayoan Jap,
karlsnjap@yahoo.com

Segera Atasi Lumpur Lapindo
Kita sebagai warga negara pasti turut

prihatin dengan saudara-saudara kita
yang mengungsi akibat lumpur panas
PT. Lapindo. Mereka yang tak bersalah
dan tak tahu apa-apa harus menderita.
Betapa sedihnya anak-anak yang tidak
bisa sekolah, orang tua yang sakit-
sakitan harus tidur berdesak-desakan.
Kepada “tuan-tuan” seharusnya anda
sigap dan cepat tanggap, jangan biarkan
rakyat Indonesia semakin menderita
dengan bencana di mana-mana. Semoga

pemerintah cepat menindaklanjuti ka-
sus Lapindo Brantas agar kepercayaan
rakyat tidak akan hilang, karena kami
sekarang sudah puas dengan janji-janji.

Joice Margareta,
joice017@yahoo.com

Minta Polantas Lebih Adil dan Logis
Karena banyak penyeberang di jalan

tol, saya mau tanya kepada yang ber-
wajib, kalau menabrak penyeberang jalan
tol, pada prinsipnya siapa yang bersalah?
Di Indonesia, pasti yang bersalah adalah
yang berkendaraan, bukan si penyebe-
rang jalan tol, apalagi kalau si penyebe-
rang meninggal dunia! Semua orang tahu
bahwa tol adalah jalan bebas hambatan
dan untuk itu kendaraan boleh dan bisa
melaju hingga 100 km/jam. Bagaimana
seandainya si pengendara mobil yang
celaka dan meninggal karena menghin-
dari si penyeberang tol? Mohon pihak
yang berwajib, dalam hal ini Polantas,
supaya lebih logis dalam memutuskan
hukuman kepada siapa yang bersalah,
bukan kepada siapa yang benar dan
mendidik masyarakat agar mematuhi
peraturan-peraturan yang ada.

Poerbo,
poerboto@yahoo.com.sg

PEMASANGAN IKLAN:
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736 Fax.(021) 8293113, 9101871
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22/08/2006
SBY Palsu Berkeliaran di Friendster

Friendster yang lama dikenal sebagai
situs internet yang memungkinkan se-
seorang membuat jaringan pertemanan
secara online bisa membuat gusar pihak
Istana Kepresidenan. Setidaknya, ada
35 account yang ‘memakai’ identitas
SBY. Account SBY palsu tersebut keba-
nyakan menggunakan identitas ‘SBY’
atau variannya, seperti ‘SBY I FULL’,
‘Presiden SBY RI’, maupun ‘Susilo Bam-
bang Yudhoyono’. Selain itu, ada juga
yang memakai nama ‘Presiden RI’ dan
‘Presiden Indonesia’. Foto yang diguna-
kan untuk identitas para SBY palsu itu
pun beragam. Mulai dari foto resmi se-
perti yang biasa dipajang di ruang kelas
sekolah-sekolah, foto berpakaian militer
lengkap, hingga foto SBY bersama ke-
luarganya. Ada juga yang menampilkan
foto Agus Harimurti, anak sulung SBY,
bersama istri sebagai identitas. Di salah
satu account tercantum kalimat, “Sebe-
lumnya saya mohon maaf, karena kesi-
bukan yang tidak bisa saya tinggalkan
maka untuk ini, saya menyerahkan se-
penuhnya Fs ini kepada jurubicara saya,
Sdr Dr Andy A Mallarangeng, untuk
mengakomodir Fs saya, sekalian saya
percayakan untuk membalas semua
message dari anda sekalian”. Bahkan
mereka yang menjadi teman “SBY” di si-
tus itu memberi pujian, saran, dan du-
kungan kepada “presiden”-nya. “Seba-

gai Bocah Ndeso seperti saya, ini meru-
pakan kebanggaan bisa kontak langsung
dengan pemimpin besar seperti bapak,”
katanya. Untuk mengatasi hal ini, pihak
Istana Kepresidenan sudah meminta
beberapa orang pakar teknologi infor-
masi (TI) untuk melakukan investigasi
dan melakukan hubungan langsung
dengan pengelola Friendster dan Yahoo.
Belum jelas, apakah semua account itu
akan ditutup atau tidak.

23/08/2006
MK Batalkan UU KY tentang
Pengawasan

Mahkamah Konstitusi membatalkan
semua ketentuan UU Komisi Yudisial
tentang pengawasan hakim karena
bertentangan dengan UUD 1945. Keten-
tuan pengawasan di dalam UU tersebut
dinilai kabur sehingga di dalam pelak-
sanaannya menimbulkan ketidakpasti-
an hukum. Putusan tersebut dibacakan
dalam sidang terbuka di Gedung MK,
Rabu (23/8) di Jakarta. Putusan ini
dicapai dalam rapat musyawarah hakim
yang dihadiri sembilan hakim konstitusi
yang menghasilkan keputusan bulat,
tanpa dissenting opinion. Dalam per-
timbangan hukumnya, Pasal 24 B Ayat
(1) UUD 1945 menyiratkan bahwa KY
hanya dapat mengawasi pelaksanaan
kode etik dan kode perilaku hakim
dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan hakim. Namun, pengertian

dan ruang lingkup perilaku hakim tidak
diatur di dalam UU KY. Dalam putusan-
nya, MK juga menyatakan bahwa hakim
konstitusi tidak termasuk obyek penga-
wasan KY. Pengawasan KY terhadap
hakim MK akan mengganggu dan me-
mandulkan MK sebagai lembaga pe-
mutus sengketa kewenangan konstitu-
sional lembaga negara. Setelah keputu-
san MK ini, mulai Jumat (25/8) Komisi
Yudisial dalam rapat pleno memutus-
kan tidak menerima lagi pengaduan
masyarakat. KY hanya menindaklanjuti
pengaduan yang sudah masuk dengan
melaporkannya ke Mahkamah Agung,
Presiden, dan DPR.

Patra M Zen Pimpin YLBHI 2006-2011
Suksesi di tubuh Yayasan LBH Indo-

nesia kembali terjadi. Rabu (23/8) rapat
pleno Badan Pembina YLBHI yang
dipimpin Adnan Buyung Nasution
(Ketua) memilih Patra M Zen sebagai
Ketua Badan Pengurus YLBHI 2006-
2001. Sebelum rapat Badan Pembina,
digelar debat publik yang diikuti lima
kandidat, yakni Patra M Zen (caretaker
Ketua YLBHI), Daniel Panjaitan (man-
tan Direktur Advokasi YLBHI), Nur
Kholis (Direktur LBH Palembang), M
Hasbi Abdullah (Direktur LBH Makas-
sar), dan Athoillah (Kepala Bidang Ope-
rasional LBH Surabaya). Mereka “diuji”
oleh tiga panelis, yaitu ahli hukum tata
negara Fajroel Falakh, Wardah Hafidz
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(Urban Poor Consortium), dan Nursyah-
bani Katjasungkana (anggota DPR).
Patra menjadi caretaker selama tiga
bulan menyusul pengunduran diri Mu-
narman. Rapat pleno digelar beberapa
saat setelah debat publik usai. Sebelum-
nya, sebagaimana dijelaskan Buyung
Nasution, Badan Pembina setelah mem-
pertimbangkan sejumlah hal memilih
dua nama, yakni Patra dan Nur Kholis,
untuk dipilih secara tertutup. Hasilnya
adalah 19 anggota Badan Pembina
memilih Patra, tiga suara ke Nur Kholis.

BI Revisi Aturan soal Kartu “Chip”
Bank Indonesia (BI) akhirnya me-

mutuskan untuk menunda implementasi
teknologi kartu chip hingga 31 Desember
2009, karena belum siapnya kalangan
perbankan melakukan migrasi dari kartu
magnetik ke kartu chip. Semula BI
ngotot melakukan standarisasi kartu
chip pada 1 September 2006 untuk kartu
baru. Sedangkan kartu penggantian (re-
newal card) paling lambat Desember
2008. Migrasi kartu ini berlaku untuk
kartu kredit, kartu debet dan ATM. “BI
tidak lagi menetapkan batas waktu
dimulainya implementasi teknologi chip.
Dengan demikian, penerbit dan acquirer
dapat mulai melakukan implementasi
teknologi chip sesuai dengan rencana
kesiapan masing-masing,” kata Deputi
Gubernur BI bidang Sistem Pembaya-
ran, Maulana Ibrahim. Hal itu disam-
paikan Maulana usai acara pemberian
penghargaan penyelenggara Alat Pem-
bayaran Menggunakan Kartu (APMK)
berbasis teknologi chip di Gedung Kebon

Sirih, Jakarta, Rabu (23/8) kepada lima
bank yang telah memulai implementasi
chip pada kartu kreditnya, yaitu BCA,
Bank Buana, BNI, Citibank, dan BII.

24/08/2006
50 Tokoh Peduli Sidoarjo

Sebanyak 50 tokoh yang berhimpun
dalam Peduli Nasional untuk Sidoarjo
berkumpul di Jakarta Media Center
menyerukan keprihatinan terhadap
bencana semburan lumpur di Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur. Seruan berjudul
Suara Keprihatinan Bencana Lumpur
Sidoarjo ini dimaksudkan untuk menge-
tuk hati nurani pihak yang menyebabkan
bencana tersebut untuk tampil ke depan,
bergegas, dan memulai penyelamatan
yang cepat, terencana, dan pasti. Di
antara para tokoh tersebut adalah Syafii
Ma’arif, Taufiq Ismail, Azyumardi Azra,
Mudji Sutrisno, Komaruddin Hidayat, T
Mulya Lubis, Imam B Prasodjo, Romo
Sandyawan Sumadi, Ratna Riantiarno,
dan Chalid Muhammad. Mereka meng-
imbau pemerintah agar lebih sigap
melindungi rakyat yang terkorbankan
dan tegas dalam meminta pertanggung-
jawaban pihak PT Lapindo Brantas.

25/08/2006
Theo Divonis 6 Tahun

Mantan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Theodorus Fransisco
Toemion divonis enam tahun penjara
karena dinilai terbukti melakukan ko-
rupsi dalam program Indonesia Invest-
ment Year 2003-2004. Putusan ini
dibacakan dalam sidang Pengadilan

Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,
Jumat (25/8). Majelis hakim juga me-
merintahkan Theo membayar denda Rp
300 juta dan membayar uang pengganti
Rp 23,115 miliar. Jika dalam satu bulan
setelah putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap, denda tidak dibayar,
diganti dengan pidana 3 tahun penjara.
Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa
penuntut umum yang telah menuntut
hukuman 6 tahun penjara. Theo dan
kuasa hukumnya langsung menyatakan
banding atas putusan majelis hakim ini.

Selamat Ulang Tahun Linux!
Pada 25 Agustus 1991, Linus Benedict

Torvalds mulai mengumumkan kepada
dunia tentang sistem operasi terbaru be-
sutannya bernama Linux. Tanggal inilah
yang kemudian dijadikan sebagai hari
ulang tahun Linux. Computer History
Museum yang berlokasi di Mountain
View, California kemudian mengundang
para pengguna Linux di dunia untuk me-
mamerkan memorabilia untuk disajikan
dalam booth untuk merayakan peringa-
tan 15 tahun Linux. Memorabilia yang
disajikan mencakup prototype berseja-
rah, business plan pertama Linux, peru-
sahaan open source serta pendiri Linux
dan penggagas gerakan open source.

26/08/2006
Presiden Pegang Komitmen

Presiden mengundang seratusan vete-
ran dan purnawirawan Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Repu-
blik Indonesia untuk silaturahmi dan
dialog di Istana Kepresidenan Bogor,
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Jawa Barat, Sabtu (26/8). Presiden me-
minta para seniornya untuk tidak me-
ragukan komitmennya menjaga konsen-
sus dasar yang telah menjadi kesepaka-
tan bangsa. Konsensus dasar yang di-
maksud adalah Pancasila, UUD 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat kon-
sensus dasar ini di tengah gelombang
perubahan yang tengah terjadi, di-
risaukan dan membuat senior Presiden
yang memenuhi undangan gundah.
Presiden mengemukakan, apa yang
menjadi kerisauan dan kegundahan se-
nior, ada pula di dalam pikiran dan
hatinya. Kerisauan dan kegundahan para
senior di tengah gelombang perubahan
itu diungkapkan Ketua Legiun Veteran
RI (LVRI) Letnan Jenderal (Purn) Purbo
S Suwondo. Penegasan Presiden secara
terbuka mengenai komitmennya ini
mendapat sambutan tepuk tangan vete-
ran dan purnawirawan yang hadir, se-
perti Ketua Persatuan Purnawirawan dan
Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Ins-
pektur Jenderal (Purn) Putera Astaman,
Jenderal (Purn) Suryadi Soedirja, Jen-
deral (Purn) Wismoyo Arismunandar,
Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan Letjen
(Purn) Sintong Panjaitan. Sejumlah tamu
undangan tidak tampak hadir di antara-
nya Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Letjen
(Purn) Sutiyoso, Jenderal (Purn) Edi
Sudradjat, Jenderal (Purn) Wiranto, dan
Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.

27/08/2006
Petinggi GAM Calonkan Diri

Petinggi Gerakan Aceh Merdeka,

Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar,
mendeklarasikan diri mengikuti penca-
lonan gubernur dan wakil gubernur da-
lam pemilihan kepala daerah Nanggroe
Aceh Darussalam, 11 Desember menda-
tang. Mereka akan mengikuti pemilihan
melalui jalur calon independen. Dekla-
rasi ini dilakukan di Kantor GAM di Lam-
dingin, Kota Banda Aceh, Minggu (27/
8), yang dihadiri sejumlah petinggi GAM.
Deputi Juru Bicara GAM Munawarliza
Zein mengatakan GAM tetap memegang
keputusan rapat majelis GAM 29 Mei
lalu, yang menyatakan secara institu-
sional GAM tak akan ikut pemilihan ke-
pala daerah kali ini. Irwandi adalah
Perwakilan GAM di Misi Pemantau Aceh
(AMM), sementara Nazar selama ini
menjabat Ketua Sentra Informasi Refer-
endum Aceh. Keduanya pernah di-
penjara dengan kasus makar. Sementara
itu, Panglima GAM Muzakkir Manaf
menyatakan memberikan dukungan
kepada pasangan bakal calon gubernur
Humam Hamid dan Hasbi Abdullah,
yang juga diusung PPP.

28/08/2006
Draf Baru RUU Perpajakan Dibatalkan

Pemerintah menarik kembali draf baru
RUU Perpajakan yang telah disampaikan
kepada DPR. Pemerintah tetap menggu-
nakan draf RUU Perpajakan yang lama
untuk dibahas bersama parlemen. Pena-
rikan draf baru disepakati dalam forum
konsultasi Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono dengan pimpinan DPR, fraksi
dan komisi DPR, Senin (28/8). Menurut
Presiden, substansi baru dalam draf baru

rancangan itu telah menimbulkan perde-
batan berkepanjangan dan membuat
pembahasan tidak bisa direalisasi. Kare-
na itu, solusi terbaiknya adalah menarik
kembali surat Menteri Keuangan yang
meminta DPR membahas draf baru RUU
Perpajakan. Pada 31 Mei 2006, Menteri
Keuangan Sri Mulyani melayangkan tiga
rancangan baru aturan perpajakan.
Ketiga rancangan itu adalah pajak per-
tambahan nilai, ketentuan umum pajak,
dan pajak penghasilan. Tiga draf baru
aturan perpajakan itu diajukan meng-
gantikan RUU Perpajakan yang diajukan
Menteri Keuangan terdahulu, Jusuf
Anwar, pada 31 Agustus 2005.

29/08/2006
Hampir Satu Ton Sabu Disita

Jajaran Kepolisian Resor Tangerang,
Selasa (29/8) sekitar pukul 08.00,
menemukan mobil boks Isuzu Panther
warna biru B 9105 QD yang memuat 966
kilogram sabu jadi berbentuk padat di
Teluk Naga, Kabupaten Tangerang,
Banten. Penemuan sabu yang sebelum-
nya diwarnai insiden penabrakan oleh
para penjahat narkoba terhadap anggota
Kepolisian Sektor (Polsek) Teluk Naga itu
tercatat sebagai penemuan sabu yang
terbesar. Dengan asumsi harga satu gram
sabu di tingkat bandar Rp 650.000,
maka 966 kilogram sabu itu mencapai Rp
627,9 miliar. Nilai sabu itu akan me-
lonjak menjadi hampir Rp 1 triliun jika
dihitung dengan harga di tingkat penge-
cer yang saat ini mencapai Rp 1 juta tiap
gram. Setelah penemuan mobil ini, polisi
melakukan penyelidikan dan pengemba-
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ngan. Hasilnya, setidaknya sembilan o-
rang diamankan di antaranya Ah Kwang
yang sudah dijadikan tersangka. Tiga o-
rang lainnya yang diduga kuat bandar be-
sar melarikan diri dan sekarang masuk
daftar pencarian orang (DPO). Ketiganya
adalah warga negara Hongkong yang me-
nurut polisi merupakan anggota sindikat
narkotik Hongkong-Cina-Indonesia. Me-
reka adalah Chow Yung Wah alias Ahua
alias Awang, Mr Lou, dan Mr Chen.
Hingga Selasa (5/9), polisi sudah menyi-
ta 2 kapal dari 6 kapal milik Ah Kwang.
Menurut seorang sumber di kepolisian,
pencarian kapal tersebut sangat penting
untuk mengungkap alur masuknya ber-
ton-ton sabu ke Indonesia. Ada kecuri-
gaan sabu tersebut diproduksi di atas ka-
pal dan selama proses pembuatan ber-
langsung, ‘pabrik’ berlayar di perairan
internasional meniru modus jalur pe-
layaran kapal judi.

30/08/2006
Eddie Widiono Dibebaskan

Markas Besar Kepolisian RI akhirnya
membebaskan Eddie Widiono, Direktur
Utama PLN, Rabu malam (30/8). Alasan
pembebasan Eddie karena hingga masa
penahanannya berakhir, penyidik kepo-
lisian belum bisa melengkapi berkas per-
kara. Juru bicara Markas Besar Polri, Ins-
pektur Jenderal Paulus Purwoko me-
ngatakan bahwa belajar dari pengalaman
tiga tersangka lalu, penyidik memilih
membebaskan Eddie demi hukum. Na-
mun, keputusan tersebut berbeda de-
ngan permintaan Kepala Kepolisian RI
Jenderal Sutanto. Proses pembebasan

Eddie berlangsung pada pukul 00.00
tepat saat penahanannya berakhir. Eddie
tak mau berkomentar dan langsung
masuk mobil. Eddie ditahan karena
diduga melakukan mark up dalam kasus
proyek pembangkit tenaga gas dan uap
di Borang, Sumatera Selatan yang me-
rugikan negara Rp 122 miliar.

31/08/2006
Perang Tradisional di Kwamki Lama
Terus Berlanjut

Perang tradisional kembali terjadi di
Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru, Ka-
bupaten Timika. Sedikitnya 21 orang ter-
luka dan menjalani perawatan di Unit
Gawat Darurat RS Mitra Masyarakat Ti-
mika. Selain itu, tiga rumah warga di-
bakar massa. Perang ini dipicu tewasnya
Leon Kum Sabtu (29/7) lalu. Perang per-
tama terjadi 21-25 Juli lalu yang mene-
waskan sembilan orang. Kemudian ber-
lanjut pada 28 Juli yang mengakibatkan
dua orang tewas. Perdamaian kemudian
bisa dilakukan pada 1 Agustus lalu de-
ngan upacara perdamaian bakar batu.
Tetapi konflik terjadi lagi pada 12 Agus-
tus mengakibatkan seorang perempuan
tewas. Boleh dibilang, perang yang putus
sambung ini nyaris mematahkan semua
proses negosiasi yang dilakukan. Di sisi
lain, perang ini juga semakin sulit diken-
dalikan. Karena, selain mudah terpan-
cing isu yang tidak jelas, kelompok yang
bertikai sering melanggar aturan perang
tradisional. Larangan berperang pada
malam hari atau berperang dengan sena-
pan angin dilanggar oleh kelompok yang
bertikai. Kapolda Papua Irjen Pol. Tom-

my J Jacobus meminta MRP dan DPRP
turun tangan mendamaikan masyarakat
Kwamki Lama.

01/09/2006
Jumlah Orang Miskin Bertambah

Jumlah penduduk miskin pada Maret
2006 sebanyak 39,05 juta orang atau
17,75 persen dari total 222 juta penduduk.
Penduduk miskin bertambah empat juta
orang dibandingkan yang tercatat pada
Februari 2005. Perkembangan jumlah
orang miskin itu dipaparkan Kepala Ba-
dan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heria-
wan di Jakarta (1/9). Kondisi itu diketahui
dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) Maret 2006. Susenas Februari
2005 menunjukkan jumlah penduduk
miskin 35,10 juta atau 15,97 persen dari
total penduduk. Data inilah yang dipakai
pemerintah dalam pidato kenegaraan
Presiden, yang kemudian memicu kontro-
versi di kalangan pengamat ekonomi.
Pengukuran kemiskinan oleh BPS di-
dasarkan pada ketidakampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan.
Penduduk disebut miskin jika berada di
bawah garis kemiskinan, yakni batas
pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan.
Laporan BPS ini kemudian menimbulkan
perdebatan selama beberapa minggu
kemudian. Beberapa kalangan meragu-
kan akurasi dan validitas laporan BPS.

02/09/2006
Presiden Yudhoyono Kritik Media Barat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
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mengkritik media Barat yang masih
menerapkan standar ganda, khususnya
dalam memberitakan kaum muslim di
berbagai negara. Ia mengatakan jika ada
orang yang bukan beragama Islam me-
ninggal dalam pertempuran, maka me-
dia Barat membesar-besarkannya. Na-
mun hal itu tidak terjadi jika ada Mus-
lim yang meninggal di Palestina, Irak,
dan Lebanon. Presiden menyampaikan
hal tersebut saat membuka dialog dua
hari antara wartawan dari 44 negara di
Nusa Dua, Bali. Ia menambahkan, ma-
syarakat muslim di seluruh dunia tidak
menuntut perlakuan khusus, mereka
hanya ingin dihormati seperti penganut
agama lain.

03/09/2006
Dua Calon Gubernur Banten Mendaftar

Dua calon Gubernur Banten 2007-
2012, Zulkieflimansyah dan Tubagus
Tryana Sjamun, Minggu (3/9), mendaf-
tar ke kantor Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten. Zulkieflimansyah yang
masih menjabat sebagai anggota DPR,
dosen di Universitas Indonesia dan Uni-
versitas di Swiss serta doktor di bidang
ekonomi dari Universitas Stathclyde,
Inggris ini berpasangan dengan Marissa
Haque, sedangkan Tryana tetap berpa-
sangan dengan Benyamin Davnie, man-
tan Kepala Bapeda Kabupaten Tange-
rang. Zul-Marissa menargetkan akan me-
raup tiga juta suara atau sekitar 48 per-
sen dari jumlah pemilih yang diestima-
sikan mencapai 6,2 juta jiwa. Mereka ya-
kin akan mendapat suara dari simpati-
san PKS, PSI, dan juga sebagian massa

PDI-P yang masih mendukung Marissa.
Akibat niatnya yang tetap kukuh untuk
maju sebagai cawagub dari PKS, DPP
PDIP sudah memutuskan untuk segera
me-recall Marissa Haque dari DPR. Da-
lam rapat di DPP PDIP pada 24 Agustus
lalu juga diputuskan bahwa keang-
gotaannya di PDIP dinyatakan gugur.

04/09/2006
Suporter Persebaya Beringas Berulah

Suporter Persebaya kembali bertindak
anarkis. Tak puas melihat berlangsung-
nya pertandingan melawan Arema Ma-
lang dalam babak Delapan Besar Copa
Dji Sam Soe di Gelora 10 November, para
pendukung yang dikenal dengan sebutan
“bonek” itu berubah beringas. Bukan ha-
nya terjun ke lapangan dan mengakibat-
kan dihentikannya pertandingan pada
menit-86, bonek juga menimbulkan ke-
rusuhan serta kerusakan berat di mana-
mana. Mereka membakar tiga mobil dan
merusak belasan lainnya, termasuk truk
polisi dan ambulans milik RSUD Dr Soe-
tomo. Selain itu, kaca-kaca sejumlah ba-
ngunan di sekitar stadion rusak. Dalam
aksi anarkis ini tercatat 14 polisi dan 25
panitia mengalami luka serius dan di-
bawa ke RS Dr Soetomo. Berdasarkan ca-
tatan Kompas, inilah kerusuhan sepak
bola paling parah di Jawa Timur setelah
dua tahun terakhir. Kerusuhan sebelum-
nya terjadi menjelang berakhirnya puta-
ran pertama Divisi Utama Liga Indone-
sia 2004 saat pertandingan antara
Persela Lamongan dan Persebaya Sura-
baya di Stadion Surajaya, Lamongan, 5
Mei 2004. Akibat suporternya sering

rusuh, di awal tahun 2000 Persebaya
pernah dilarang bertanding di kandang
sendiri. Bahkan, larangan yang dikeluar-
kan Kepolisian Daerah Jawa Timur dan
didukung Gubernur Imam Utomo itu
berlaku untuk seluruh wilayah Jatim.
Saat itu, Persebaya nyaris dicabut ke-
pesertaannya dari Liga Indonesia VI.

05/09/2006
Daftar 40 Orang Terkaya di Indonesia
Versi Forbes

Sebanyak 40 orang terkaya di Indone-
sia memiliki kekayaan bersih sedikitnya
US$ 22,275 miliar atau Rp 200 triliun
lebih. Sukanto Tanoto, raja pulp and pa-
per pemilik RGM International men-
duduki peringkat pertama dengan ke-
kayaan US$ 2,8 miliar. Jajaran 40 orang
terkaya didominasi pengusaha yang
bergerak di sektor rokok, pertambangan,
konsumsi, properti, dan agribisnis. Dua
pejabat Indonesia yang masuk dalam
daftar ‘Top 40’, yakni Wapres Jusuf Kalla
di urutan ke-36 dengan kekayaan US$
105 juta dan Menko Kesra Aburizal
Bakrie di urutan keenam dengan ke-
kayaan US$ 1,2 miliar. Di jajaran lima
besar, tercatat tiga nama pengusaha
rokok yakni Putera Sampoerna (perusa-
haannya, HM Sampoerna, telah dijual ke
Philip Morris) di urutan kedua, Rachman
Halim (Gudang Garam) peringkat ke-
empat, serta Budi Hartono (Djarum) di
urutan kelima. Daftar 40 orang terkaya
tersebut diungkap majalah Forbes Asia
edisi 18 September 2006, yang diluncur-
kan pada konferensi “Forbes Global
CEO” di Singapura, Selasa (5/9).
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Sabu-Sabu dari Teluk Naga
Obat haram, sabu-sabu, hampir saja

membanjiri pasar-pasar gelap di berbagai
kota besar. Namun polisi menggagalkan

niat jahat sindikat Narkoba.

asa nikmat sesaat
berujung nista. Itu-
lah nasib yang me-
nimpa mereka yang

kecanduan sabu-sabu. Sebut
saja, misalnya, mantan Wakil
Bupati Lebak. Mendekam di
penjara, kehormatan keluarga-
nya terpuruk dan kehilangan
jabatan empuk. Lantas se-
orang bintang film dan sine-
tron papan atas terpaksa men-
dekam di penjara berbulan-
bulan hanya lantaran memiliki
seperempat gram sabu-sabu.

Bandingkan dengan 966 ki-
logram sabu-sabu yang me-
nyusup masuk dari Hong Kong
ke Tangerang lewat Teluk Na-
ga. Jika obat haram itu tidak
tertangkap, menyebar ke para
bandar dan pengecer, menurut
perkiraan polisi, bisa membuat
kecanduan 9 juta orang, atau
membikin mabuk 48 juta o-
rang lebih jika diisap serentak.
Sabu-sabu sejumlah itu di-
taksir polisi bernilai Rp 1 tri-
liun di tingkat pengecer.

Agaknya, wilayah Banten
menjadi tempat yang aman
bagi persembunyian para produsen dan
penyelundup obat psikotropika. Belum
lama berselang, sebuah pabrik yang
berkapasitas produksi jutaan butir pil eks-
tasi sehari ditemukan di Cikande, Serang.
Dan tahun lalu, di Tangerang, Banten,
ditemukan pabrik ekstasi terbesar di
dunia. Juga sebuah pabrik ekstasi ber-
omzet besar digrebek polisi di Kampung
Kandang Kambing, Bogor, tahun lalu.

Ironis. Transaksi sabu-sabu harus
dilakukan secara tersembunyi, tetapi
bong, alat pengisap sabu dijual bebas di
tempat terbuka. Di tengah suasana gem-
par akibat penangkapan yang spektakuler
itu, para pedagang di kawasan Pancoran,
Jakarta Barat, menggelar dagangan bong
di trotoar dari siang sampai petang hari.
Sabu memang dijual secara gelap, tetapi
bong, alat pengisap sabu, dijual bebas di
sejumlah tempat di Jakarta. Orang awam
memang tidak akan tahu bahwa tabung
dengan pipa kaca itu alat pengisap sabu.
“Selama ini saya aman-aman saja menjual
bong,” kata seorang pedagang kepada
Kompas (31/8).

Awalnya, sebuah kapal besar yang
membawa sabu-sabu tersebut dari Hong
Kong, melempar jangkar di perairan
Sumatera bagian selatan. Barang haram
itu dipindahkan di tengah laut ke sebuah
kapal yang lebih kecil yang membawanya

ke Teluk Naga. Kapal itu milik Ah Kwang
(42), Direktur PT Sang Putra Wisma Jaya,
diduga sering melakukan hal tersebut.
Sabu-sabu itu disita dari mobil boks Izuzu
Panther biru bernomor B-9105-QD, di
Jalan Raya Mauk, Tangerang, Selasa pagi
(29/8). Mobil ini sempat menabrak
Bripka (Pol) Heri Prastowo ketika ber-
usaha mengejar kawanan tersebut. Di
tempat yang sama, polisi menyita mobil
Toyota Avanza perak bernomor B-1935-
JK. Kisah penyelundupan serta drama
pengejaran dan penangkapan dituturkan
oleh Ajun Komisaris Besar Hendra Jhoni,
pejabat psikotropika Polda Metro Jaya.

Kata Hendra, seperti dikutip Koran
Tempo (31/8), Ah Kwang alias Samin
Iwan menerima kiriman itu dari A Hua,
anggota sayap sindikat Narkoba Hong
Kong-Cina-Indonesia. A Hua kabur ke
Singapura, 28 Agustus. Namun A Hua
diketahui sebagai kaki tangan Mr. Lou dan
Mr. Chen, dua bos yang diduga punya
hubungan langsung dengan bos besar di
Hong Kong. Bos besar ini masih punya
jaringan lain di Indonesia, dipimpin oleh
Mr. Wong alias Herman Chu yang ditang-
kap polisi di Hotel Limas, Palembang, 3
Mei lalu.

Rupanya, Mr. Wong membocorkan
informasi pengiriman sabu-sabu tersebut
ke polisi. Mr. Wong memasok bahan baku

sabu-sabu sekitar 100 kilo-
gram (senilai Rp 215 miliar)
per bulan. Dia juga pemilik
pabrik ekstasi di Cikande,
diperkirakan terbesar di Asia
Tenggara. Saat digrebek polisi
(11/11-2005), pabrik itu me-
miliki stok 1,33 ton bahan baku
ekstasi dan 138 kilogram sabu-
sabu. Polisi sudah menetapkan
tiga tersangka; Ah Kwang,
Wang Yi Meng (21), istri sim-
panan A Hua dan Rury Susanti
(20). Mereka bersama barang
bukti digelandang ke Polda
Metro Jaya. Sementara A Hua,
Mr. Lou dan Mr. Chen menjadi
buronan polisi.

Herman juga mengungkap-
kan bahwa polisi sedang me-
lacak sebuah indikasi lolosnya
100 kilogram sabu-sabu oleh
jaringan Narkoba interna-
sional yang sama. Sabu-sabu
itu dibawa ke Surabaya lewat
jalan darat, diangkut dengan
mobil dari tempat yang sama.
Memberi komentar tentang
penangkapan tersebut, Kapolri
Sutanto mengatakan itu me-
nandakan bahwa Indonesia

menjadi surga bagi sindikat Narkoba
internasional. Soalnya, di Indonesia vonis
hakim terhadap penjahat Narkoba, sangat
ringan. “Maka polisi meminta vonis yang
berat sehingga pelakunya jera,” kata
Sutanto sebagaimana dikutip Kompas
(31/8).

Ah Kwang tinggal di Desa Tegal Angus,
Teluk Naga, sejak 1996. Dia tidak pernah
bergaul dengan warga, dan rumahnya
dikelilingi pagar setinggi dua meter.
Warga sempat mencurigai kegiatan Ah
Kwang, kemudian melapor ke DPRD
Tangerang. Juli lalu, 10 anggota DPRD
bersama tiga polisi, mendatangi tempat
usahanya di Tegal Angus, tetapi diusir.
Menurut polisi, Ah Kwang banting stir
menjadi anggota sindikat sabu-sabu
karena bisnis terumbu karangnya ber-
sama A Hua bangkrut.

Untuk menangkap ketiga buronan
Narkoba internasional—A Hua, Mr. Lou
dan Mr. Chen—Kapolda Metro Jaya Irjen
Adang Firman telah melakukan per-
temuan dengan agen-agen DEA Singa-
pura dan Hong Kong serta agen CIA.
Mereka juga menginterogasi Mr. Wong,
bandar Narkoba internasional yang punya
jaringan di Hong Kong, Singapura, Cina,
Belanda dan Indonesia. Wong memberi
kesaksian bahwa jaringan Teluk Naga,
pemain baru.  SH

R
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Visi Negara
udah waktunya bangsa ini berhenti berpolemik
tentang “negara ini mau dibawa ke mana?” Sebenar-
nya pertanyaan ini tidak akan menjadi “lingkaran
setan,” dan segera terjawab bilamana para tokoh

bangsa—pengelola negara, pemimpin partai politik dan para
pakar independen—duduk satu meja membahas dan
merumuskan visi serta misi negara berjangka panjang 15
sampai 20 tahun ke depan.

Atau memfungsikan kembali MPR untuk merumuskan visi
dan misi negara, seperti ketika menyusun dan menetapkan
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sidang
umum lima tahunan. Tetapi UUD 1945 yang diamandemen
telah banyak melucuti fungsi MPR yang pernah menempati
posisi sebagai lembaga tertinggi negara. Barangkali yang pa-
ling penting, perumusan visi dan misi negara tersebut berjalan
dalam suatu proses yang obyektif, jujur dan demokratis. Jauh
dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan-kepentingan
tertentu.

Untuk mencegah munculnya polemik baru, para penyusun-
nya mesti sepakat pada pijakan dasar, yaitu ideologi dan dasar
negara Pancasila. Mereka perlu menjabarkan secara aktual
setiap sila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawa-
ratan/Perwakilan, dan Kedilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia—berdasarkan hasil analisa dan asumsi yang
berjangka panjang. Sedangkan UUD 1945 menjadi pagar
pembatas agar pembahasan dan perumusan tidak lari ke
mana-mana.

Mungkin yang paling krusial, penjabaran sila kedua, karena
demokrasi yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan me-
nganut azas pemilihan presiden langsung. Sedangkan tadinya,
sila tersebut diterjemahkan sebagai demokrasi lewat sistem
perwakilan di DPR dan MPR. Namun persoalannya, tinggal
bagaimana memadukan sila tersebut dengan sistem demo-
krasi yang sudah berjalan dengan baik.

Semua pihak yang terlibat di dalam perumusannya tidak
lagi mempersoalkan jati diri bangsa; Pancasila, NKRI, Merah
Putih, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Jati diri ini bukan
hanya slogan dan retorik di dalam setiap pidato, tetapi harus
mampu memberi roh dan jiwa bagi kehidupan bermasya-
rakat, berbangsa dan bernegara yang tertib hukum dan damai.

Dengan demikian, tumbuh harapan baru bagi kehidupan
bersama di dalam satu negara yang tidak lagi diwarnai oleh
konflik, kemiskinan dan keterbelakangan yang tidak
berkesudahan. Kita mengaku hidup di dalam NKRI, tetapi
masih terus berkelahi, masih mempersoalkan putra daerah
dan non-putra daerah. Semestinya dalam usianya yang sudah
senja (61 tahun), bangsa ini menjadi bangsa yang dewasa,
cerdas dan bermartabat, hidup dalam ketertiban, kedamaian,
toleransi dan kesejahteraan.

Di tengah kegamangan tersebut, muncul gagasan SOKSI
yang cukup menarik untuk dicermati dan dikaji, yaitu
“Reformasi Jilid Dua” dan “Amandemen UUD 1945 Kelima”.
Sudah bisa diduga, karena digagas oleh SOKSI yang berafiliasi
ke Partai Golkar, akan muncul reaksi keras dari kelompok
pendukung “Reformasi Jilid Pertama” dan mereka yang
apriori, bahwa gagasan tersebut bisa diplesetkan menjadi
Orde Baru Jilid II. Soalnya, kita belum bisa menerima setiap
gagasan dengan positive thinking, masih meresponnya
dengan prasangka-prasangka.

Alasan SOKSI meluncurkan gagasan tersebut, karena
dengan reformasi yang tidak terencana yang telah meng-
amanatkan amandemen UUD 1945, membuat sistem
ketatanegaraan menjadi amburadul. Sekarang ada MPR,
DPD, DPR, MA, MK, KY dan KPK. Dan yang akan lahir nanti
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Lembaga
Penasihat Presiden (LPR). Begitu banyak lembaga, tetapi
semua anggota lembaga tersebut, kecuali MPR, harus
diseleksi oleh DPR lewat fit and proper test atau uji
kemampuan dan kelayakan.

Namun kedua gagasan SOKSI tersebut, agar tidak layu
sebelum berkembang, kalau sepakat, merupakan kelanjutan
dari “Reformasi Jilid Satu” dan “Amandemen UUD 1945
Keempat”.

Sekadar catatan “Reformasi Jilid Satu”, kalau boleh disebut
begitu, hanya mengantar bangsa ini kepada suatu kebebasan
berdemokrasi yang acapkali lari dari koridor hukum.
Kebebasan yang kita miliki—kebebasan berserikat, kebebasan
menyatakan pendapat di depan umum dan kebebasan pers—
mencatat kemajuan yang terkadang mencemaskan kita
sendiri. Masih seperti kuda liar yang baru dilepas dari
kandang, meskipun kebebasan tersebut sudah berjalan lebih
kurang delapan tahun.

Dan gonjang-ganjing belakangan ini tentang kinerja
pemerintah merupakan akibat tidak adanya barometer yang
disepakati bersama untuk mengukur keberhasilan atau
kegagalan pemerintah. Karena setiap orang, setiap partai,
berangkat dari titik pandang yang berbeda-beda, bahkan
berlawanan. Maka visi dan misi negara sebagai tolok ukur
penilaian, menjadi sangat relevan untuk dipikirkan. Contoh-
nya, Malaysia sudah meletakkan visi dan misi negara sampai
tahun 2020.

Visi dan misi negara tersebut mengikat siapa pun dan partai
mana pun yang memegang kendali pemerintahan. Jadi
presiden dan partai yang berkuasa tidak menentukan visi dan
misinya sendiri. Karena kekuasaan tak mungkin lepas dari
vested interest. Presiden dan pemerintah boleh berganti,
tetapi negara diharapkan eksis dari generasi ke generasi.

Memang ini sebuah utopia. Tetapi tepat apa yang pernah
dikatakan oleh Syakh Dr. AS Panji Gumilang bahwa ideologi
hanya menarik bangsa ke belakang, utopia membimbing
bangsa bergerak ke depan agar bisa mencapai cita-citanya. 

S
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GOLKAR MENGGEBRAK LEWAT
Di pertengahan jalan pemerintahan SBY-JK, Golkar
mengembangkan wacana untuk menilai kembali
dukungannya. Banyak alasan kenapa Golkar kecewa.
Namun suara Golkar yang digemakan lewat SOKSI, menuai
kritik dari partai-partai lain dan para pengamat. Benarkah
Golkar akan menarik dukungan? Tunggu saja sampai
Rapim Golkar Oktober nanti.

aungnya laksana halilintar.
Tanda tanya yang mengun-
dang polemik dan reaksi keras:
“Apakah Golkar akan menarik

dukungannya pada pemerintah?” Begitu
SOKSI—kepanjangan tangan politik
Golkar—menciptakan gelombang kejutan
untuk meninjau kembali dukungan ter-
hadap pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), di mana
reaksi penuh prasangka mengarah kepa-
danya. Golkar sudah sejak awal diwas-
padai sebagai partai pendukung yang se-
waktu-waktu bisa melesat ibarat belut, di-
curigai seolah-olah ingin menguasai ka-
binet.

Sikap SOKSI sangat jelas seperti di-
ungkap oleh pucuk pimpinannya Syam-
sul Mu’arif yang juga ketua bidang orga-
nisasi Golkar. Kata Syamsul, SOKSI me-
lihat peran Golkar lebih banyak diguna-
kan hanya untuk membela kepentingan
pemerintah. “Kami bahkan mengatakan
sebagai bemper politik pemerintah di
legislatif,” kata Syamsul dalam wa-
wancara khusus dengan Berita Indone-
sia. Tugas Golkar di DPR, menghadang
fraksi-fraksi yang bisa “mengerjai peme-
rintah.” Memang tidak pernah ada satu
langkah politik yang bisa lolos di DPR
ketika Golkar menyatakan sikapnya.
Tetapi, kesannya Golkar kurang peduli
dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Syamsul, Presiden tidak ber-
upaya membangun dukungan parlemen
yang cukup signifikan, kecuali Golkar
yang mengambil inisiatif untuk mem-
berikan dukungan politik. Mengamati
perkembangan dinamika ini, SOKSI juga
melihat kegamangan pemerintah SBY-JK
di dalam mengambil langkah-langkah
yang tegas. Padahal SBY dipilih oleh 60
persen rakyat, semestinya dia berani.

Dia menilai, kalau begitu terus, peme-
rintahan ini tidak akan kuat. Katanya,
kalau pemerintah sudah membawa ger-
bong-gerbong PAN, PKS, PBB, PPP, PKB,
Partai Golkar dan Demokrat, ketua-ketua
umumnya harus diundang. Katakan:
“Kalian tujuh ini adalah patner saya dalam

pemerintahan. Oleh karena itu, saya me-
merlukan dukungan politik di DPR.” Sa-
ran Syamsul, buka saja ke publik, tidak
ada salahnya presiden mengambil lang-
kah seperti itu. Sehingga jelas mana partai
pendukung pemerintah, mana partai
oposisi. Sekarang, ada partai-partai yang
tidak mengambil posisi oposisi, tapi juga
tidak mengatakan sebagai pendukung.
Mereka independen, karena itu lebih enak
untuk bergerak.

Menurut Syamsul, untuk membangun
hubungan antara legislatif dan eksekutif,
mestinya dukungan di parlemen dari
tujuh partai tadi cukup signifikan. Tidak
usah tujuh partai, lima partai saja, lebih
dari 50 persen, itu sudah cukup, tidak
usah mutlak 70 persen di DPR. Sebab jika
ada kebijakan yang salah tetapi didukung
oleh DPR, nanti juga dikritisi oleh rakyat
yang lain. “Legislatif seperti itu juga tidak
benar,” kata Syamsul.

“Tetapi kenapa Presiden sering tidak
berani?” kata Syamsul dalam nada tanya.
Karena dia berhadapan dengan DPR yang
kritis, DPR yang mempunyai kekuasaan
yang besar, yaitu memegang hak bujet
(anggaran). Artinya, proyek-proyek juga
ditetapkan oleh DPR. Memang banyak
kader yang menafsirkan bahwa SOKSI
menghendaki menteri-menteri ditarik.
Syamsul meyakinkan mereka tidak ada
kewenangan partai untuk menarik men-
teri, karena itu kewenangan Presiden.

Pernyataan SOKSI, kata Syamsul, tidak
berkait dengan permintaan masuknya o-
rang-orang Golkar di kabinet. Yang dimin-
ta oleh SOKSI evaluasi dukungan Partai
Golkar terhadap pemerintah dalam Ra-
pim Golkar Oktober nanti. Rapim itulah
yang akan mengevaluasi dukungan ter-
sebut, di mana untungnya, di mana
ruginya. Kalau umpamanya menimbulkan
kegelisahan di dalam, “kita netral saja.”
Dengan bersikap netral, kata Syamsul,
tidak ada beban politik, tidak ada ke-
harusan untuk membela pemerintah.
“Barangkali itu akan lebih bagus bagi
Golkar untuk menghadapi Pemilu tahun
2009,” kata Syamsul.

 Posisi JK
Menurut Syamsul, meskipun Golkar

mengambil sikap netral, Jusuf Kalla tetap
Ketua Umum Golkar dan Wakil Presiden,
tidak ada masalah. JK jadi Wapres bukan
karena Golkar. Waktu itu, Golkar meng-
ajukan Jenderal (Pur) Wiranto dan Sole-
huddin Wahid sebagai calon presiden dan
wakil presiden. Pada pemilihan presiden
tahap kedua, Golkar mendukung Ibu

G

Kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat



15BERITAINDONESIA, 21 September 2006

BERITA UTAMA

AT SOKSI

Megawati. Jadi apa pun yang terjadi, dia
sudah ditakdirkan untuk menjadi Wapres.
Setelah menjadi Wakil Presiden, JK
menjadi Ketua Umum Golkar. Menurut
Syamsul wajar kalau Golkar membela
ketua umumnya.

JK sendiri menegaskan bahwa Golkar
harus kritis, objektif, dan profesional. Dan
Presiden SBY sendiri mengatakan, “Kritisi
saya kalau ada hal-hal yang tidak benar.

Jadi, kalau Golkar netral, bukan berarti
tidak mendukung pemerintah.” Syamsul
mempertanyakan, kalau kritis, objektif
dan profesional, tetapi bagaimana meng-
kritisi secara objektif sementara Golkar
berposisi mendukung. “Mestinya ada
sikap interdepensi,” kata Syamsul, “Te-
tapi, ketika dukungan itu diberikan, kita
merasa dijadikan bemper saja.” Tidak
hanya dalam soal Gubernur Lampung,

melainkan juga untuk semua persoalan
nasional, “Sikap Presiden tidak tegas,
mengambang.”

SOKSI tidak menyalahkan SBY secara
pribadi, tetapi mempertanyakan sikap
presiden dan pemerintahan dalam satu
kesatuan. Misalnya, di dalam membangun
koalisi tujuh partai. Bilang yang jelas,
“Kalian adalah kawan saya. Saya ingin
dapat advis dari kalian. Dukung dong saya

Barat
foto: berindo wilson
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di parlemen, jangan menteri menteri saya
dipermainkan.”

Kata Syamsul, “Coba budayakan seperti
itu, saya kira pemerintah tidak akan
mengalami kesulitan.” Hanya itu yang
bisa menumbuhkan stabilitas keper-
cayaan kepada pemerintah, karena lang-
kahnya didukung. Tetapi langkah peme-
rintah tidak atas dasar kepentingan
sesaat, sepihak atau kepentingan golo-
ngan. Harus kepentingan nasional. Dia
merujuk pada rencana pembentukan
Lembaga Penasihat Presiden. Ketujuh
pucuk pimpinan mesti didudukkan di
dalam lembaga tersebut, selain tokoh-
tokoh independen.

Kata Syamsul, SBY dari kalangan mili-
ter yang paling pintar, memperoleh ha-
diah pedang emas dari Lemhanas. Dia
memiliki pengalaman luar negeri yang
cukup. Dia Jenderal yang berpikir. “Si-
tuasi seperti ini masih tiga tahun, tetapi
SOKSI tidak pernah berpikir SBY-JK
harus jatuh, jangan sampai jatuh,” kata
Syamsul.

Nada yang hampir sama datang dari
Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekjen
Golkar, Agung Laksono dan Priyo Budi
Santoso. Agung mengingatkan wacana
pengkajian kembali posisi Golkar perlu
diperhatikan oleh pemerintah. “Penam-
bahan kursi Golkar di kabinet sekalipun
digulirkan, bukan itu tujuannya. Yang
lebih penting perbaikan kinerja kabinet,”

kata Agung sebagaimana dikutip Re-
publika (1/9). Agung merasa yakin bahwa
SBY akan melakukan perombakan kabi-
net, karena suara masyarakat menghen-
daki seperti itu.

Sedangkan Priyo Budi Santoso mene-
gaskan sikap partainya bahwa desakan
untuk melakukan reposisi bukan sekadar
manuver. “Saya harus bicara jujur bahwa
di elemen Partai Golkar banyak suara ke-
ras yang meminta dilakukan kajian
ulang,” kata Priyo. Dewan Pimpinan Dae-
rah Golkar Lampung malahan sudah se-
cara resmi meminta pimpinan pusat un-
tuk mencabut dukungan terhadap peme-
rintah.

Kekecewaan mereka terhadap peme-
rintahan SBY, terutama dipicu oleh kasus
Walikota Depok dan Gubernur Lampung.
Syamsul menilai, ketika Badrul Kamal
menang di Pengadilan Tinggi/Mahkamah
Agung untuk menjabat Walikota Depok,
UU-nya menegaskan bahwa putusan
Pengadilan Tinggi (PT) atas nama Mah-
kamah Agung adalah final dan mengikat.
Final artinya tidak ada putusan setelah
itu. Mengikat artinya harus dilaksanakan.
Tetapi timbullah wacana tentang KKN,
citra publik seperti itu.

Hal ini, kata Syamsul, semestinya tidak
boleh dipersoalkan lagi karena sudah
merupakan keputusan hukum. Kalau
dikatakan, “ini supremasi hukum,” lak-
sanakan. Tetapi itu tidak dilaksanakan,

dan ditunggulah Peninjauan Perkara
(PK). Dan PK membatalkan keputusan
PT. Lantas mana di antara keduanya yang
harus diikuti? Menurut UU sebenarnya
tidak memungkinkan PK, karena ke-
putusan PT sudah final dan mengikat.

“Kenapa ini bisa terjadi? Karena Badrul
Kamal Golkar. Karena itu, Golkar dibiar-
kan saja terpuruk,” kata Syamsul.

Berbeda dengan Lampung. Alzier me-
menangkan pemilihan Gubernur Lam-
pung. Pemilihan dilakukan oleh DPRD,
dan Alzier diajukan oleh fraksi PDIP,
tetapi dibatalkan oleh DPP PDIP karena
dijatuhi hukuman dalam kasus pidana.
Alzier sudah menjadi Ketua DPD Golkar
Lampung ketika turun putusan MA yang
membebaskan dan menyatakan pemi-
lihan Alzier pada saat itu sah. Dan ka-
renanya pemilihan Syahruddin tidak sah.

Kata Syamsul, itulah keputusan MA
yang sudah final. Artinya, Syahruddin
harus diberhentikan dan Alzier harus
dilantik. Tetapi Golkar tidak meminta
Alzier dilantik. Permintaan Golkar, lak-
sanakan putusan MA dengan menyatakan
Syahruddin tidak sah. Gubernur sekarang
diberhentikan, dan ditetapkan care taker
(pejabat sementara) untuk selanjutnya
dipilih Gubernur baru melalui Pilkada.
“Itu usul Partai Golkar. Ada subjektif apa
lagi yang salah pada pikiran Partai Gol-
kar?” kata Syamsul.

Itu juga menjadi pandangan SOKSI,

Lambaian: Lambaian politik Presiden SBY dan Wapres JK, masing-masing bersama istri
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dan sudah disampaikan kepada Presiden
SBY. Kata Syamsul, Presiden ragu,
barangkali, lalu meminta Mendagri untuk
membikin surat yang meminta fatwa ke
MA yang menyatakan bahwa untuk mem-
berhentikan tidak ada amar dalam pu-
tusan MA, tapi itu kewenangan presiden.
“Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada
putusan seperti itu. Semuanya mengam-
bang,” kata Syamsul.

Ancaman reposisi dari Golkar dianggap
angin lalu oleh Partai Demokrat, pen-
dukung utama pemerintahan SBY. “Ger-
takan reposisi hanyalah manuver politik
Golkar untuk menaikkan posisi tawar,”
kata Ahmad Mubarok, Wakil Ketua
Umum Partai Demokrat sebagai dikutip
oleh Republika (1/9). Mubarok menggam-
barkan gertakan itu sebagai syahwat
politik yang menginginkan penambahan
kursi Golkar di kabinet. Kata Mubarak,
Presiden SBY dipilih oleh rakyat, bukan
pilihan partai politik. Karenanya, Mu-
barok menyarankan agar menteri kabinet
bukan perwakilan Parpol, lebih baik
dipegang oleh para profesional. “Kalau-
pun ada wakil Parpol, itu hanya peleng-
kap,” kata Mubarok.

Pengamat politik, J.B. Kristiadi, ma-
lahan bersuara lebih keras dari Mubarok.
Dia menilai desakan Golkar kepada
Presiden untuk merombak kabinet sangat
ambisius, hanya mengutamakan politik
kekuasaan. “Itu permainan kekanak-
kanakan. Tidak ada keharusan bagi
Presiden untuk mendapat dukungan dari
parlemen,” kata pengamat dari CSIS itu
sebagaimana dikutip oleh koran sore,
Sinar Harapan (30/8). Kristiadi menilai
desakan perombakan kabinet sengaja
diembuskan untuk memperoleh sumber-
sumber ekonomi bagi kepentingan partai.

Pengamat politik dari LIPI, Syam-

suddin Haris, menilai usul Golkar untuk
merombak kabinet kurang etis, karena ini
bukan pemerintahan Golkar. Apalagi
Golkar memang kalah dalam pemilu
presiden yang lalu. Kabinet sekarang
adalah kabinet presidensil, bukan par-
lementer.

Sebetulnya, kata Haris, bukan kabinet
yang tidak kompak. Tapi memang partai-
partai politik sampai saat ini tidak kun-
jung dewasa. Kenapa? Mengacu pada
sistem pemerintahan menurut konstitusi
hasil amandemen, sebetulnya SBY bisa
membentuk kabinet tanpa melibatkan
partai-partai politik lain, kecuali De-
mokrat yang mengusung pencalonannya.
“Melihat sistem pemerintahan yang kita
anut, tidak pantas bagi partai lain untuk
menuntut perombakan kabinet,” kata
Haris kepada M. Subhan dari Berita In-
donesia.

Menurut Haris, wajar saja kalau ada
polarisasi dukungan terhadap SBY, tapi
ini bisa saja ada kaitannya dengan pemilu
2009. Kata Haris, “Kesalahannya juga ada
pada SBY. Kenapa? Sebab sejak awal SBY
memang menciptakan ketergantungan
dia terhadap partai-partai politik di DPR.”
Sehingga seolah-olah, kalau tanpa du-
kungan partai politik dia gampang di-
jatuhkan, padahal dia mempunyai man-
dat dari rakyat yang memilihnya secara
langsung untuk masa jabatan lima tahun.
Kecuali dia melanggar hukum atau kons-
titusi.

“Kalau saya SBY, cuekin saja. Kalau
perlu anggota kabinet yang dari Parpol
diisi oleh tenaga-tenaga profesional yang
memiliki kompetensi dan keahlian,” kata
Haris.

Sebaliknya, Priyo tidak yakin bahwa
partainya SBY, Demokrat, berani meng-
usulkan agar menteri diambil dari unsur

profesional saja. Dia meragukan ketu-
lusan dan keberanian mengusulkan hal itu
kepada Presiden. Karena, kata Priyo, itu
akan menjadi pelatuk bagi jatuhnya posisi
Presiden SBY. Bahkan, kalau PDIP mau
bergabung, Priyo yakin SBY akan meng-
akomodasi mereka di kabinet.

Pesaing Golkar di dalam koalisi longgar
pemerintahan SBY, PKS, agaknya merasa
perlu menyampaikan sikap politiknya
lewat advertorial di harian Republika (28/
8, halman dua). Judulnya mengutip
pernyataan pucuk pimpinan PKS Tifatul
Sembiring: 2009 Akan Terjadi Krisis
Kepemimpinan. Tetapi yang disorot di
dalam advertorial itu, krisis kepemim-
pinan di tubuh Golkar.

“Hingga saat ini, hampir saja terjadi
kekosongan kepemimpinan nasional,”
kata Tifatul ketika membuka Rapat
Pimpinan Nasional PKS (25/8). Dia
memberi contoh, bakal terjadinya krisis
kepemimpinan itu dibuktikan dengan
kebingungan yang telah dialami Partai
Golkar yang belum memiliki calon presi-
den untuk Pilpres 2009. Tifatul menge-
mukakan pada khalayak partainya bahwa
dia sudah berbicara dengan beberapa o-
rang Golkar, menanyakan calon untuk
Pilpres 2009, ternyata mereka bingung.

Menurut Tifatul, Golkar sangat sulit
menjagokan Jusuf Kalla pada Pilpres
2009, karena masalah usia. Ketika
Tifatul menanyakan: “Bisakah Pak Jusuf
Kalla?” Mereka mengatakan, kalau Jusuf
Kalla usianya sekarang 67 tahun, tiga
tahun lagi 70 tahun. Bila menjadi pre-
siden selama lima tahun, usianya men-
jadi 75 tahun. “Terlalu tua, kata mereka,”
kata Tifatul mengutip orang-orang Gol-
kar yang ditemuinya. Tetapi Tifatul tidak
menyebut siapa saja orang Golkar yang
ditemuinya.  SH

Presiden PKS: Tifatul Sembiring Ketua Umum SOKSI: Syamsul Mu’arif Wakil Ketua Umum Golkar: Agung Laksono
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Parpol Bisa Tinggalka
Keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bisa sebaliknya bagi partai-partai pendukung,
kecuali Demokrat. Parpol anggota koalisi longgar SBY
mulai mengambil ancang-ancang untuk Pemilu 2009.

atu-satunya partai yang mati
langkah, mungkin Golkar. Tidak
mendukung salah, mendukung
salah. Lantaran Wapres Jusuf

Kalla juga pucuk pimpinan Golkar, partai
pemenang Pemilu 2004 ini mau tidak
mau harus mengamankan kebijakan
pemerintah. Namun Wakil Sekjen Golkar
Priyo Budi Santoso menilai: “Kinerja
pemerintahan Presiden SBY-Wapres JK
belum menggembirakan. Ini yang men-
jadi catatan, dan mengundang perdebatan
sengit di tubuh partai Golkar.” Harian
pembawa suara Golkar, Suara Karya (25/
8), menempatkan pernyataan Budi pada
berita utama di halaman satu.

“Golkar pasti terkena getahnya kalau
kinerja pemerintah kurang maksimal.
Karena itu kami berkepentingan mengi-
ngatkan pemerintahan SBY-JK,” kata
Budi. Sebaliknya, jika kinerja pemerin-
tahan memuaskan belum tentu Golkar
meraih citra positif di mata publik. Sangat
boleh jadi, citra positif itu hanya disan-
dangkan kepada SBY.

Wakil Ketua Umum Golkar dan Ketua
DPR, Agung Laksono, meminta peme-
rintah mendengar kritik Golkar yang di-
tujukan kepada Mendagri Muhammad
Ma’ruf. Eks ketua tim sukses SBY-JK itu
dinilai mengeluarkan keputusan yang me-
rugikan Golkar dalam pemilihan kepala
daerah Provinsi Lampung dan Kota
Depok. JK sendiri menginginkan Golkar
bersikap kritis, obyektif dan profesional
terhadap pemerintah. Soal evaluasi
kabinet, menurut JK, akan dilakukan
Oktober nanti. Namun dia tidak memberi
sinyal tentang perombakan kabinet.

Lain halnya dengan lima partai pen-
dukung lainnya—PPP, PAN, PKS, PKB
dan PBB—tidak terlalu mengikat diri,
meskipun wakil-wakil mereka duduk di
kabinet. PPP, menurut Sekretaris Umum-
nya, Yunus Yosfia, tidak pernah mem-
bicarakan perombakan kabinet. Partai
Demokrat menyerahkan keputusan pe-
rombakan kabinet pada SBY. Sedangkan
PDIP, satu-satunya partai besar yang
wakil-wakilnya tidak duduk dalam ka-
binet, memperjelas sikapnya yang tidak
akan ikut campur dalam soal penggantian
enam menteri yang santer dibicarakan di

DPR.
Meskipun dua wakilnya duduk di ka-

binet, PKB, seperti dilaporkan oleh harian
Indo Pos (21/8), secara terang-terangan
menilai bahwa kinerja pemerintahan
SBY-JK masih mengecewakan. “Dalam
pandangan anggota legislatif dari PKB,
pemerintah sering tidak tegas bertindak
merespon persoalan-persoalan rakyat,”
kata Khofifah Indar Parawansa, anggota
fraksi PKB di DPR. Dia menunjuk kasus
lumpur panas di Sidoarjo akibat ulah PT
Lapindo Brantas, jika pemerintah tegas
bertindak, penderitaan rakyat dapat
segera diakhiri.

Pemerintahan SBY, menurut beberapa
anggota DPR, mengalami tindakan pem-
busukan dari dalam, khususnya oleh
anggota kabinet. Karena itu, mereka
meminta SBY menindak menteri-menteri
yang terindikasi melakukan pembusukan
dari dalam. Sikap ini dikedepankan secara
terpisah oleh Arbab Pabroeka dari fraksi
PAN dan Chairul Anwar Lubis dari fraksi
PPP.

Eks Ketua Umum Golkar, Akbar Tan-
djung, mengingatkan SBY agar mengubah
gaya kepemimpinannya yang terkesan
cenderung ragu-ragu. Meskipun berisiko,
kata Akbar, sebagai pemimpin, SBY harus
bersikap tegas. Katanya, sudah saatnya
bagi Presiden melakukan evaluasi kritis
terhadap kinerja para menterinya. Akbar
melihat bahwa selama dua tahun pe-
merintahannya, SBY belum menunjukkan
prestasi sesuai harapan masyarakat.
Sedangkan sisa pemerintahan SBY, secara
efektif tinggal satu setengah tahun.

Pesimis
Menanggapi RAPBN tahun 2007 yang

diusulkan SBY ke DPR (16/8), enam
partai pendukung pemerintah, termasuk
di dalam sembilan dari 10 fraksi di DPR
memperlihatkan sikap pesimis. Fraksi
PKS yang sejak awal Pilpres bersama-
sama Partai Demokrat dan PBB men-
dukung SBY menyatakan agar pemerintah
merevisi RAPBN-nya. Kesembilan fraksi
yang pesimis menilai bahwa pertum-
buhan ekonomi yang ditargetkan peme-
rintah terlalu tinggi, tidak relevan dengan
kondisi masyarakat saat ini.

Mereka menyangsikan keakuratan data
yang digunakan pemerintah untuk me-
nentukan asumsi makro ekonomi dan
kebijakan. Rendahnya penyerapan ang-
garan pemerintah, iklim investasi yang
belum kondusif karena banyaknya pu-
ngutan dari birokrasi, dan faktor ke-
amanan juga menjadi alasan sembilan

S

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Menlu A
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kan SBY

fraksi tersebut meragukan pencapaian
target-target pembangunan pemerintah.

Di dalam RAPBN yang berjumlah Rp
731 triliun itu, pemerintah mengasumsi-
kan pertumbuhan ekonomi 6,3%, nilai
tukar dolar AS Rp 9.300, laju inflasi 6,5%,
SBI tiga bulan 8,5%, harga minyak 65
dolar AS per barel, produksi minyak 1 juta

barel per hari, dan defisit anggara 0,9%.
Pemerintah, di sisi lain, menargetkan
penekanan angka kemiskinan menjadi
8,4% dan angka pengangguran 5,2%
sampai tahun 2009. Pemerintah menurut
Menko Perekonomian Boediono meng-
alokasikan dana Rp 51 triliun untuk
menekan kemiskinan dan menciptakan
lapangan kerja.

Sikap pesimis—fraksi-fraksi Golkar,
PDS, PDIP, PPP, PAN, PKB, PKS, BPD
dan BR—dinyatakan dalam sidang pari-
purna DPR (28/8). Mereka tidak secara
tegas memberi dukungan terhadap
RAPBN tersebut, hanya fraksi Demokrat
yang menyatakan optimis dan memberi
dukungan penuh.

Di dalam pidato pengajuan RAPBN
2007 di sidang paripurna DPR (16/8),
SBY dikritik karena dianggap menge-
depankan data kemiskinan dan pengang-
guran yang tidak akurat. SBY dituding
oleh Amien Rais, Ketua Majelis Pertim-
bangan PAN, telah melakukan kebo-
hongan publik. Tetapi Amien menam-
bahkan, SBY mestinya bersikap jujur dan
mengakui kesalahannya. Jubir Presiden
Andi Alifian Mallarangeng menyangkal
bilamana SBY telah melakukan kebo-
hongan, sebab yang dikemukakannya
data kemiskinan tahun 2005.

Persoalan berat yang dihadapi peme-
rintahan SBY, yaitu menurunkan kemis-
kinan dari 16,6% (tahun 2004) menjadi
hanya 8,2%, dan angka pengangguran
dari 9,7% menjadi 5,1% sampai akhir
tahun 2009. Memang penanganan kedua
masalah yang sudah menjadi isu politik
yang panas itu, tidak semudah mem-
balikkan telapak tangan, masih jauh
panggang dari api.

SBY, menurut tajuk Tempo (edisi 28/
8-3/9) dianggap meleset ketika memapar-
kan angka kemiskinan; berkurang dari
23,4% tahun 1999 menjadi 16% tahun
2005, dinilai sebagai menyembunyikan
fakta. Barisan pengeritik SBY, Tim Indo-
nesia Bangkit (TIB), mencatat dua poin
penting di balik angka-angka tadi. (1) Jika
tahun 1999 sampai 2005 yang jadi pa-
tokan, artinya ada sukses periode peme-
rintahan Presiden Megawati yang diklaim
pemerintah sekarang. (2) Jika faktor
kenaikan harga BBM 2005 ikut dihitung,
angka kemiskinan pada Juli 2005 men-
capai 18,7%, dan Maret 2006 melonjak
sampai 22%. Tetapi angka kemiskinan
yang benar, menurut Direktur INDEF
Fadhil Hasan, 18,5% berdasarkan survei
BPS, Juli 2005. Dia mengemukakan bisa
jadi Presiden menyembunyikan data yang
sebenarnya.

Dalam hal ini, Menkeu Sri Mulyani
cenderung menuding BPS memasok data
yang tidak akurat kepada Presiden. Kata

Sri, tidak ada pesanan dari pemerintah
kepada BPS agar memasok data ABS (asal
bapak senang). “Dengan data yang benar,
pemerintah bisa mengambil kebijakan
yang tepat,” kata Sri. Selain itu, tambah-
nya, masyarakat mengetahui kondisi yang
sebenarnya atas perekonomian nasional
saat ini.

PKS yang menjadi mitra SBY di dalam
Koalisi Kerakyatan, secara dini mem-
persiapkan diri untuk menyongsong
Pemilu—Legislatif dan Presiden—tahun
2009. PKS memasang target untuk me-
raih 20% suara tahun 2009 dengan
merekrut 1,6 juta kader baru. Jika men-
capai target tersebut, PKS bisa meng-
ajukan calon presiden dan wakil presiden
sendiri. Presiden PKS, Tifatul Sembiring
memperkirakan bahwa di dalam Pemilu
2009 bakal terjadi krisis kepemimpinan
nasional.

Dalam Pemilu legislatif tahun 2004,
PKS meraih 8,3 juta suara. Partai itu
menempatkan 1.112 kadernya di legislatif
pusat, daerah dan kota. Tiga wakil PKS
duduk di kabinet; Menteri Pertanian,
Perumahan Rakyat, dan Pemuda dan
Olahraga. Eks Presiden PKS, Hidayat Nur
Wahid kini menjadi Ketua MPR. PKS
unggul dalam 70 Pilkada gubernur, bupati
dan walikota. Tepat jika Tifatul mengata-
kan bahwa partainya dicemburui oleh
partai-partai lain, dan menjadikan PKS
sebagai common enemies (musuh ber-
sama).

Lain halnya Partai Amanat Nasional
(PAN) yang dipimpin oleh pengusaha
Soetrisno Bachir. Dia mengaku pengurus
PAN harus bekerja keras untuk merebut
suara rakyat pada pemilihan umum 2009.
Saat ini, PAN mendudukkan 53 wakilnya
di DPR. “Ini tidak cukup untuk meng-
gerakkan perubahan,” kata Soetrisno.
Karena itu, PAN harus bekerja keras agar
rakyat mempercayakan amanahnya ke-
pada partai yang memiliki konstituen
utama, Muhammadiyah.

Menurut Soetrisno, partainya kon-
sisten dengan cita-cita reformasi, me-
wujudkan kesejahteraan masyarakat
serta mendorong kemajuan pendidikan
dan kesehatan. Dalam Pemilu 2009,
partai berlambang matahari terbit ini,
menargetkan perolehan suara minimal
100 orang di parlemen. Soal siapa yang
akan dicalonkan PAN menjadi Capres
dan Cawapres, Soetrisno mengatakan
terlalu dini disebut sekarang. Dia dan
Amien Rais bersepakat tidak akan me-
nentukannya sekarang.

Menyimak ancang-ancang yang diambil
keenam partai tersebut, bisa jadi tak lama
lagi, pemerintahan SBY ditinggalkan oleh
partai-partai pendukungnya di DPR,
kecuali Demokrat.   SH

a Menlu AS, Condolezza Rice.
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Kursi Mendagri
Sasaran Antara Partai Golkar
Di balik kekukuhan Partai Golkar mempertegas posisi politiknya terhadap pemerintahan
pimpinan duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, terbersit sebuah ambisi besar
bagaimana menduduki kursi Menteri Dalam Negeri.

ama Ma’ruf selalu dibawa-
bawa Partai Golkar sebagai
alasan untuk menuding le-
mahnya kepemimpinan SBY-

JK, khususnya pada diri Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.

Kekecewaan Partai Golkar terhadap
Ma’ruf cukup beralasan, terlebih bila
ditelisik rekor buruk partai beringin ini
semenjak Pilkada digelar pertamakali
Juni 2005. Sejumlah calon gubernur/
wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota yang diusung
Golkar lebih banyak “matinya” daripada
menang.

Bahkan kemenangan yang sudah di
depan mata, seperti di Kota Depok, Jawa
Barat harus lepas karena lemahnya
dukungan Ma’ruf. Demikian pula di
provinsi Lampung, Golkar berusaha keras
mendorong kembali Alzier Dianis Tabrani
untuk naik sebagai gubernur pilihan
anggota DPRD.

Sampai-sampai Alzier yang awalnya
didukung PDI Perjuangan, dan ketua DPD
PDI Perjuangan Lampung pula, bersedia
lompat pagar untuk menjadi Ketua DPD
Partai Golkar Lampung. Tetapi berbagai
manuver Golkar tak sedikitpun digubris
oleh Ma’ruf.

Ma’ruf sangat hati-hati sekali menye-
lesaikan kasus Lampung. Ia tak mau
mengambil keputusan yang berpotensi
memunculkan masalah baru yang lebih
parah. Ia sangat ingin mengambil kepu-
tusan yang komprehensif karena itu
sekali-kali ia tak mau salah memutuskan.

Mohammad Ma’ruf memang jauh ber-
beda dengan menteri-menteri dalam
negeri sebelumnya, yang biasanya sangat
mendominasi peta pergerakan dan eska-
lasi politik dalam negeri. Predikat yang
disandangkan pun turut disakralkan di
era Orde Baru itu, yakni sebagai pembina
politik dalam negeri.

Golkar sangat paham rakyat pemilih di
Indonesia masih irasional dan sangat
tergantung pada arahan pimpinan formal
di daerah. Dengan kursi gubernur, bupati,
dan walikota yang minim di tangan,
Golkar menjadi tak begitu yakin dapat
berbuat maksimal pada Pemilu 2009.

N

Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf
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Itu sebabnya Golkar sangat ingin me-
nguasai kursi di kementerian dalam
negeri, sebagai sasaran menjelang per-
tarungan Pemilu Legislatif dan Pilpres
2009.

Menjunjung Supremasi Hukum
Tetapi Ma’ruf rupanya berbeda. Situs

Tokoh Indonesia (http//
w w w . t o k o h i n d o n e s i a . c o m / m /
mohammad-ma’ruf) sampai-sampai
menyebut Mohammad Ma’ruf sebagai “Pa-
mong Penjunjung Supremasi Hukum”.

Menjunjung tinggi supremasi hukum
adalah sikap tegas yang dipegang teguh
oleh pensiunan militer berpangkat ter-
akhir Letnan Jenderal TNI-AD. Mantan
Kassospol ABRI (1995) dan Ketua Tim
Sukses Kampanye Capres-Cawapres SBY-
JK pada Pilpres Presiden 2004, ini tak
memperoleh hambatan berarti untuk

bertindak sebagai pamong kendati di
tingkat bawah, para gubernur, bupati, dan
walikota mempunyai warna politik yang
berbeda dengannya.

Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah pada
20 September 1942 ini tetap berdiri tegak
menjalankan aturan main. Ia hanya taat
kepada norma, prinsip, peraturan, hu-
kum, dan segala ketentuan yang berlaku
yang ditetapkan bersama sebagai aturan
main.

Walau di sejumlah daerah yang melang-
sungkan Pilkada terjadi konflik, atau
gugatan dan saling klaim di antara para
calon yang bersaing, misalnya, Ma’ruf
tetap tak bergeming. Suami dari Ny Rr Hj
Susiyati Hasmeng Ma’ruf dan ayah tiga
orang putri ini mengembalikan penyele-
saian dan keputusan akhir atas setiap
masalah dan sengketa Pilkada kepada
ketentuan hukum yang berlaku.

Ratusan Pilkada yang telah berlangsung
untuk memilih walikota, bupati hingga
gubernur menjadi berjalan relatif tertib,
aman dan terkendali tanpa gejolak berarti
untuk memberi hasil akhir yang mak-
simal.

Padahal, sebagai sebuah pelajaran atau
exercise demokrasi pertama, semua Pil-
kada sesungguhnya menyimpan potensi
yang dapat memecah persatuan dan
kesatuan bangsa, apabila konflik atau
perbedaan sekecil apapun sempat tak
tertangani secara hati-hati.

“Proses pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah secara langsung
pada dasarnya bukan sekadar memilih
siapa yang akan menjadi pimpinan dae-
rahnya, melainkan juga suatu proses
pembelajaran kehidupan berpolitik dan
demokrasi yang terwadahi dalam suatu
koridor hukum yang benar,” kata Ma’ruf.

Sikap itulah rupanya yang menjadi
pegangan utama Ma’ruf, sebuah kata
kunci yang dia sampaikan saat berbicara
dalam Acara Sosialisasi Pilkada di Ja-
karta, pada 4 Mei 2006.

Hingga Juni 2006 setelah terselenggara
226 kali Pilkada di seluruh Indonesia,
hanya 23 diantaranya yang terindikasi ada
masalah. Itupun, Ma’ruf menduga, masa-
lah muncul karena belum ada pemaha-
man yang mantap terhadap ketentuan
dan peraturan yang ada.

Ma’ruf lulusan AMN 1965, dan kader
Partai Demokrat (PD), ini kukuh untuk
menganut prinsip politik kenegarawanan
sebagaimana lazimnya dianut oleh setiap
militer sejati Indonesia. Yakni, apa yang
terbaik untuk rakyat adalah yang terbaik
untuk negara. Sebagai pamong, Ma’ruf
lalu sangat menjaga netralitas diri.

Dengan menjunjung tinggi supremasi
hukum, Ma’ruf berkeyakinan Indonesia
dapat memasuki era baru sistem perpo-
litikan yang lebih demokratis, transparan,
bersih, dan bebas KKN. Demikian pula
tata kehidupan masyarakatnya akan ber-
sandar kepada tertib hukum.  E-TI/HT

Nama : H. Letjen TNI (Purn) Mohammad
Ma’ruf AR, SE

Jabatan : Menteri Dalam Negeri RI
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Ketua Umum SOKSI Syamsul Mu’arif

Perlu Reformasi Jilid
WAWANCARA

Reformasi sekarang ini banyak yang kebablasan, sehingga
tidak mencapai apa yang diharapkan. Menurut Syamsul
yang juga ketua bidang organisasi Partai Golkar, reformasi
sekarang hanya melahirkan kebebasan politik, kebebasan

pers, otonomi daerah dan liberalisasi ekonomi. Lantas di mana jati
diri bangsa? Karena itu, dia merasa perlu lahirnya Reformasi Jilid II
yang menegaskan kembali jati diri bangsa; Pancasila, NKRI,
semangat UUD 1945, Merah Putih dan Bhineka Tunggal Ika.
Syamsul, di dalam wawancara khusus dengan Tim Wartawan Berita
Indonesia, lebih mengutamakan Golkar memperjuangkan hal-hal
mendasar daripada sekadar menempatkan lebih banyak orangnya di
kabinet. Berikut ini petikan wawancara tersebut.

Sebetulnya BUMN, dalam konteks refor-
masi, bukan untuk mengejar profit. Sebab
ada juga BUMN yang diminta untuk
melayani publik.

Kesimpulan SOKSI, reformasi ini titik
beratnya ke politik. “Dan tidak satu pun
menghasilkan seperti yang diharapkan.”
Karena itu, SOKSI dalam pernyataan
politiknya, menggagas Reformasi Jilid II.
Jilid I, kita tidak boleh mengatakan
reformasi ini gagal. Reformasi ini belum
menemukan bentuk yang diharapkan.
Yang membentuknya Reformasi Jilid II.
Nah, Reformasi Jilid II adalah reformasi
yang bertumpu pada budaya.

Jadi seluruh aspek kehidupan kita
harus berpijak pada budaya atau jati diri.
Jati diri kita adalah NKRI, Pancasila,
semangat UUD 1945, Merah Putih dan
Bhineka Tunggal Ika. Itulah simbol
utamanya. SOKSI mengedepankan con-
toh untuk direnung ulang; apakah makna
dari Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusya-
waratan dan Perwakilan? Apakah itu di-
terjemahkan dengan bupati dipilih lang-
sung, gubernur dipilih langsung, presiden
dipilih langsung?

Kalau pun umpamanya itu, dilakukan
seperti itu, sudah sejauh mana kita me-
lihat itu sebagai sebuah format tata negara
yang baru. Lalu di mana menerjemahkan
kerakyatan. Kedaulatan berada di tangan
rakyat, tapi dipimpin oleh hikmat kebijak-
sanaan dalam permusyawaratan dan per-
wakilan. Apakah model sekarang ini
sudah benar sesuai dengan semangat itu.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat In-
donesia. Apa yang terjadi jika ekonomi
yang kita bangun adalah ekonomi yang

liberalistik, tidak mengucur ke bawah.
Rakyat tidak mendapatkan hasil dari
reformasi; dalam arti kesejahteraan,
pemerataan, hilangnya pengangguran
dan kemiskinan. Padahal itu yang paling
utama.

SOKSI menegaskan perlunya aman-
demen UUD yang kelima. Secara kasar-
nya, kader-kader SOKSI yang notabene
adalah kader-kader Golkar merasakan
bahwa proses perubahan empat kali
(amandemen) tidak menghasilkan tata
negara yang benar, tata negara yang
diharapkan. Sekarang ada DPD, DPR dan
MPR. Coba buat gambar skematiknya.
Bagaimana DPR, MPR dan DPD. Apa
fungsi-fungsinya. Sudah klopkah ini
dalam kaitannya dengan eksekutif (peme-
rintah)? Dan di mana letak presidentil, 60
persen suara memilih SBY-MJK. Tetapi
parlemennya dari macam-macam partai.

Apa yang Anda maksudkan de-
ngan Reformasi Jilid Kedua?

Pak Suhardiman, sesepuh SOKSI, me-
ngungkapkan seperti angka dua belas da-
lam jarum jam, tetapi pusatnya ada di
tengahnya. Dua belas krisis; konstitusi,
ekonomi, politik dan lain-lainnya. Di
tengahnya, atau pusatnya, krisis budaya
atau jati diri. Jadi untuk menyelesaikan
krisis yang dua belas itu, maka harus
dimulai dari krisis sentra, budaya.
Mana lagi kita merasakan rakyat
Indonesia, antara Anda dari

Batak dan saya dari Kali-
mantan. Anda Kristen,

SOKSI belum lama ini mengeluar-
kan pernyataan politik yang cukup
menyentak. Bagaimana Anda men-
jabarkan dukungan kritis kepada
pemerintah?

Rapat kerja nasional sekaligus Rapat
Pimpinan Nasional Serikat Kekaryaan
Swadiri Indonesia (SOKSI), salah satu
organisasi pencetus Golkar, selain mela-
hirkan kebijakan internal, juga menge-
luarkan pernyataan politik yang mungkin
mendapat banyak sorotan dari publik.
Intinya, pernyataan politik itu meliputi
berbagai segi; politik, ekonomi, sosial dan
budaya. Tapi yang menonjol, sikap politik
SOKSI.

Reformasi sekarang ini lebih berorien-
tasi reformasi politik. Membangun kebe-
basan dan liberalisasi saja, tetapi belum
membangun sebuah sistem yang diharap-
kan mapan untuk membangun Indonesia
yang dicita-citakan sesuai semangat
reformasi. Sehingga reformasi sekarang
ini dinilai banyak yang kebablasan.
Pertama, kebebasan politik. Ratusan
partai hidup dan mati selama dua kali
Pemilu. Kedua, kebebasan pers. Tidak ada
di dunia ini, pers sebebas seperti di Indo-
nesia. Sekarang pers tidak bisa disentuh,
untouchable. Kalaupun ada yang mau
menyentuh akan berhadapan dengan lex
specialis yang dituntut oleh pers, yaitu UU
Pers. Di negara aslinya liberal, di Amerika,
siaran langsung untuk hal yang strategis
tidak dilakukan. Harus disampaikan
melalui siaran tunda. Ketiga, otonomi
daerah. Sementara liberalisasi ekonomi
mengikuti hukum pasar, dan siapa yang
kuat dialah yang berkuasa. Dan semua
BUMN disuruh untuk mengejar untung.



23BERITAINDONESIA, 21 September 2006

BERITA UTAMA

lid Dua
saya Muslim, kita bersaudara. Coba lihat
di Kalimantan, orang Madura disuruh
pulang oleh orang Dayak. Itu bukan In-
donesia. Coba kita lihat Pilkada-Pilkada,
kalau bukan putra daerah tidak boleh
muncul. Mana itu negara kesatuan?

Kita lihat otonomi daerah, siapa yang
lebih banyak sumber daerahnya dia lebih
kaya. Kutai Kartanegara, masih daerah
saya di Kalimantan, APBD-nya Rp 2,7
triliun. Mana ada kabupaten seperti itu,
provinsi pun APBD-nya paling banyak
dari Rp 1 triliun. Apa itu yang ingin
diwujudkan oleh reformasi? Tapi saya
tidak bisa mengatakan hal itu, kecuali
mengatakan kita harus mulai mem-
bangun kembali jati diri
keIndonesiaan. Coba
hayati Keadilan So-
sial, kembali ke Per-
m u s y a w a r a t a n
dan Perwakilan,
kembali ke Per-
satuan Indone-
sia. Kalau tidak
mulai dari situ,
maka republik ini
tidak akan berge-
rak. Kita bisa se-
p e r t i

Filipina. Setelah pemerintahan Presiden
Ferdinand Marcos tumbang 20 tahun lalu,
Filipina terus menerus reformasi.

 Arah reformasi harus jelas, ke mana
kita nanti. Satu pertanyaan besar di kala-
ngan SOKSI, siapa yang memikirkan tata
negara kita ke depan? Kalau saya katakan
tadi MPR, MA, DPR, DPD, MK dan KY
dan segala macam lembaga. Negara mana
di dunia ini seperti di Indonesia? Sistem
apa namanya dalam referensi ketata-
negaraan di dunia? Adakah orang yang
memikirkan bagaimana ini nanti?

Terus bagaimana mencari iden-
titas bangsa?

Tadi saya katakan tidak ada yang me-
mikirkan itu. Coba UU Pemilu, Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD
dibiarkan seperti sekarang. Misalnya, ada
lima Caleg yang tidak memenuhi bilangan
pemilih. Kalau ada Caleg yang memenuhi
bilangan pemilih, katakanlah seratus ribu
suara, yang nomor empat dapat sembilan
puluh ribu suara, yang nomor satu hanya
dapat seribu suara, yang memperoleh
suara terbesar tidak duduk di DPR pada-
hal dipilih. Yang duduk malah di urutan
nomor satu. Ini sistem apa namanya, coba

cari referensinya. Itulah yang dikataka
Pak Suhardiman, reformasi ini keba-
blasan. Jadi, reformasi tidak mem-
bentuk sebuah tatanan yang solid bagi
sebuah Negara Kesatuan Republik In-
donesia. Tema inti SOKSI, memba-
ngun kembali solidaritas bangsa.

Besaran kenaikan harga BBM
tahun 2005 terlalu besar sehingga

menimbulkan malapetaka
bagi ekonomi nasional.

Tetapi kenapa se-
mua Fraksi

D P R

mendukung kebijakan tersebut?
Golkar memberikan dukungan untuk

kenaikan BBM atas dasar perhitungan
realistik terhadap APBN, harga minyak
internasional dan kondisi perekonomian
kita. Dengan kata lain, kalau kita mem-
pertahankan subsidi BBM, sementara
harga BBM di luar negeri terus naik, maka
BBM akan diselundupkan ke luar, dan itu
terjadi pada masa itu. Membengkaknya
APBN untuk menutupi subsidi. Karena
itu, Golkar memberikan dukungan ke-
naikan BBM. Jangan lupa, pada saat kita
melakukan reformasi, kita sepakat untuk
tidak ada subsidi dalam sekian tahun
kemudian. Sebenarnya, direncanakan
APBN 2004 sudah nol subsidi BBM. Saya
ingat betul karena waktu itu saya ikut di
kabinet. Tahun 2003, Ibu Mega (Pre-
siden) kedua kalinya menaikkan harga
BBM. Karena Pemilu 2004, Ibu tidak
menaikkan harga BBM tahun itu.

Pemerintah terus terang, walaupun
saya di dalamnya, kabinet tidak konse-
kuen, dan publik juga tidak konsekuen.
Kalau publik konsekuen, kenaikan BBM
itu logis untuk menyehatkan perekono-
mian kita. Tetapi semuanya keberatan de-
ngan kenaikan BBM. Nah, di sini ada kon-
tradiksi, antara kita ingin melepaskan be-
ban APBN. Kalau APBN besar untuk sub-
sidi, maka utang 310 miliar dolar AS tidak
kebayar, yang itu berat. Nah, dalam kon-
teks itulah Golkar memberikan dukungan.

Karakter Jusuf Kalla adalah tidak mau
munafik. Kalau kabinet menyatakan BBM
naik, dia harus menjelaskan kepada rakyat,
ini putusan pemerintah. Kader Golkar
menyerang Pak JK, bukan saja dalam
kenaikan BBM, tetapi juga kebijakan-
kebijakan pemerintah yang tidak populer
lainnya. Itu juga disuarakan dari dalam.
“Jangan Pak Jusuf yang bicara,” tetapi
Menko Perekonomian atau Menteri ESDM,
sehingga tidak membawa akibat kepada
Golkar. Pak Jusuf tidak mau itu. Sebagai
pemimpin dia katakan, “Saya bertanggung-
jawab terhadap keputusan itu, oleh sebab
itu saya berkewajiban untuk menjelaskan
dan berhak untuk mengatakan bahwa itu
adalah sikap saya.” Jadi dia tidak mau
berpolitik dalam arti politiking, dia tidak
mau tidak jujur kepada publik.

Partai-partai lain tidak ada yang berani
pasang badan seperti Golkar. Tapi seka-
rang baru kita rasakan, seandainya tidak
ada kenaikan, harga BBM sudah US$ 70
per barel, sudah Rp 150 triliun kita buang
untuk subsidi. Padahal APBN-nya hanya
Rp 460 triliun. Barangkali sekarang akan
lebih dari itu.

Bisakah dikatakan bahwa kita
kerap bersikap double standard?

Ya. Pada para pendukung Golkar, di
SOKSI, bertanya, ada apa pemerintah

foto-foto: berindo wilson
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seperti ini? Lapindo Brantas, lain lagi ce-
ritanya. Lapindo itu kebetulan perusahaan-
nya Ical (Aburizal Bakrie dari Golkar). Ka-
rena ini perusahaan Ical, maka tanggung-
jawab disuruh pada perusahaan itu sendiri.
Soal Icalnya rugi, tidak ada persoalan sama
kita. Risikonya memang pada perusahaan
tersebut. Tetapi yang rugi rakyatnya. Rak-
yat yang rugi apakah diserahkan pada pe-
rusahaan saja, tentunya harus ditangani pe-
merintah. Seharusnya pemerintah turun
tangan, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa
tanggungjawab pemetintahan hanya de-
ngan mengejar siapa yang salah, dan di-
proses secara hukum.

Dalam hal ini apakah harus ada
tanggungjawab pemerintah kepada
rakyat?

Iya, maksud saya, itu ketika rakyat seng-
sara, ketika itu pemerintah harus turun,
jangan di pemerintahan ini tidak berani
turun karena dianggap membela Ical yang
notabene adalah orang Golkar. Itu lain
dan dipisahkan itu. Bahwa Ical akan
menanggung kerugian tidak masalah buat
kita. Tetapi rakyat jangan dibiarkan, perlu
diatasi. Dan lebih gamang lagi, jika
lumpur itu dibuang ke laut tidak berani
berhadapan dengan nelayan. Bila diben-
dung akan berhadapan dengan rakyat
sekitarnya, kini sudah berembes dan
tanggulnya akan bobol lagi. Tidak boleh
tidak ada tindakan, dibiarkan meng-
gunung terus menerus. Jadi, kalau diben-
dung tidak ada habisnya, harus ada pe-
mecahan, misalnya dibom seperti di Cina.
Pemerintah Cina berani, karena itu terjadi
di kawasan yang tidak berpenduduk. Jadi
dimasukkan dinamit atau bom ke dalam
dan diledakkan. Tapi kalau dibom bisa
saja Surabaya yang ambrul… ha… ha… ha!

Dan kalau kondisi ini tidak diper-
baiki?

Kalau terus menerus seperti ini, tidak
diperbaiki, yang di bawah bisa kehilangan
kesabaran. PHK terus berjalan, orang cari
kerjaan susah, tapi Mall muncul terus Itu
karena apa? Karena liberalisasi ekonomi.

Dulu dibatasi, tapi sekarang dibiarkan.
Komoditi pertanian kita semuanya anjlok,
tidak mampu berhadapan dengan komo-
diti pertanian yang datang dari luar.
Sewaktu saya jadi menteri, harga gula
dalam negeri Rp 3.500-Rp 4.000 per kilo-
gram, sedangkan gula dari Thailand hanya
Rp 1.800 per kilogram. Thailand tidak mau
gulanya dijual ke pasarnya sendiri. Peme-
rintah membeli gula rakyat supaya harga
gula di sana tidak anjlok. Setelah dibeli oleh
pemerintah, dijual keluar karena pemerin-
tahnya punya duit. Dia jual keluar dengan
harga murah untuk menjaga kepentingan
petani. Jepang juga melakukan hal seperti
itu. Kalau mengimpor, Jepang menaikkan
penjualan di pasar lokal sampai 300 persen
untuk memproteksi petani-petaninya. Kita
tidak. Beras mau diimpor dan dijual di
pasar lokal dengan harga yang jauh lebih
murah, sehingga harga jual beras petani
jatuh. Ini berbahaya, karena petani lama
kelamaan tidak mau menanam padi.
Mestinya para petani dilindungi. Apa kita
ingin membangun harga murah atau petani
tetap hidup layak? Jadi harus ada keseim-
bangan, komoditi rakyat yang menguasai
hajat hidup orang banyak harus diproteksi
oleh pemerintah.

Kita, sebagai anggota, terikat
pada ketentuan WTO yang tidak
memberikan proteksi?

Tapi mengapa orang lain boleh. Ame-
rika boleh, Jepang boleh. Kenapa begitu?

Karena kita lemah, itu persoalannya.
Kita harus punya keberanian untuk
melindungi komoditi rakyat. Apa Anda
ingat, tebu ditebang ditaruh ke tengah
jalan, karena harga gula anjlok. Coba,
padi, tembakau dan komoditi-komoditi
lainnya diperlakukan seperti itu. Makanya
sekarang, SOKSI melakukan dua gerakan,
jangan hanya membikin pernyataan
politik. Tetapi juga melakukan pengade-
ran kebangsaan dan gerakan pember-
dayaan ekonomi rakyat. Bukan hanya
terbatas pada anggota SOKSI dan pen-
dukung Golkar, tetapi seluruh anggota
masyarakat. Misalnya, di Palu kita me-

ngirim Koperasi Mitra. Lewat Walikota-
nya, membantu 400 KK, walikotanya
mengalokasikan anggaran Rp 400 juta
untuk budidaya rumput laut. Bisnisnya
dikelola oleh Koperasi Mitra. Dalam
waktu 45 hari mereka panen, pinjaman
kepada Pemkot dikembalikan dalam
empat kali cicilan. Dana itu kemudian
digulirkan lagi kepada 400 KK berikutnya.
Begitu seterusnya. Nanti kita kembangkan
lagi di sektor penggemukan sapi, perke-
bunan jarak, dan lain-lain. Seperti inilah
kita mengembangkan ekonomi rakyat.
Jadi SOKSI tidak sekadar jual kecap.

Kita tidak cari posisi politik, Saya bah-
kan diminta untuk menyelesaikan ga-
gasan ini. Jadi tidak memikirkan posisi
menteri. Kenapa? Nantinya akan repot
sehubungan dengan posisi di SOKSI dan
Golkar. Saya memang merasakan adanya
misi yang mulia. Tetapi itu hanya butir
kecil saja dari gagasan lain yang secara
kontekstual harus menjadi gerakan nasio-
nal. Malaysia punya visi dan misi sampai
2020. Kita punya apa?

Sekarang, baru disusun rencana pem-
bangunan jangka panjang, tapi itu kan
dibikin pemerintah. Dulu kita punya
GBHN, sekarang tidak ada lagi. Program-
nya semakin tidak jelas. Nanti berganti
Presiden, bikin lagi yang lain. Ganti
Presiden, ganti pula programnya. Lantas
jangka panjangnya mana? Saya sudah
meminta Lemhanas, UI dan UGM, coba
ini dipikirkan. Dulu Pak Harto (Presiden),
punya konsep melalui seminar Angkatan
Darat I dan II. Dua kali seminar melahir-
kan Akselerasi Pembangunan 25 Tahun
dan itu konsekuen dia laksanakan. Dulu
banyak orang mengatakan floating mass
(massa mengambang) itu tidak cocok,
sekarang ternyata benar. Setelah massa
mengambang kita copot, para pendukung
partai-partai di bawah gontok-gontokan
sesama kita. Mana kepikiran lagi untuk
memperbaiki nasib petani atau yang lain-
lain. Sekarang, yang dipikirkan bagai-
mana memenangkan Pilkada, Pemilu dan
Pemilihan Presiden. Masa’ itu terus yang
kita jadikan agenda.  AM, CRS, SH
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Lumpur
Terus Menyembur
Memasuki bulan keempat,
lumpur panas di Sidoarjo
terus menyembur. Pakar
geologi menyebutnya
sebagai mud volcano.
Benarkah demikian?

bakan dan pantai sebagai tempat nelayan
dan warga pesisir mencari penghidupan
akan terganggu," kata Fathorrahman,
warga Kwanyar seperti ditulis Kompas
(28/8).

Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Ke-
lautan dan Perikanan berpendapat, jika
tidak ditangani dengan baik, pembuangan
lumpur ke laut bisa merusak ekologi dan
menghancurkan sentra perikanan se-
tempat. “Pertimbangan profesional saya,
lumpur yang dibuang ke laut itu harus
merupakan alternatif terakhir kalau tidak
ada jalan lain”. Alasannya, karena kawa-
san itu merupakan sentra produksi tam-
bak udang dan bandeng di Jatim yang su-
dah ada sejak ratusan tahun lalu. “Mung-
kin itu sentra tambak terbesar kedua yang
ada di Indonesia setelah Lampung. Ada
sekitar 7.000 hektar tambak di sana,”
paparnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fred-
dy Numberi, seperti diberitakan Suara
Pembaruan (28/8), minta lumpur itu
diproses dulu agar tidak mencemari
perairan dan tambak-tambak. “Kita sudah
diperingatkan oleh Uni Eropa agar me-
ningkatkan kualitas udang yang diekspor
dan memenuhi standar mereka. Jika
tambak-tambak di Sidoarjo tercemar, kita
bisa gagal ekspor. Jadi penanganan dan
pembuangan lumpurnya harus hati-hati,"
ujarnya di Jakarta.

Beberapa elemen masyarakat men-
desak pemerintah segera menuntaskan
masalah ini. Ketua Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) hasil Muktamar II Sura-
baya, AS Hikam, bahkan mengancam
akan mengajukan class action jika masa-
lah ini tidak segera diselesaikan. Menurut-
nya, luapan lumpur tidak hanya menyeng-
sarakan rakyat yang berada di Sidoarjo,
tapi juga rakyat di kota lain di Jawa Timur,

tempat pendukung PKB berada. (Koran
Tempo, 28/8).

Bagaimana sikap pemerintah?
Menteri ESDM PurnomoYusgiantoro di

Jakarta menyatakan, pemerintah me-
nyiapkan empat contingency plan atau
skenario darurat untuk menangani lum-
pur Lapindo. Yakni pembuangan lumpur
ke Kali Porong, pembuangan ke Kali Mati,
penyuntikan kembali ke dalam tanah dan
pengaliran ke laut. Izin pelaksanaan untuk
empat rencana darurat itu, termasuk ma-
na yang terbaik, akan diminta dari Meneg
LH. “Kita cari mana yang paling sedikit
dampaknya," ujar Purnomo.

Kalangan ahli geologi memprediksi
semburan lumpur di Sidoarjo sulit dihen-
tikan. Mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi
Indonesia (IAGI) Adang Bachtiar menye-
but fenomena ini sebagai mud volcano.
Yakni peristiwa keluarnya lumpur dari
perut bumi karena mekanisme alami ke
permukaan sehingga lumpur itu mem-
bentuk semacam gunung.

Semburan lumpur sekarang ini tidak la-
gi berhubungan dengan Sumur Banjar Pan-
ji-1, tapi dengan lapisan yang biasa disebut
formasi Kalibeng, yang telah berme-
kanisme sendiri di kedalaman 1.700 kaki
sampai 6.000 kaki dan bertekanan tinggi
(over-pressure zone). Menurut Adang,
mud volcano yang terjadi saat ini dipicu
kesalahan teknis di Sumur Banjar Panji-1.

Namun Ketua Tim Supervisi dari De-
partemen ESDM Rudi Rubiandini me-
nyatakan sejauh ini pihaknya masih
mengasumsikan semburan itu terkait
dengan Sumur Banjar Panji - 1. Kepastian
terkait tidaknya akan didapatkan pada
akhir Oktober nanti. Yakni ketika mata
pahat relief well sampai di Sumur Banjar
Panji-1.  SP

encana semburan lumpur pa-
nas makin mengganas. Gena-
ngannya pun semakin meluas.
Kendati penguatan tanggul te-

rus dilakukan, upaya ini tidak mem-
buahkan hasil yang memuaskan. Selasa
(29/8) lalu, tanggul kembali jebol se-
panjang 200 meter. Tak pelak, luapan
lumpur menggenangi jalan tol Porong –
Gempol di kilometer 39+200 hingga ki-
lometer 39+400 setinggi setengah meter
atau selutut orang dewasa. Banjir lumpur
ini mengakibatkan jalan tol dari kedua
arah kembali ditutup total. Kemacetan
lalu lintas pun tidak terhindarkan.

Aktivitas semburan lumpur panas yang
memasuki bulan keempat — sejak sem-
buran pertama pada 29 Mei 2006 lalu —
memang masih terus berlangsung. Vo-
lumenya pun terus bertambah dan me-
ningkat. Tidak hanya itu. Sabtu malam
(26/8) lalu semburan lumpur panas yang
biasanya hanya setinggi 5 – 8 meter
mendadak mencapai 50 meter, disertai
suara ledakan dan keluarnya asap hitam
berbau menyengat. Peristiwa ini meng-
akibatkan Prajurit Dua Erfan Filani (24)
dari Yon Zipur-5 Brawijaya yang sedang
bekerja memperkuat tanggul dan seorang
operator buldoser, Yuli Eko Hartanto (23)
cedera.

Jebolnya tanggul dan semburan lumpur
yang meminta korban tersebut menjadi
topik berita sejumlah surat kabar ibukota.

Rencana pihak PT Lapindo Brantas
membuang lumpur ke laut juga menuai
protes. Ratusan nelayan dari Kecamatan
Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jatim
(26/8) berdemo menentang rencana itu.
Unjuk rasa ini merupakan yang kedua
kalinya setelah sebelumnya dilakukan
nelayan Dusun Kalirejo, Desa Kisik,
Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan,
Jatim pada 22 Agustus lalu.

Para nelayan menilai tindakan mem-
buang lumpur ke laut sebagai tindakan
yang tidak bijak dan merugikan masya-
rakat pesisir. “Kawasan pesisir sepanjang
Selat Madura adalah sandaran hidup
masyarakat nelayan, baik di Sidoarjo
maupun di Madura. Jika keputusan itu
tetap dilaksanakan, kawasan pertam-

B
foto: repro republika
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Tak disangka data kemiskinan yang dikemukakan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuai badai. Reaksi
keras muncul dari berbagai pihak, diulas dan diberitakan
oleh berbagai media cetak terkemuka Jakarta.

esakan yang menohok tajam
datang dari bekas Ketua MPR
Amien Rais. “Presiden Susilo
agar meminta maaf terbuka

pada rakyat Indonesia. Apa yang dilaku-
kan Presiden termasuk bentuk keboho-
ngan publik.” Pernyataan keras Amien
dikutip harian Indo Pos (21/8), dikemas
dalam berita utama halaman dua. Koran
anggota Jawa Pos Grup yang berbasis di
Surabaya ini, masih mengutip tamsil
Amien, guru besar ilmu politik di Univer-
sitas Gajah Mada, Yogyakarta, “Jika itu
terjadi di Amerika Serikat, presidennya
bisa jatuh.” Apa memang sejauh itu?

Polemik panas di media cetak meletup
tak lama setelah Presiden SBY menyam-
paikan pidato kenegaraan di depan sidang
paripurna DPR, 16 Agustus. Di hadapan
ratusan pasang mata anggota Dewan, SBY
bersemangat memaparkan angka kemis-
kinan yang menurun dari 23,3% tahun
1999 menjadi hanya 16% tahun 2005.
Pemerintahan SBY masih bertekad me-
ngikis kemiskinan sampai hanya 8,2%
dari jumlah penduduk sekitar 230 juta
jiwa sampai tahun 2009. SBY juga me-
nyinggung angka pengangguran yang
menurun dari 11,8% selama November
menjadi 10,4% di awal tahun 2006.

Kendati tidak sepenuhnya menyalah-
kan SBY, Amien menduga data-data yang
disajikan sudah basi. Hanya saja, Amien
menyesalkan kenapa data-data itu dike-
mukakan di depan forum paripurna DPR.

“Mungkin kita terbiasa hidup dibo-
hongi,” kata Amien yang pernah menjadi
saingan SBY di dalam Pemilu Presiden
2004, sebagaimana dikutip oleh Indo Pos.
Amien memberi catatan, SBY tidak se-
mestinya bisa menutupi kesalahannya
jika pemerintahannya ingin memperoleh
kembali kepercayaan masyarakat.

Pada berita yang ditempatkan di hala-
man depan, harian Republika (19/8) me-
nyajikan tanggapan keras atas angka-ang-
ka kemiskinan dan pengangguran yang
dikedepankan SBY. Berita tersebut ber-
judul; Data Kemiskinan dan Pengang-
guran Menyesatkan. Suratkabar kategori
terbaik versi Dewan Pers ini mengedepan-
kan penilaian ekonom TIB bahwa data-
data yang diumumkan SBY tidak pro-
porsional, cenderung menyesatkan ka-
rena dibuat sebelum kenaikan harga

BBM, Oktober 2005. SBY, menurut Tim
Indonesia Bangkit, mengutip data hasil
Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan
Pusat Statistik (BPS), Februari 2005.

Ekonom TIB, Hendri Saparini meng-
gugat pengakuan pemerintah bahwa ban-
tuan langsung tunai (BLT) selama setahun
kepada 19,2 juta kepala keluarga miskin
(KKM) tidak bisa diartikan sebagai
penciptaan lapangan kerja baru yang
menaikkan pendapatan mereka. Dia
menyesalkan tidak adanya pengungkapan
data jumlah penduduk miskin setelah
kenaikan harga BBM.

Padahal BPS memiliki data terbaru
hasil Susenas Juli 2005 dan Maret 2006.
“Mengapa bukan data terbaru yang di-
paparkan?” Pertanyaan ini dijawab sen-
diri oleh Hendri sebagaimana dikutip oleh
Republika (19/8), bisa jadi karena angka
kemiskinan telah jauh lebih tinggi dan
mendekati kondisi di awal krisis tahun
1999. Hitung-hitungan TIB, jelas Hendri,
jika ketidaktepatan sasaran alokasi BLT
diasumsikan 33% saja, maka jumlah KKM
dan sangat miskin masih sekitar 12,8 juta
atau setara 51,2 juta jiwa. Artinya, menu-
rut Hendri, kemiskinan belum banyak
beranjak dari angka 23% dari jumlah
penduduk Indonesia.

Koran Tempo di dalam berita utama
halaman empat (22/8), mengemas per-
nyataan keras dari Wakil Ketua DPR Zai-
nal Ma’arif dari fraksi Partai Bintang Re-
formasi dan legislator PAN Deddy Dja-
maluddin Malik. Zaenal meminta Pre-
siden memecat tim ekonomi kabinet yang
memasok data-data yang tidak akurat,
karena kesalahan tersebut tanggung
jawab mereka. “Seharusnya SBY memecat
dan mengganti mereka,” kata Zaenal yang
dikutip oleh Koran Tempo, suratkabar
asuhan Tempo Grup.

Zaenal menduga, angka yang dike-
mukakan SBY tersebut untuk membuat
pemerintah terkesan populis dan berhasil.
Padahal belakangan diketahui data itu
diambil dari data pemerintahan Presiden
Megawati. Koran Tempo juga mengutip
pengakuan Kepala Bappenas Paskah
Suzetta bahwa itu data tahun 1999-2004.
Alasannya, pemerintah belum bisa me-
nyajikan data terbaru hasil survei Sosenas
BPS, Juli 2005-2006, karena baru di-
umumkan September ini. Sedangkan

kader PAN, Deddy Djamaluddin Malik,
menganggap manipulasi data tersebut
bisa menurunkan kepercayaan masya-
rakat terhadap Presiden. “Jika ini terus
dilakukan, kebohongan publik bisa men-
jadi jalan masuk bagi pemakzulan atau
pemecatan,” kata Deddy.

Angka kemiskinan yang benar menurut
Direktur INDEF Fadhil Hasan, yaitu
18,5%—hasil survei BPS, Juli 2005.
“Presiden telah menyembunyikan data
yang sebenarnya,” kata Fadhil juga di-
kutip oleh Koran Tempo (22/8). “Bohong
gimana? Itu bisa dibilang kebohongan
jika presiden menyebut data tahun 2006,”

Data Kemiskinan Menuai KecamData Kemiskinan Menuai Kecam

D
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Risiko
Tanggung Sendiri

Harian Suara Karya, memberi
isyarat cukup tajam pada berita di
halaman depan (25/8), berjudul: SBY
Hadapi Pembusukan dari Dalam.
Harian ini mewancarai anggota DPR,
Arbab Pabroeka dari fraksi PAN, dan
Chairul Anwar Lubis dari fraksi PPP,
secara terpisah. Menurut mereka,
penyampaian data menyesatkan
tentang kemiskinan dan
pengangguran jelas merupakan
tindak pembusukan dari dalam
terhadap SBY—khususnya oleh
anggota kabinet. Karena itu, kalangan
DPR meminta Presiden agar
menindak menteri-menteri yang
terindikasi melakukan pembusukan
dari dalam dengan melengserkan
mereka.

Arbab mengatakan jika benar
menteri sengaja menyodorkan data
usang, amat beralasan bagi presiden
untuk mengganti mereka.
“Bagaimana pun tindakan mereka
membuat posisi presiden di mata
publik menjadi tersudut,” SK
mengutip Arbab. Karena itu, Arbab
meminta SBY mulai mengevaluasi
kinerja menteri-menteri yang hanya
berupaya membuatnya senang, tetapi
mengabaikan kejujuran. Sebab, SBY
sebenarnya tahu angka kemiskinan
dan pengangguran meningkat secara
signifikan. Saran Arbab untuk SBY,
“Rombak kabinet.”

Pada hari yang sama, SK
menurunkan berita serupa di
halaman tiga, berjudul; Data
Kependudukan Kacau, Angka
Kemiskinan Tidak Valid: Depdagri.
Otokritik dari Dirjen Administrasi
Kependudukan Depdagri Dr. Rasyid
Saleh ini menohok BPS. Rasyid
mengakui pemerintah akan sulit
menemukan data kemiskinan yang
valid dan bisa
dipertanggungjawabkan selama
manajemen administrasi
kependudukan belum tertata rapi.
“Selama database kependudukan
tidak jelas, saya jamin sampai kapan
pun kita tidak akan punya data
kemiskinan yang valid. Karena itu,
jangan heran kalau mekanisme
penyaluran BLT akan terus
bermasalah,” kata Rasyid
sebagaimana dikutip SK.

Rasyid menyayangkan BPS yang
tidak menerapkan metode survei dari
“pintu ke pintu” dalam periode
panjang untuk mengumpukan data
yang dinilai berakurasi tinggi. Rasyid
menilai, kacaunya database
administrasi kependudukan telah
menyebabkan pemerintah tidak
memiliki data yang jelas untuk
keperluan mengurus dokumen
kependudukan; seperti KTP, paspor
dan kartu kredit. Bayangkan,
katanya, ada 6.000 pintu keluar KTP,
sehingga sulit memeriksa kebenaran
dokumen kependudukan.

SK masih merasa perlu membahas
data kemiskinan dan pengangguran
di dalam tajuk rencana, berjudul:
Jujur dan Perbaiki Cara
Berkomunikasi. Pemerintah
khususnya Presiden SBY akhirnya
harus menerima kenyataan bahwa
beberapa bagian dari materi pidato
kenegaraannya mengundang protes
dari berbagai elemen masyarakat,
demikian SK membuka tajuknya yang
cukup tajam. Protes itu, tulisnya,
berkembang menjadi kecaman dan
tuduhan kepada para pembantu
Presiden.

Harian pembawa suara Golkar ini,
mengemukakan banyak kalangan
keberatan dengan klaim
pemerintah—sebagaimana dibacakan
Presiden dalam sidang paripurna
DPR—bahwa jumlah penduduk
Indonesia yang miskin dan
menganggur telah menurun.
Pemerintah pasti mempunyai
argumen yang kuat untuk
mengemukakan hal itu. Belakangan
diakui itu adalah data tahun 2005.

“Kalau saja isu kemiskinan diakui
secara independen dan jujur, pasti
tidak ada masalah,” tulis SK. Buat
orang kebanyakan, kemiskinan
sekarang ini tak perlu diomongkan
lagi karena mereka merasakan dan
menggelutinya setiap hari. Menurut
SK, yang ditunggu adalah, apa yang
harus dilakukan untuk memerangi
kemiskinan. Seolah menjatuhkan
vonis, SK menutup tajuknya dengan
sebuah kesimpulan: ketika muncul
niat tidak jujur terhadap fakta yang
satu ini, terimalah risikonya, dan tak
perlu mengancam orang lain.  SH

Koran Tempo mengutip Jubir Presiden
Andi Mallarangeng. Andi berusaha men-
jernihkan data tersebut dengan dalih
bahwa pidato Presiden SBY dengan jelas
mengemukakan data kemiskinan tahun
2005.

Namun majalah berita terkemuka,
Tempo (edisi 28/8-3/9), membuka tajuk-
nya dengan tulisan yang membela SBY.
Tulis Tempo, lebih baik debat soal angka
kemiskinan di Indonesia diakhiri saja.
Hari gini bukan waktunya buat berdebat,
melainkan saatnya berupaya mengangkat
yang miskin ke taraf hidup yang lebih
baik.

camanaman
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Majalah berita mingguan yang berpe-
ngaruh dan beredar luas ini, menilai
mengurangi kemiskinan dan pengang-
guran menjadi persoalan berat yang mesti
diatasi pemerintahan SBY. Targetnya
untuk menurunkan kemiskinan dari 16,6%
(tahun 2004) menjadi hanya 8,2% dalam
lima tahun kemudian, masih jauh dari
kenyataan. Mengurangi tingkat pengang-
guran dari 9,7% menjadi 5,1% akhir tahun
2009, masih jauh panggang dari api.

Tulis Tempo, isu kemiskinan dan pe-
ngangguran memang sensitif, dan men-
jadi isu politik yang panas. Tempo agak-
nya secara halus mengeritik SBY yang
dinilainya terpeleset memaparkan angka
kemiskinan sehingga dituding sebagai
menyembunyikan fakta. Mengutip TIB,
Tempo mencatat dua poin penting di balik
angka-angka yang dikemukakan SBY. (1)
Jika tahun 1999 sampai 2005 yang jadi
patokan, artinya ada sukses periode
pemerintahan Presiden Megawati yang
ikut diklaim pemerintah sekarang. (2)
Jika faktor kenaikan harga BBM tahun
2005 ikut dihitung, angka kemiskinan
pada Juli 2005 mencapai 18,7%, melonjak
sampai 22% Maret 2006.

Tempo memaklumi dilema yang di-
alami SBY di dalam mengemukakan
angka-angka, karena Susenas BPS tahun
2006 baru dirilis September. “Sudahlah
tak perlu memperdebatkan angka-angka,”
Tempo memberi sinyal agar polemik
tersebut diakhiri saja.

Namun majalah berita mingguan ter-
sebut menutup tajuknya dengan per-
nyataan yang mengedepankan optimis-
me. Banyak cara yang bisa dilakukan;
mempercepat pencairan anggaran pem-
bangunan, memperluas proyek-proyek
infrastruktur yang padat karya, memulih-
kan sektor riil secara bertahap untuk
memperbaiki iklim usaha. Kerja yang
lebih keras akan mengurangi pengang-
guran dan kemiskinan. “Ini lebih penting
daripada berdebat yang tidak berke-
sudahan,” demikian Tempo menyimpul-
kan.

Berbeda dengan tajuk harian Bisnis In-
donesia (29/8) yang bernada sinis:
BPS=Kambing Hitam. “Sial nian nasib
BPS,” demikian harian yang diasuh dua
pengusaha terkemuka, Sukamdani Gito-
sardjono dan Soebronto Laras, ini mem-
buka tajuknya. Koran bisnis yang sangat
berpengaruh ini, agak membela BPS yang
dijadikan “kambing hitam” setelah SBY
mengedepankan angka-angka kemis-
kinan dan pengangguran yang mengun-
dang pro-kontra. “Kini BPS mendapat
tudingan: datanya tidak akurat dan tidak
relevan,” tulis Bisnis Indonesia.

Suratkabar yang beredar luas di ka-
langan eksekutif, ekonom dan birokrat ini,
menyanggah bilamana kemajuan di da-

lam menekan angka kemiskinan dan pe-
ngangguran dinilai sebagai prestasi SBY.
Angka kemiskinan dan pengangguran
bukan menurun, tetapi sejak awal 2005
malah meningkat sebagai dampak ke-
naikan BBM, Oktober 2005. Masih de-
ngan nada membela BPS, koran ini
menilai, “Apes betul, ketika polemik kian
keras, BPS yang dituding bersalah.”

Ungkapan BI menjadi lebih menarik
karena BPS berada pada posisi serba sulit.
Dulu, BPS dituding mengemas data ABS
(asal bapak senang), sekarang justru
aparat pemerintah sendiri yang me-
ragukan data BPS, “tidak relevan dengan
kondisi lapangan dan tidak sesuai teori
ekonomi.”

Namun koran ini mengutip pernyataan
Menkeu Sri Mulyani bahwa tidak ada
pesanan dari pemerintah kepada BPS agar
menyediakan data ABS, termasuk data
yang dipakai untuk pidato kenegaraan
Presiden SBY. Alasannya, dengan data
yang benar pemerintah bisa mengambil
kebijakan yang tepat, dan masyarakat
mengetahui kondisi perekonomian na-
sional yang sebenarnya.

Dalam hal ini, BI memuji pernyataan
Sri Mulyani yang dinilainya sangat benar,
“kejujuran terhadap data statistik sangat
penting, karena ini untuk memutuskan
sebuah kebijakan.” Dan harian itu me-
nutup tajuknya dengan sebuah peringa-

tan, jika data tidak akurat, kebijakan yang
diambil pemerintah tidak akan efektif,
bahkan gagal menyelesaikan masalah
yang sebenarnya.

Investor Daily, menurunkan liputan
khusus di halaman delapan; Menjalani
Kehidupan dengan Senyum. Tulis koran
bisnis tersebut (edisi 26-27/8), presiden,
ekonom, dan orang-orang penting lainnya
membahas kemiskinan di gedung-gedung
megah yang sejuk. Sementara orang
miskin membicarakan dirinya di gubuk-
gubuk kumuh, bantaran kali dan pemu-
kiman padat. Si miskin tak menggunakan
asumsi ekonomi, persepsi atau argu-
mentasi rumit ketika mereka menyikapi
dan menjalani kemiskinan. Bahkan saat
mengurai kesulitan hidup sehari-hari, “si
miskin masih sempat tersenyum. Entah
apa maknanya?”

Komentar ID, untuk kesekian kalinya
topik kemiskinan kembali menghangat.
Dua pekan terakhir, data dan fakta
kemiskinan mencuat dan mengejutkan
banyak kalangan. Presiden SBY menyam-
paikan klaim yang mengagetkan banyak
orang. Tulis harian tersebut kemudian,
“sederhananya, orang miskin makanan-
nya kurang dari 2.100 kalori per kapita
per hari. Jika tahun-tahun sebelumnya
nilai asupan di bawah Rp 100.000 per
bulan, sekarang membengkak menjadi di
atas Rp 120.000 per bulan.”  SH
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akan mengantarkannya sendiri ke Kejak-
saan Agung. Ia pun bersikeras agar BI
tidak boleh lagi memberikan kredit-kredit
yang bernuansa politik.

Penyelenggara seminar ekonomi tahun
1966, yang kesimpulannya dipakai sebagai
bahan Ketetapan MPRS No. 63/MPRS/66
ini tetap menunjukkan sikap kritis mana-
kala Menkeu Boediono melontarkan wa-
cana supaya BI menukarkan portofolio ca-
dangan devisa dari dollar AS ke euro. Usul
ini disampaikan Boediono terkait se-
rangan AS ke Irak di tahun 2003.

Kata Anwar, simpati kepada Irak jangan
menimbulkan reaksi berlebihan terhadap
dollar AS. Selaku Deputi Gubernur Senior
BI ia menyebut pengalihan itu sebagai
masalah serius. Janganlah kita tembak
kaki sendiri, sebab negara yang ekonomi-
nya paling stabil di dunia hanya AS.
Kestabilan menyebabkan dollar AS men-
jadi mata uang yang dijadikan reserve
money (cadangan devisa).

Anwar kemudian melepaskan kursi se-
bagai Deputi Senior Gubernur BI Selasa 27
Juli 2004 digantikan oleh Miranda S. Goel-
tom. Selama menjadi Deputi Senior Anwar
berhasil mengembalikan fungsi BI sebagai
bank sentral, dari sebelumnya lebih berpe-
ran sebagai bagian dari birokrasi.

Di masa lalu hampir semua program
kredit yang dikeluarkan BI bernuansa
politik. Sehingga, sering kali terjadi praktek
mark up, korupsi, kolusi, dan nepotisme
serta investasi keliru yang mengakibatkan
kehancuran sistem perbankan.

Audit Semua Institusi Negara
Anwar lalu dilantik sebagai Ketua BPK

di era Presiden Megawati Soekarnoputri
yang tertuang dalam Keppres No. 185/M/
2004 tanggal 19 Oktober 2004.

Dalam pernyataan singkat usai dilantik,
Anwar menyebut satu kontribusi yang
bisa diberikannya adalah membantu
membuat keuangan negara menjadi
transparan. “BPK hanya ingin agar uang
negara tidak ditilep. Itu saja,” ujar Anwar,
di lain kesempatan.

BPK periode 2004-2009 memiliki pro-
gram kerja dengan 11 agenda. BPK sangat
ingin dapat melakukan empat jenis audit,
yaitu audit finansial pengeluaran negara,
audit kepatuhan pada UU serta peraturan,
audit ketatalaksanaan yang sekaligus
mencakup efisiensi ongkos dan kinerja

Anwar Nasution
Berseteru Dengan
Pengambil Sumpahnya

Pernyataan Anwar
Nasution biasa bikin
panas kuping orang.
Tetapi usai melontarkan
kritik bahwa MA tak
lebih seperti Kantor
Kelurahan (8/8), terkait
sejumlah penarikan
ongkos perkara yang
tak utuh disetor ke kas
Negara, nama Ketua
BPK yang doyan
berkelakar ini serta-
merta menjadi sorotan
media.

ejak duduk di bangku SMP Ne-
geri Sipirok (lulus tahun 1958),
dan di SMA Negeri Teladan Me-
dan (lulus tahun 1961), pria kela-

hiran Sipirok 5 Agustus 1942 ini sudah
menjadi anggota sebuah gank anak muda
alias preman. Tetapi walau seorang gang-
ster, ia dapat menyelesaikan sekolah
secara cerdas dan lulus sebagai yang
terbaik pula.

Bahkan, setelah berkiprah di sektor
ekonomi dan keuangan, entah sebagai
akademisi, akuntan, konsultan, komisaris
sejumlah perusahaan negara, auditor dan
segala macam, hingga menjadi Dekan FE-
UI (1998-1999), Deputi Senior Gubernur
BI (1999-2004), dan kini Ketua BPK
(2004-2009), Anwar Nasution kerap kali
menunjukkan sikap kerasnya.

Anwar yang memiliki ayah dan ibu yang
berprofesi guru SMP, tanpa tedeng aling-
aling berani mengatakan yang benar
sebagai benar dan yang salah sebagai
salah. Ia tak segan berbeda arus dengan
opini publik kalau memang pandangan-
nya dianggapnya merupakan kebenaran
yang sesungguhnya. Anwar pun mengang-
kat berbagai tamsil atau perumpamaan
untuk memudahkan menjelaskan kete-
guhan sikapnya.

Sebelum masuk BI misalnya, ia pernah
bersabda kalau bank sentral ini tak lebih
dari sarang penyamun. Bahkan, ulah bank
sentral ini diibaratkannya mirip rumah
gadai karena kerap memberikan kredit
tanpa memperhatikan karakter dan ting-
kah laku penerima kredit.

Nama besar Anwar Nasution sebagai
seorang Dekan FE-UI yang dikenal kritis
terhadap kebijakan sektor ekonomi,
moneter dan politik, sempat diragukan
apakah akan tetap bisa terjaga bersih
tatkala di tahun 1999 diangkat menjadi
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Sebelum diangkat menjadi Deputi,
Anwar dikenal galak terhadap segala
bentuk penyimpangan yang merugikan
keuangan negara yang terjadi di “Sarang
Penyamun” itu. Akankah ia malah ikut
menjadi penyamun pula?

Tetapi ia menjawabnya dengan me-
lontarkan pernyataan, ia masuk ke situ
justru untuk membersihkannya. Anwar
pun dengan tegas mengatakan, bila ada
pejabat BI terlibat penyelewengan Ban-
tuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ia

S
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kegiatan yang dibiayai, serta audit pene-
rimaan negara.

Ketika sudah menjadi Ketua BPK, An-
war melontarkan pernyataan akan meng-
audit semua institusi negara. Ide itu,
menurutnya karena BPK adalah satu-
satunya lembaga yang diberikan kebeba-
san dan kemandirian untuk memeriksa
keuangan negara.

Salah satu institusi yang juga ingin
segera diauditnya adalah Mahkamah
Agung (MA). Ia berpedoman kepada
bunyi Pasal 23a Undang-Undang Dasar
1945, yang menegaskan bahwa pajak dan
pemungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan Negara diatur dengan
undang-undang. Ada aturan agar setiap
lembaga negara tidak seenaknya menarik
dana dari masyarakat.

Berdasar ketentuan itulah sulung dari
enam bersaudara ini mengarahkan “kaca
pembesar” mesin auditornya ke MA dan
pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dalam
sebuah acara (8/8) di Jakarta, Anwar
Nasution mengatakan, benteng terakhir
pencarian keadilan ini sudah melakukan
pungutan liar dengan cara memungut biaya-
biaya perkara tanpa payung hukum yang
kuat setara undang-undang, kecuali hanya
didasarkan atas aturan internal MA sendiri.
BPK akan melakukan audit atas semua
pungutan uang perkara di MA.

Anwar berkesimpulan penarikan biaya
perkara di MA sebagai ilegal atau pungli,
tidak dapat dibenarkan sebab hanya
didasarkan pada Surat Keputusan Ketua
MA. Seharusnya, MA mengacu pada UU
tentang Keuangan Negara bagaimana
memungut-mungut, siapa yang akan
dipungut, dan bagaimana administrasi-
nya. Ia pun mencontohkan Konsul Jen-
deral RI di Penang, Malaysia, orang yang
membuat sendiri pungutan kini sudah
mendekam di tahanan.

“Jika tiap instansi bikin pungutan,
kacaulah RI kita ini,” kata Anwar, yang
menyebut hanya DPR institusi negara
yang memiliki hak budget.

Pungli dalam penanganan perkara, kata
Anwar berlangsung seperti layaknya ke-
lurahan, yang menarik bayaran dari orang
yang ingin membuat Kartu Tanda Pen-
duduk (KTP). Pungutan perkara berva-
riasi dari Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta.
MA menjadi tidak beda dengan kantor
kelurahan sebab memungut biaya perkara
lebih besar, sementara yang disetorkan ke
kas negara hanya Rp 1.000 per perkara.

Tetapi MA menyatakan tak sudi diaudit.
Bahkan Ketua MA, Bagir Manan mengan-
cam akan menyomasi Anwar. Pernyataan
ini dibalas Anwar dengan melontarkan
ketentuan mengenai sanksi, jika menolak
diaudit para hakim agung bisa terancam
hukuman penjara satu tahun enam bulan.
Anwar juga mempersilakan Ketua MA
agar segera saja menyampaikan somasi

supaya cepat urusannya.
Anwar Nasution berseteru dengan Bagir

Manan, orang yang pada hari Jumat 3
Desember 2004 lalu mengambil sumpah-
nya sebagai Ketua BPK di Istana Negara,
Jakarta menggantikan Satrio Budihardjo
“Billy” Joedono.

Tak Ditindaklanjuti
Sebagai pejabat negara yang berpen-

dirian teguh kepada kebenaran, norma
dan etika, Anwar pernah menyebut diri-
nya sebagai pahlawan, bukan Khairian-
syah Salman, yang dianggap berhasil
menjebak Anggota KPU Mulyana W.
Kusumah saat memberikan suap kepada
auditor BPK di Hotel Ibis, Jakarta tahun
2004.

Khairiansyah ketika itu dinobatkan
sebagai penerima Integrity Award dari
Transparency International (TI), dan
dianggap sebagai pahlawan dalam kasus
pembongkaran korupsi di Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU).

Tetapi Anwar malah menyebut dirinya-
lah pahlawan itu, dan Khairiansyah justru
telah melanggar kode etik sebagai audi-
tor. Tindakan Khairiansyah menjebak
Mulyana tidak etis, ganjil, dan sama
seperti dosen yang menjelek-jelekkan
mahasiswanya.

Klaim Anwar dirinyalah pahlawan
sebab telah empat kali menolak laporan
keuangan KPU, lalu memerintahkan KPK
untuk menjadikan laporan itu sebagai
dasar untuk melakukan proses hukum,
tentu tidak dimaksudkannya untuk me-
raih simpati. Melainkan, sekadar untuk
menunjukkan kalau langkah Khairian-
syah tak sepenuhnya bisa dibenarkan.

Terbukti pulalah di kemudian hari
Khairiansyah akhirnya mengembalikan
penghargaan yang diraih saat tersangkut
kasus Dana Abadi Umat (DAU). Ia lalu
menyatakan keluar dari BPK, dan masuk
sebagai auditor Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.

Dalam kasus Khairiansyah, Anwar tam-
pil seorang diri berbeda pendapat meng-
hadapi opini publik. Publik saat itu sangat
mengelu-elukan Khairiansyah sebagai
pahlawan pemberantas korupsi. Tetapi
Anwar malah mencap anak buahnya ini
sebagai kampungan, hanya cari popu-
laritas, dan pahlawan kesiangan.

Anwar memang sangat begitu geram
manakala ada pihak-pihak yang meman-
faatkan hasil pemeriksaan BPK untuk
maksud-maksud tertentu. Ketika meres-
mikan Kantor Perwakilan BPK di Sama-
rinda, Kalimantan Timur (12/6), ia de-
ngan berterus-terang mengatakan oknum
aparat hukum apakah itu kepolisian atau
kejaksaan, banyak terindikasi tidak me-
nindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan
lembaganya.

Mereka justru menjadikan laporan BPK

sebagai bahan untuk melakukan peme-
rasan terhadap beberapa kepala daerah
dan pimpinan instansi.

Padahal kejanggalan yang ditemukan
BPK disampaikan ke aparat penegak
hukum, termasuk Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dengan maksud untuk
ditindaklanjuti dan disidik. Bukan untuk
menjadi petenteng seolah aparat hukum
itu yang paling bersih, hingga dijadikan
bahan untuk melakukan pemerasan.

Pernyataan Anwar soal pemerasan
segera mencelikkan mata betapa sudah
buruknya citra aparat penegak hukum.

Anwar juga mengeluh banyak sekali
temuan BPK yang diabaikan begitu saja, ba-
nyak kewajiban yang belum ditarik pemerin-
tah, ada penerimaan yang tidak disetor ke Kas
Negara, dan ada rekening pemerintah yang
disimpan atas nama pribadi apakah itu di
sipil, TNI dan POLRI atau Kejagung.

BPK lalu mengaudit 557 rekening pejabat
di semua departemen untuk ditertibkan,
kecuali pejabat di MA yang malah berniat
menyomasi Anwar. Media massa kemu-
dian ramai-ramai memuat daftar nama pe-
jabat pemilik rekening penampung pene-
rimaan negara bukan pajak. Nama ini se-
sungguhnya sudah tak lagi berada di pos-
nya karena mutasi, atau sudah pensiun,
atau meninggal dunia. Ironis, bukan?  HT
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Lentera

PENGANTAR:PENGANTAR:PENGANTAR:PENGANTAR:PENGANTAR: Mulai
Edisi 18, secara berturut
kami menyajikan
pemikiran, visi dan misi
Syaykh Abdussalam
Panji Gumilang, seorang
tokoh yang merupakan
personifikasi dari Al-
Zaytun, dalam rangka
kehidupan beragama,
bermasyarakat,
berbangsa dan
bernegara. Serta
aplikasinya dalam
proses belajar di Al-
Zaytun dan dalam
interaksi sosial di
tengah masyarakat.
Kami memberi judul
utama: Mutiara
Pemikiran Syaykh Al-
Zaytun. Tulisan ini
merupakan bentuk
pengenalan dan
apresiasi kami, selaku
wartawan Tokoh
Indonesia (yang
menganut jernalisme
damai), kepada Al-
Zaytun, yang mudah-
mudahan berguna bagi
pembaca dan keluarga
besar Al-Zaytun sendiri.
Penulis
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BAGIAN EMPAT

A
  l-Zaytun tampaknya di-
  persiapkan menjadi
  suatu monumen berseja-
  rah kehidupan beragama
  di Indonesia. Di sana
  kan ada masjid, gereja,

vihara dan kuil, karena (saat) santrinya
ada yang Muslim, Nasrani (Kristen
Protestan dan Katolik), Budha, Hindu
dan Kong Hu Chu, kumpul bersama.
Masing-masing santri itu dididik
memahami agamanya masing-masing
dengan baik. Sebab bagi Al-Zaytun
mendidik dan membangun semata-mata
hanya untuk beribadah kepada Allah
sesuai agama yang diyakini santrinya.

Kapan hal ini terwujud (santri Nasrani,
Budha, Hidu dan Kong Hu Chu belajar di
Al-Zaytun)? Tentu sangat tergantung dari
respon dari calon santri dan orang tua
yang beragama Nasrani, Budha, Hidu dan
Kong Hu Chu. Sebab Al-Zaytun sendiri
sudah mempersiapkan diri sebagai
lembaga pendidikan terbuka yang bersifat
global dan universal.

Syaykh Al-Zaytun Dr Abdussalam Panji
Gumilang beberapa kali menegaskan hal
itu dalam berbagai kesempatan. Satu di
antaranya ketika menjawab pertanyaan
Noor Huda Ismail, seorang peneliti dari
Nanyang Technology University
Singapura (24 April 2005), Syaykh Panji
Gumilang menegaskan bahwa Al-Zaytun
adalah lembaga pendidikan terbuka.
“Kami mempersiapkan muslim yang baik,
kalau mereka muslim. Bila  nanti ada
nasrani masuk ke sini, akan dididik
menjadi nasrani yang baik. Karena di sini,
pendidikan yang terbuka untuk manusia,”
jelas pelopor pendidikan terpadu itu.

Ditambahkannya, bagi Al-Zaytun tidak
ada istilah non muslim. “Manusialah yang
diterima di sini. Manusia itu, macam-
macam agamanya,” kata Syaykh menja-
wab Huda. (Huda, kelahiran Jogyakarta,
kuliah di Universitas Gajah Mada dan
IAIN Sunan Kalijaga. Kedatangan Huda
ke Al-Zaytun berkenaan rencana
penulisan tesis Huda, mengenai gerakan

Islam di Indonesia dan penulisan feature
tentang Al-Zaytun di Washington Post.)

 “Koq bisa ya?” tanya Huda. “ Lho,
Anda ini bagaimana? Pendidikan koq
dipertanyakan bisa atau tidak?” jawab
Syaykh. Huda tampak makin penasaran
dan bertanya: “Berarti, Al-Zaytun
menerima non muslim untuk masuk ke
sini? “Tidak ada istilah non muslim.
Manusialah, yang diterima di sini.
Manusia itu, macam-macam agamanya,”
jelas Syaykh Al-Zaytun.

Dijawab seperti itu, Sang peneliti itu
masih bertanya: “Nanti, kalau misalnya
ada yang non Islam masuk sini,
diterima?” Syaykh menjawab: “Jangan
dikalaukan. Hantarkan saja ke sini, akan
kami terima. Nanti, jika kalaunya tidak,
ya tidak ada. Anda hantar ke sini dari
Singapura, yang Budha juga kami terima.
Tapi,  jika masih kalau, jangan. Proses
penerimaan calon santri ditutup pada
setiap tanggal 31 Mei.”

Pendeta Rudolf Andreas Tendean, STh
dari GPIB Koinonia, Jakarta juga meng-
ungkapkan pengalaman yang tak terlu-
pakan saat berkunjung ke Al-Zaytun, 31
Juli 2004. Dalam percakapannya dengan
Syaykh AS Panji Gumilang mengenai
kemungkinan bisa tidaknya santri
nonmuslim sekolah di Al-Zaytun, bisakah
persyaratan menghapal Juz ‘Amma
’dikredit” dulu. Syaykh mengatakan, tidak
usah menghapalkan Juz ‘Amma, karena
itu milik umat muslim.

“Saya minta kepada Bapak Pendeta,
Bibel apa yang harus dihapalkan, harus
diketahui oleh pemuda-pemudi Protes-
tan, seumur tertentu tatkala masuk ke Al-
Zaytun. Maka nanti, bagi calon santri
(siswa dan mahasiswa) Al-Zaytun yang
beragama Protestan, syaratnya harus
mempunyai penguasaan Bibel surat apa
sampai ayat berapa,” kata Syaykh tatkala
mengungkap percakapannya dengan
Pendeta Rudy di hadapan eksponen,
dosen, guru, karyawan dan para santri Al-
Zaytun dalam acara pelepasan
rombongan jemaat GPIB Koinonia.

Bentuk dan
sistem

pendidikan Al-
Zaytun

diletakkan pada
landasan pokok:

pesantren spirit
but modern

system.
Lembaga

pendidikan ini
bersifat terbuka.

Terbuka
menerima dan

mendidik santri
dari semua

penganut agama,
untuk dididik

memahami
ajaran agamanya

masing-masing
dengan baik.
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Mutiara Pemikiran Syaykh Al-Zaytun

Lalu pada kesempatan itu, Syaykh me-
minta tanggapan eksponen dan sivitas Al-
Zaytun, baik guru maupun perwakilan pe-
lajar, tentang jawabannya kepada pende-
ta itu, kalau salah, salahkan, kalau betul
acungkan jempol, betul. “ Diacungi jem-
pol atau tidak,” tanya Syaykh. Semua me-
ngacungkan jempol dan menjawab betul.

“Ini Pak Pendeta. Ngacung jempol
semua. Jadi, kaum liberal semua ini.
Liberal itu cirinya adalah open minded
dan toleran, especially in religion and
politic. Ternyata anak-anak kita, guru-
guru kita liberal semua. Cuma
pertanyaannya, apa ada, kapan, kami
menunggu,” kata Syaykh seraya menoleh
ke arah Pendeta Rudy dan rombongan
yang menyambut dengan tepuk tangan.

Kemudian Syaykh melanjutkan, “Bila
saatnya nanti bulan Mei, karena pembu-
kaan pendaftaran siswa itu bulan Mei,
maka, kita harus membuat satu monu-
men bersejarah kehidupan beragama di
Indonesia ini. Ternyata ada pesantren
yang santrinya, ada yang Nasrani, ada
yang Muslim, satu saat ada yang Budha,
satu saat ada yang Hindu, satu saat ada
yang Kong Hu Chu, kumpul bersama. Di
sana ada gereja kecil, di sana ada kuil
kecil, di sana masjid kecil. Terjadi di
dalamnya yang kemudian memahami
pelajaran-pelajaran agamanya, dan

diajarkan seperti Sisdiknas.”
Sisdiknas menghendaki bahwa bagi

pelajar beragama tertentu diajar oleh
guru beragama tertentu pula.  “Maka
kami nanti, meminta guru pada Pak
Pendeta. Sudah tidak usah ke
Departemen Agama, cukup Pak Pendeta,
kami ini perlu guru Protestan, cobalah
kirim,” kata Syaykh yang selalu disambut
tepuk tangan semua hadirin.

“Alangkah indahnya kalau itu terjadi,”
kata Syaykh seraya menatap kembali ke
arah Pendeta Rudy. Dan, katanya, kalau
sudah kita kalaukan, biasanya akan
terjadi. “Sebab kalaunya pendeta itu
adalah doa, dan kalaunya pemangku
pendidikan itu pun doa. Doanya pendeta,
doanya pemangku pendidikan, doanya
guru, doanya pelajar, doanya umat
manusia, selalu didengar oleh Sang
Pencipta,” kata Syaykh penuh keyakinan.

Dalam percakapan dengan sejumlah
duta besar, di antaranya Dubes Palestina,
Mozambique, Kenya, Afrika Selatan,
Lebanon, Jordania, Syiria, Mesir, Iran,
Irak, Oman, Libya, Yaman, Sudan, dan
Zimbabwe,  pada saat peringatan Hari
Nasional Saudi Arabia di Hotel Meridian,
Jakarta, Jumat 23 September 2005, dan
Hari Kemerdekaan ke-36 Libya beberapa
hari sebelumnya di tempat yang sama,
yang juga (keduanya) dihadiri Syaykh Al-

Zaytun, Universitas Al-Zaytun menjadi
salah satu topik perbincangan. Mereka
membincangkan keunggulan Al-Zaytun.

Para Dubes itu, antara lain ingin tahu
apa persyaratan masuk Universitas Al-
Zaytun. Syaykh menjelaskan, antara lain,
bagi umat Islam harus dapat membaca
dan menghafal Al-Qu’ran terutama Al-
Baqarah dan Juz ‘Amma. “Lalu,
bagaimana mahasiswa yang bukan Islam,
apakah bisa masuk ke UAZ?” tanya para
duta besar itu. Syaykh menegaskan, tentu
boleh, dengan syarat, bagi pemeluk
agama lain harus memahami ayak
sucinya masing-masing. Bagi pemeluk
Nasrani, misalnya, harus menguasai Injil.

Al-Zaytun memang dipersiapkan
sebagai pusat pembelajaran yang bersifat
universal. Pusat pendidikan dan
pengembangan budaya toleransi dan
perdamaaian. Pusat pembelajaran hidup
bersama walaupun berbeda bangsa, ras,
budaya dan agama.

Sebuah lembaga pendidikan yang sejak
dini mempersiapkan peserta didiknya
menjadi agent of change and agency of
change serta memahami interaksi sosial
yang interdependensi (saling
ketergantungan). Dalam hal
menanamkan interaksi sosial
interdependensi ini, Syaykh mengutip
teori Ibnu Khaldun: “kebebasan
seseorang dibatasi oleh kebebasan orang
lain.” (Tentang hal ini, akan kami
terbitkan pada edisi berikutnya).

 Menurut Syaykh, bangsa Indonesia
melalui pendidikan Indonesia modern
harus mampu mengantarkan generasi
produk pendidikan yang bercirikan abad
21 ini, yakni: (a) Systems thinker
(pemikir sistem-sistem) yang mampu
menggabungkan antara isu, kejadian, dan
data secara utuh dan terpadu;

(b) Change agent (agen perubahan)
berkemampuan mengembangkan
pemahaman dan memiliki kompetensi
tinggi dalam menciptakan dan mengelola
perubahan (change) bagi kehidupan
bangsa agar dapat bertahan hidup;

(c) Innovator and risk taker, yakni
pembaharu dan berani mengambil risiko,
terbuka terhadap perspektif yang luas
dan kemungkinan-kemungkinan yang
esensial dalam menentukan tren dan
menggerakkan pilihan.

(d) Servant and steward, kemampuan
dan usaha untuk meningkatkan
pelayanan kepada yang lain, pendekatan
holistik untuk bekerja, memiliki a sense
of community dan berkemampuan
membuat keputusan bersama.

(e) Polychronic coordinator, yang
mampu untuk dapat mengordinasikan
banyak hal dalam waktu yang sama yang
harus dapat bekerja bersama dengan
orang lain.

(f) Instructur, Coach and Mentor, yang
mampu tampil sebagai pembantu orang
lain untuk belajar, menciptakan banyak
pendekatan sebagai instruktur, pelatih

Syaykh Panji Gumilang: Al-Zaytun Terbuka
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dan mentor (penasihat yang bijak).
(g) Visionary and vision builder, yang

mampu membantu membangun visi
bangsa dan negaranya dan memberi
inspirasi bagi segenap lapisan masyarakat
yang diposisikan sebagai pelanggan dan
kolega.

Ciri-ciri produk pendidikan seperti ini-
lah yang tengah diupayakan di Al-Zaytun.
Upaya itu dilakukan dalam landasan
pesantren spirit but modern system
melalui manajemen pendidikan perspek-
tif terpadu. Suatu manajemen yang
bertitik tolak pada pengalaman masa lalu
dan kondisi saat ini, serta berorientasi ke
masa depan dalam berbagai dimensi
kehidupan secara terpadu.

Terpadu dalam pengertian menempat-
kan pendidikan sebagai poros yang
ditunjang oleh berbagai faktor, termasuk
faktor ekonomi secara mandiri. Selain itu
sistem pendidikan terpadu (integrated
education system) yang diterapkan di Al-
Zaytun juga mengacu pada keberagaman
suku, agama dan budaya bangsa ini. Hal
mana integrated education system itu
diterapkan di dalam a multi faith dan a
multi cultural society. Sistem ini merupa-
kan pengejawantahan visi dan misi Al-
Zaytun sebagai Pusat Pendidikan Budaya
Toleransi dan Perdamaian.

Jika ditilik dari rekomendasi UNESCO
tentang 5 pilar utama pendidikan abad 21
yaitu learning how to think (belajar ba-
gaimana berpikir), learning how to do
(belajar bagaimana berbuat), learning
how to be (belajar bagaimana menjadi
diri sendiri), learning how to learn (bela-
jar bagaimana belajar), dan learning how
to life together (belajar bagaimana hidup
bersama), Al-Zaytun telah mengupayakan
penerapannya. Sehingga output-nya
diyakini akan acceptable dan marketable
bagi kebutuhan lokal dan global.

Kelima visi dan pilar pendidikan dunia
abad ke-21 itu, bahkan telah dilaksanakan
oleh Al-Zaytun ini jauh hari sebelum
UNESCO merekomendasikannya ke
seluruh dunia pada awal milenium ketiga
ini. Sejak tahun 1993 para pimpinan
Yayasan Pesantren Indonesia, pendiri Al-
Zaytun, telah menggodok segala aspek
yang berkaitan dengan kebutuhan
pendidikan manusia abad ke-21 itu.
Terlihat dari arah dan tujuan Al-Zaytun
yang bervisi pada hidup bersama dengan
penuh toleransi dan damai. Visi yang
diletakkan pada asas berpikir, berbuat,
menjadi diri sendiri dan memahami
sejarah kemanusiaan sebagai pilar-pilar
kehidupan yang diharapkan mampu
membangun atap perdamaian dunia yang
penuh dengan toleransi dan cinta kasih.

Semangat dan Sistem
Mengapa berbentuk dan bersemangat

pesantren? Syaykh AS Panji Gumilang
mengatakan bahwa kehidupan pesantren
merupakan suatu lembaga (embrio) kehi-
dupan masyarakat yang dapat mewujud-

kan kebersamaan, keterbukaan, kebebas-
an, tolong-menolong, saling hormat-
menghormati, yang selalu haus akan ilmu
pengetahuan dan berjiwa mandiri.

Dijelaskan, kehidupan pesantren selalu
mencontoh dan dicontohi oleh kehidupan
para pembimbing dan kiai dengan
keteladanan yang baik dan tak henti-
hentinya, sehingga akan menimbulkan
suatu kebiasaan positif yang tak henti-
hentinya dilaksanakan di perkampungan
pesantren tersebut.

“Perkampungan pesantren yang dihuni
para santri, dengan bimbingan para kiai
yang diarahkan pada manhaj al dirasah
(kurikulum pengajaran) yang pasti,
dengan kesederhanaan dan kemandirian
sudah tentu akan tercapai suatu spirit
yang kokoh, itulah jiwa pesantren,” kata-
nya menjelaskan mengapa bentuk dan
semangat pesantren dijadikan sebagai
landasan pacu lembaga pendidikan ini.

Namun, semangat pesantren itu harus
dipadukan dengan sistem modern. Sebab,
menurutnya, untuk mencapai kurikulum
yang komprehensif dan up to date di
pendidikan pesantren ini, harus berani
menempuh sikap modern, yakni sikap
yang sanggup mengantisipasi
perkembangan zaman yang selalu
mencabar yang pasti dihadapi oleh setiap
generasi. “Oleh sebab itu landasan yang
dianut Al-Zaytun adalah pesantren spirit
but modern system,” tegasnya.

Individu santri yang dijiwai dengan
spirit berakhlak mulia, berpengetahuan
luas, berpikiran bebas dan berbadan
sihat. Insya Allah akan sanggup
diarahkan kepada sistem modern dalam
segala hal. Itulah kiranya yang
melatarbelakangi Al-Zaytun.

Peletakan spirit pesantren dalam
melaksanakan pencapaian pendidikan di
Al-Zaytun, juga dilatarbelakangi dunia
pesantren pada zaman keemasannya yang
memiliki dinamika intelektual sebagai
tanda sistem pendidikannya. Maka Al-
Zaytun selalu menampilkan semboyan
pesantren spirit but modern system,
dengan harapan agar pendidikan terpadu
antara faktor sosial ekonomi, teknik dan
budaya, yang diterapkan dapat
menghasilkan perkembangan ekonomi,
intelektual, dan sosial budaya bagi umat
dan bangsa.

Dalam hal menganut sistem modern
itu, Syaykh Al-Zaytun menegaskan
banyak mengambil contoh dari negara-
negara yang telah terlebih dahulu
mencapai kemajuannya, apakah itu
negara Islam (negara berbasis syariah
Islam) atau bukan. Ia menyebut
Singapura dan Amerika Serikat menjadi
contoh pendidikan termaju di dunia.
Pencapaian kemajuannya dititi dari
penataan pendidikan, sehingga ciri-ciri
dan praktik masyarakat modern sangat
jelas dalam aktivitas kehidupan.

Masyarakat Singapura selalu bergerak
berdasar pengetahuan, berprogram jelas,
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berdisiplin tinggi, beretos kerja kuat, taat
hukum dan menghormati kemampuan
dan pencapaian individu dan lain-lain ciri
modern lainnya. Semua itu ditempuh
melalui pendidikan yang jelas. Singapura
berjalan dengan sistem yang jelas,
sehingga siapa pun yang berada di dalam
masyarakat kota itu, terbawa oleh sistem
yang telah mapan itu. Dalam kenyataan
harian, orang Indonesia yang kurang
berdisiplin pun jika masuk Singapura
dapat menjadi lebih disiplin dari pada
bangsa Singapura itu sendiri.

Menurutnya, dalam mengambil contoh
pendidikan guna mempersiapkan dan
menyongsong Indonesia 2020, kita tidak
boleh apriori, hanya karena yang kita
jadikan contoh bukan negara Islam
(negara berbasis syariah Islam), juga
bukan satu etnis kebangsaan. Masyarakat
Singapura mayoritas penduduknya
beretnis Tionghoa (bukan Islam),
Amerika Serikat adalah negara mayoritas
Protestan terbesar di dunia, yang
belakangan ini presidennya getol
“menyerang” dan mengkritik berbagai
pendidikan yang sedang dijalankan oleh
negara-negara “Islam” di seluruh dunia.

Namun, kata Syaykh, kenyataan dalam
kehidupan umat manusia, semangat
piagam Madinah dapat berjalan di
negara-negara yang kita sebut tadi. Juga
semangat ayat Alquran surat 106 ayat 3
dan 4: “Maka hendaklah mereka
menyembah Tuhan pemilik rumah ini
(Kakbah). Yang telah memberi makanan
kepada mereka untuk menghilangkan
lapar dan mengamankan mereka dari
ketakutan.” Bermakna, peribadatan
terhadap sistem yang mampu
mengangkat kesejahteraan hidup umat
manusia terhindar dari kelaparan dan
terlindungi dari rasa ketakutan.

“Memang Kakbah tidak berada di
Singapura maupun di Amerika, namun

semangat dan pesan pemilik Kakbah
dijalankan oleh Singapura dan Amerika.
Sedangkan penjaga haramain, belum
mampu mengamankan peribadatan
tahunan yang dijalankan oleh umat
manusia sedunia, karena sistem modern
belum tampak dalam kehidupan di
wilayah ‘penjaga’ haramain. Tiap tahun
terjadi kematian sia-sia yang dialami oleh
umat Islam dengan dalih ibadah dan mati
syahid, karena kelemahan sistem
pelaksanaannya,” jelas Syaykh.

Dalam kaitan ini, Syaykh mengatakan
melaksanakan pendidikan dengan tujuan
yang telah digariskan, kita tidak perlu
khawatir terhadap penolakan dan
kecurigaan yang tumbuh dari masyarakat
maupun pemimpin keagamaan, yang
bersifat tradisional, seperti yang telah
diuraikan tadi. “Memang seperti itulah
risiko mendidik untuk membangun sikap
dan budaya yang bermakna,” ujarnya.

Syaykh menegaskan, di Al-Zaytun,
mendidik bukanlah mencetak kader
melainkan membimbing manusia ke arah
hidup yang lebih baik dan lebih bermak-
na. Oleh karena itu, Al-Zaytun sebagai
pusat pendidikan hanya menempatkan
0,01% pengajaran, 99,99% lainnya adalah
pendidikan. Bermakna, bahwa pamong
didik di Al-Zaytun dipersiapkan
membimbing dan membiasakan proses
pengembangan psikologi, intelektual,
fisik dan etika anak didik dengan penuh
disiplin selama 24 jam sehari.

Ditegaskan, Al-Zaytun  sangat
mendalami makna mendidik yang seluas-
luasnya dan mampu memberi pendidikan
secara netral. Bagi santri yang beragama
Islam, Al-Zaytun memiliki visi dan misi
Islam (universal), dan tidak membawa
kepentingan firqah-firqah ke arena
pendidikan. Sehingga kelak lulusan Al-
Zaytun diharapkan mampu merangkul
semua mazhab, organisasi-organisasi

Islam ke dalam satu wadah yakni Islam
tanpa atribut sebagaimana yang dikenal
bangsa Indonesia hingga hari ini.

Cita-cita mempersatukan umat Islam
bangsa Indonesia agar menjadi umat
yang ya’lu wa la yu’la ‘alaih ditempuh
oleh Al-Zaytun melalui pendidikan yang
berwawasan dan ber-setting
internasional. Maka, dalam kaitan ini,
salah satu yang patut digarisbawahi
bahwa santri Al-Zaytun, tanpa kecuali,
sejak kelas 8 diwajibkan berkomunikasi
dengan bahasa Arab dan Inggris, selain
bahasa Indonesia.

Al-Zaytun bercita-cita dan bersungguh-
sungguh memperjuangkan peningkatan
kualitas pendidikan umat khususnya dan
bangsa Indonesia umumnya. Dalam
kaitan itu, Al-Zaytun menganut (ingin
merealisasikan) filosofi, sistem dan
strategi pemberdayaan pendidikan umat
dan bangsa yang tepat zaman, yakni
Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi
Pendidikan. Peserta didik dibimbing
untuk menguasai sistem perekonomian
Islam serta mampu memadukan
kecerdasan dan keterampilan sumber
daya manusia dengan pengolahan sumber
daya alam yang berwawasan masa depan.

Di samping itu, para santri dan segenap
eksponen Al-Zaytun dibimbing dan
dipersyaratkan harus memahami esensi
Piagam Madinah dan Declaration of
Human Rights, yang merupakan
landasan pengamalan motto Al-Zaytun
sebagai Pusat Pendidikan dan
Pengembangan Budaya Toleransi dan
Perdamaian. Toleransi dan perdamaian
amat didambakan oleh umat manusia di
muka bumi ini. Namun realisasinya
nyaris masih tidak pernah didapatkan.

Pendidikan Indonesia Modern
Untuk membangun pendidikan

Indonesia modern, menurut Syaykh, kita
sebagai bangsa wajib mencari,
menemukan dan menempuh jalan keluar
yang rasional dan humanis. Syaykh
melihat problem pelaksanaan pendidikan
nasional Indonesia tersimpul dalam tujuh
hal, yakni (1) Keterpaduan sistem, (2)
Geografis, (3) Desa Kota, (4)
Transportasi, (5) Sarana prasarana, (6)
Kualitas pelaku didik, dan (7)
Keseimbangan dana. Menurutnya, semua
problem tersebut harus dicarikan jalan
keluar yang humanis dan rasional.

Menurutnya, masih banyak jalan keluar
sebagai solusi problem tersebut. Berpikir
dan berusaha untuk kemajuan
pendidikan Indonesia modern tidak boleh
berhenti.

Perihal keterpaduan sistem,
menurutnya, sebagai bangsa Indonesia,
kita bersyukur kepada Tuhan YME, telah
mewujudkan UU Sistem Pendidikan
Nasional (UU No 20 Th 2003), sebagai
follow up maupun rentetan dari undang-
undang yang sama pada tahun-tahun
sebelumnya, semenjak bangsa Indonesia
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merdeka. Ia pun memaknai jiwa undang-
undang itu, bahwa pendidikan adalah
suatu usaha bertujuan mengarahkan
kepada full development of personality,
yakni membangun, membentuk watak
maupun kepribadian yang utuh dalam
sistem pengasuhan peserta didik yang
berkelanjutan (tiada henti), sehingga
terwujud sound in mind and body yang
tercermin dalam pribadi bangsa yang
cerdas (intelektual, emosional, spiritual),
bangsa yang bijak dan bajik yang mau
memosisikan diri dalam berbagai kondisi
yang tersimpul dalam berbagai sikap,
who love truth and justice, esteem
individual values, respect labor, and
have a deep sense of responsibility.

Menjadi bangsa yang menguasai sains
dan teknologi, bangsa yang sanggup
mencintai negaranya dengan penuh
tanggung jawab, mampu menciptakan
perdamaian masyarakat dan negaranya.
Bangsa yang sanggup bergaul dengan
bangsa-bangsa lain dengan peradaban
yang tinggi.

Menurutnya, pencapaian pendidikan
nasional seperti itu memerlukan
keterpaduan sistem. Sehingga akan
menjadi milik kita semua, milik bangsa
Indonesia, bahkan akan menjadi milik
umat manusia secara keseluruhan.
Pendidikan yang dimiliki secara bersama,
akan mampu melibatkan segala lapisan
bangsa: peserta didik, pelaku didik,
masyarakat, pemerintah, dan sistem itu
sendiri, semuanya menyatu dalam usaha
mencapai cita-cita pendidikan nasional
yang telah disepakati bersama.
Keterpaduan seperti itulah yang akan
membawa kejayaan pendidikan, dan
keterpaduan seperti itulah yang harus
diwujudkan dalam aktivitas pendidikan
secara nyata.

Perihal geografis, Syaykh menyebut
problem luasnya geografis dalam bentuk
kepulauan yang menyebar, yang
mewujudkan berbagai bentuk budaya dan
bahasa, yang telah dihadapi dengan
sistem pendidikan sentralistis, ternyata
membuahkan hasil yang kini dituai oleh
pendidikan nasional yakni: Sumber Daya
Insani Indonesia yang belum mampu
bangkit secara berarti. Kini, katanya,
sikap keberanian mengadakan evaluasi
telah tumbuh dalam kalangan bangsa
Indonesia, terhadap jalannya pendidikan
nasional kita. Kita telah berani masuk
dalam perubahan-perubahan baik sikap
maupun pola pikir menuju perbaikan.
Otonomi pemerintahan daerah dan
pendidikan telah dicanangkan.
Pemerintahan Daerah dan Kota telah
mendapat wewenang luas dalam
mengatur kebijakan pendidikan nasional.

Perihal masalah transportasi,
menurutnya, jika tidak ditata dengan
seksama, justru akan membawa efek yang
sangat krusial dalam pelaksanaan
pendidikan. Negara kepulauan memiliki
risiko yang sangat tinggi dalam hal

transportasi. Transportasi yang dikelola
dengan baik, akan sangat menunjang
kesuksesan pendidikan. Sentra-sentra
pendidikan dalam satu daerah mestinya
mendapat perhatian khusus dari
pemerintah berupa kemudahan
transportasi bagi siapa saja yang
mengadakan hubungan dengan sentra
pendidikan tersebut. Terkadang,
perhatian pemerintah dalam hal tersebut
masih belum berimbang.

Berbagai contoh nyata, betapa
lemahnya visi pemerintah daerah tatkala
berdiskusi tentang penggunaan jalan raya
yang menghubungkan dari dan ke suatu
tempat pendidikan, karena adanya
tindakan pembatasan penggunaannya
oleh pemda tersebut, dengan tiada beban
pimpinan daerah itu mengatakan: “Kasih
tahu mereka yang akan datang
berkunjung, agar menggunakan bus
kecil”. Kejadian ini menimpa pada
Manajemen Pendidikan Al-Zaytun,
untung Al-Zaytun berakidah toleransi
dan perdamaian, sehingga mampu
mengukur isi kepala orang yang
mengucapkan kata-kata itu di zaman
globalisasi ini, kita yang berperadaban ini
menjadi malu sendiri mendengar ucapan
tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi
di lain daerah.

Sementara problem desa-kota,
dijelaskan, distribusi penduduk, 57%
tersebar di 70.000 desa, di dalam 6.850
kepulauan besar dan kecil, menjadi
problem tersendiri bagi pelaksanaan
pendidikan nasional. Tipe, kondisi, dan
lokasi desa-desa seperti itu, mesti
terjamah oleh program pemerataan
kualitas pelaksanaan pendidikan nasional
secara sistematis. Warga pedesaan
Indonesia menjadi penentu perubahan
tampilan Indonesia masa depan dalam
segala bidang, baik yang bersifat positif
maupun sebaliknya.

Menurutnya, kesatuan dan persatuan
keutuhan dan integritas, nasional masa
depan sangat ditentukan oleh
keberhasilan bangsa ini dalam
meningkatkan kualitas pendidikan di
pedesaan. Jika kita berbicara kualitas
pendidikan, sasarannya harus seutuhnya,
yakni bagi seluruh masyarakat desa dan
kota. Perbedaan yang selama ini sangat
menonjol, harus dibuatkan jalan dan
jembatan yang kokoh menuju persamaan.
Program meningkatkan kualitas
pendidikan dan menciptakan pendidikan
excellence adalah untuk seluruh bangsa,
perkotaan maupun pedesaan. Excellence
in education imperative to national
survival. “Itu yang kita simpulkan,”
katanya.

Begitu pula masalah sarana prasarana.
Lebih dari enam puluh tahun bangsa
Indonesia dengan bebas menjalankan
pendidikan nasional, bebas menentukan
sistem, kurikulum, pendanaan dan lain-
lain. UU sistem pendidikan pun telah
datang silih berganti, semua bertujuan
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mencari solusi untuk mewujudkan
kualitas pendidikan nasional. Namun,
tegasnya, dalam aplikasi selama ini,
sesuatu yang dicari dan didambakan
masih belum kunjung wujud. Banyak hal
memang yang menjadi penghalang.

Menurutnya, banyak penanggung
jawab dan pelaku pendidikan yang masih
menganggap sepele kepada sarana dan
prasarana pendidikan. Masih banyak
yang menyimpulkan hal itu tidak
merupakan problem krusial, sehingga
perwujudannya tampak dan terasa sangat
apa adanya, tidak mengikuti
perkembangan hajat dan zaman. Sarana
pendidikan, yakni segala sesuatu yang
dapat dipergunakan sebagai alat dalam
mencapai maksud atau tujuan
pendidikan, yang selama ini
pengadaannya di sekolah-sekolah
Indonesia khususnya di pedesaan, sudah
sangat kedaluarsa, justru dengan sarana
yang ada itu, dapat melumpuhkan makna
dan cita-cita pendidikan itu sendiri
(dalam kata lain menciptakan
kebodohan).

Sarana yang tersedia di sekolah-sekolah
pedesaan (juga di perkotaan) tidak
mencerminkan kesanggupan dan
kesiapan bangsa Indonesia menyambut
gegap gempitanya perubahan zaman.
Zaman manual berubah kepada
kecerdasan otak dan ilmu pangetahuan,
namun sarana pengantar ke arah itu
belum diekspos di dalam pembelajaran
formal. Zaman yang serba bersih dan
sihat, dan sekolah belum mempersiapkan
sarana untuk membiasakan hidup bersih
dan sihat. Zaman serba disiplin, sekolah
juga belum menciptakan sarana yang
dapat menunjang ke arah itu.

Juga prasarana pendidikan, sesuatu
yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses
pendidikan. Kita dapat mencermati
keberadaannya. Bangunan-bangunan
fisik sekolah khususnya di pedesaan
terkesan rapuh, tidak bervisi pendidikan
yang luas, lokasinya tidak strategis dalam
pandangan pendidikan, asal-asalan.
Bahkan banyak orang Indonesia
berpandangan bahwa bangunan fisik
pendidikan tidak menentukan hasil dan
kualitas pendidikan. Jika pandangan itu
dianut oleh banyak orang sudah barang
pasti apa yang terjadi dan kita rasakan
selama ini tentang terhambatnya kualitas
pendidikan nasional kita akan terus abadi
bercokol.

Syaykh yakin, bangunan fisik sekolah
tetap punya peranan penting untuk
mengantar pencapaian pelaksanaan
pendidikan yang berkualitas. Fisik
bangunan sekolah harus terprogram
dengan baik, kokoh, dapat mewadahi visi
pendidikan yang berjangka panjang ke
depan. Itulah sebabnya sarana dan
prasarana dibangun selengkap mungkin
di Al-Zaytun.

Di samping itu, perihal pelaku didik

(guru) juga masih sarat masalah. Syaykh
mengutip Prof. Mahmud Yunus dalam
buku panduan pendidikan (Al-Tarbiyah
wa Al-Ta’lim) mengatakan: Sistem
maupun metode lebih penting dari pada
materi ajar, namun guru dan pendidik
lebih penting dari keduanya. “Tidak siapa
pun yang mengerti pendidikan,
meletakkan guru sebagai unsur
pendidikan yang tidak bermakna, dari
zaman ke zaman guru menjadi pemegang
peranan terpenting dalam proses
pendidikan. Guru dapat mengantar
suasana belajar menjadi favorable,”
katanya.

Dia menekankan, guru mesti dihargai
dan dihormati dalam arti seluas-luasnya.
Namun, diingatkan, dalam menetapkan
guru sebagai pelaku didik harus melalui
proses seleksi yang jelas, berdasar cita-
cita dan tujuan pendidikan. Sebab, kalau
tidak, dari guru juga akan dapat
menciptakan berbagai aktivitas yang
kontra produktif terhadap makna dan
tujuan pendidikan. Berbagai kejadian
sering kita temukan dalam pengalaman
mendidik keseharian dalam sekolah
maupun kelas.

Guru dalam kegiatannya sebagai pelaku
didik, akan meningkat kualitasnya jika
selalu tampil sebagai the facilitator
dalam elemen dasar action learning,
pada pembimbingan team (grup peserta
didik) dalam menghadapi problem
belajar, menciptakan tim mampu
bertanya dan berproses merefleksi
problem, memfasilitasi tim untuk
memiliki kebulatan tekad (resolusi)
mengambil tindakan, dan memfasilitasi
tim agar selalu memiliki komitmen
belajar yang tinggi.

Belakangan ini, di zaman kebebasan
dan reformasi, guru justru dapat
menciptakan suasana kontraproduktif
dalam pelaksanaan proses belajar
mengajar. Guru dapat menciptakan libur
total pada hari-hari yang mestinya untuk
belajar, hanya karena dorongan
kebebasan menyampaikan pendapat
berbentuk demonstrasi yang memakan
waktu lama dan melibatkan seluruh guru
dan murid dari segala lapisan yang ada
dalam satu wilayah pemerintahan daerah.

Menurutnya, biasanya guru, dalam
memecahkan problem, selalu tampil
dengan metode pendidikan yang elegan,
baik berupa tekanan maupun dukungan
terhadap orang lain yang dihadapi,
namun kenyataan yang berjalan di
sebuah wilayah daerah di Indonesia yang
sedang terjadi adalah pemogokan proses
belajar mengajar, bahkan mendapat
dukungan dari berbagai pihak yang
mestinya ikut menyelesaikan persoalan
yang sedang terjadi. “Semoga semua itu
dapat dijadikan pelajaran bagi semua
pihak, dan “peradaban” the end justifies
the means tidak merasuk ke dalam
tataran kehidupan unsur pokok
pengemban pendidikan,” katanya.

Masalah lainnya adalah keseimbangan
dana. Menurut Syaykh, dalam
menghadapi Indonesia modern, tuntutan
masyarakat terhadap pemerintah
semakin meningkat, dalam bentuk
peningkatan anggaran pendidikan.
Memang idealnya anggaran pendidikan
yang disediakan pemerintah harus
setinggi mungkin. Namun jika itu
dilaksanakan juga, akan menjadi satu
dilema. Sebab untuk memenuhi anggaran
belanja dan pendapatan, pemerintah
belum siap memerintah tanpa utang luar
negeri. Itu artinya semakin ditingkatkan
berbagai macam anggaran perbelanjaan,
semakin membengkak jumlah utang yang
akan ditanggung oleh rakyat, dan
semakin dalam jurang kemiskinan rakyat
Indonesia.

Dalam hal ini, kata Syaykh, rakyat
Indonesia pun terbagi menjadi berbagai
sikap. Ada yang bersikap segala sesuatu
mborongkerso apa yang telah disikapi
oleh pemerintah. Ada pula yang bersikap
segala sesuatu yang dilakukan oleh
pemerintah selalu tidak cocok bagi
pemikirannya, namun tidak pernah
menampilkan jalan keluar, atau jalan
keluarnya hanya berbentuk kritik dan
kritik, yang kalau kritiknya itu diserahkan
kepadanya untuk melaksanakannya in
action juga tidak dapat dilakukannya.

Namun, kata Syaykh lebih lanjut, pasti
ada sekelompok bangsa Indonesia yang
sanggup dan dapat berbuat
menggabungkan dua kelompok yang
berbeda dalam menghadapi problem
pendanaan pendidikan Indonesia modern
yang dicita-citakan bersama tersebut.
Yakni membuat anggaran pendapatan
dan belanja pendidikan yang seimbang:
Yang tidak menyerahkan kepada utang
luar negeri saja, tapi juga tidak hanya
terus-menerus menekan pemerintah
untuk menaikkan anggaran pendidikan
dengan tanpa mau tahu apa yang
diperbuat.

Syaykh mengutip nasihat tetua bangsa
Indonesia dalam soal pendidikan kepada
bangsanya agar mampu tampil: Ing
ngarso sung tulodo Ing madyo mangun
karso Tutwuri handayani (Ki Hajar
Dewantara). Menurut, Syaykh, nasihat ini
sepertinya diartikan dalam ruang lingkup
sempit oleh bangsa Indonesia. Biasanya
hanya dipergunakan dalam urusan guru,
bahkan lebih sempit lagi untuk guru yang
sedang mengajar dalam kelas.

Padahal, katanya, kalau kita semua
mencerna secara mendalam nasihat itu,
cakupannya amat-sangat luas. Termasuk
juga dalam urusan mencipta,
menggerakkan, dan menata segala
sesuatu yang berkenaan dengan urusan
pendidikan secara luas, termasuk di
dalamnya adalah urusan pendanaan
pendidikan. Menciptakan dana penuh
kemandirian, menggerakkan dana
pendidikan pada gerakan yang sihat dan
tepat, dan menata serta mengelola dana
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pendidikan secara jujur dan tepat
sasaran.

Di Indonesia ini, katanya, pasti masih
banyak yang miskin, tapi tidak sedikit
orang kaya, dan banyak juga warga
bangsa yang memiliki jiwa mandiri dan
bebas yang penuh semangat
entrepreneurship. “Jika hal itu
diseimbangkan dalam satu ikatan
kebersamaan menghadapi problem
pendidikan Indonesia modern, pasti akan
dahsyat hasilnya,” ujarnya.

“Kepada kelompok bebas, mandiri, dan
berjiwa entrepreneur, mari kita mulai
melangkah memberi keberpihakan
berupa pertolongan yang real bagi
sebagian besar rakyat Indonesia yang
masih tergolong miskin agar mereka
selamat dan terbebas dari kebodohan
sebab jika itu tidak dapat dengan segera
kita lakukan, sebagian kecil orang kaya
Indonesia juga menjadi tidak selamat,”
kata Syaykh.

Ia mengutip Presiden AS John F.
Kennedy yang pernah mengingatkan
bangsanya, “Jika kelompok masyarakat
bebas tidak dapat menolong sebagian
besar orang miskin, maka mereka pun
tidak dapat menyelamatkan sebagian
kecil orang kaya.”

Syaykh berkeyakinan bangsa ini dapat
menjalankan berbagai pesan tokoh
kemanusiaan yang telah disampaikan
tadi, sekalipun kita begelimang hidup di
tengah-tengah zaman Indonesia yang
serba nyungsang, yakni zaman: Ing
ngarso mangun karso, ing madyo
numpuk bondo, tutwuri hanjegali. Kalau
dibahasakan dalam bahasa halusnya
adalah zaman bid’ah dari pesan
leluhurnya yang agung.

Image Sekolah Berkualitas
Syaykh Al-Zaytun juga memberi

gambaran tentang pendidikan (sekolah)
Indonesia modern, sebagaimana
dirintisnya di Al-Zaytun ini. Menurutnya,
pendidikan dan sekolah akan sangat
memengaruhi pada pembentukan
perilaku peserta didik dan jalannya
proses pendidikan formal. Karenanya
pendidikan (sekolah) Indonesia modern
kini dan mendatang harus selalu up to
date dan berkualitas, tidak boleh asal-
asalan dalam segala seginya. Sekolah
Indonesia harus memiliki citra/image
sebagaimana image yang dimiliki oleh
sekolah berkualitas antarbangsa.

Syaykh menyebut image sekolah yang
berkualitas biasanya selalu menampilkan
school-image seperti berikut: Pertama,
School as a factory (sekolah laksana
perusahaan). Metafor sekolah laksana
perusahaan menekankan suatu image
pada teori pendidikan dan praktik.
Metafor perusahaan, karena sifatnya
memproduksi massal, teknik jaringan
pemasangan (assembly) dan quality
control. Kepala Sekolah sebagai manajer,
guru sebagai karyawan dan murid sebagai

produk yang harus digerakkan dan
dibentuk.

Kedua, School as a hospital (sekolah
laksana rumah sihat). Metafor a hospital
untuk sekolah adalah dalam
membedakan manajemen dan putusan-
putusan profesional, laksana hospital
dalam pengajaran diagnosis perspektif,
pengajaran individu dan sederet tes serta
pendekatan yang bersifat klinik.

Ketiga, School as a log (sekolah laksana
log), mengacu kepada bentuk sekolah
klasik di mana dasar-dasar yang
ditekankan, guru diberi penghormatan
dan status yang tinggi, diseleksi secara
cermat dan ditunjang dengan materi dan
sumber-sumber lainnya.

Keempat, School as a family (sekolah
laksana keluarga), menunjukkan bahwa
murid harus dilayani/diperlakukan
sebagai individu yang utuh, seluruh anak
didik, harus dididik dan mereka tidak
dipaksa sebelum mereka siap. Model ini
mengasumsikan bahwa hubungan antara
guru dan murid adalah paling penting
dalam kegiatan pendidikan di sekolah.

Kelima, School as a war zone (sekolah
laksana zona perang), metafor ini
menggambarkan antara konflik dan
damai dan aksi agresif merupakan bagian
yang diharapkan dalam kehidupan
sekolah dan kelas. Kalah dan menang
lebih penting dari pada cooperation and
accommodation.

Keenam, School as a knowledge work
organization (sekolah sebagai organisasi
kerja ilmu pengetahuan). Sekolah sebagai
tempat kerja merupakan pandangan yang
paling banyak dianut. Dikuatkan dengan
adanya berbagai pekerjaan tugas dari
sekolah, berupa pekerjaan rumah,
pekerjaan kelas, dan pekerjaan lainnya.
Karenanya, sekolah sebagai organisasi
kerja ilmu pengetahuan. Peserta didik ke
depan akan menjadi pekerja ilmu
pengetahuan (knowledge workers).

Mencipta dan mewujudkan image atau
citra pendidikan Indonesia modern
seperti yang diurai tadi, merupakan
usaha besar yang wajib ditempuh oleh
seluruh kekuatan warga bangsa Indonesia
tanpa terkecuali, pemerintah, swasta,
pemimpin dan rakyat, kaya dan miskin.
Dengan image pendidikan seperti itu,
maka sekolah dan pendidikan Indonesia
modern merupakan proses pendidikan
terbuka yang mudah dimasuki dan
menerima ide-ide dan konsep-konsep
baru yang selalu muncul.

Menurut Syaykh, sejarah pendidikan
Indonesia selama ini belum
mempersiapkan siswa untuk berpikir dan
bersikap mandiri yang kreatif, seperti
image sekolah yang diuraikan tadi. Yang
dikembangkan selalu mengarah kepada
penguasaan sesuatu yang dipersiapkan
untuk menjadi pegawai yang setia dan
patuh, bukan pengembangan kecerdasan,
kepekaan, dan kesadaran sebagai
entrepreneur.
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 Syaykh berharap, mari semua itu kita
jadikan masa lalu dan kita tinggalkan.
Sebab bangsa yang tidak sanggup dan
siap meninggalkan masa lalunya, itu
merupakan pertanda bahwa bangsa
tersebut tidak berkeinginan untuk
menampilkan generasi yang kuat,
berketahanan fisik, berkecerdasan pikir
dan berkecepatan reaksi.

“Mari kita tinggalkan paradigma
pendidikan Indonesia masa lalu, dan kita
persiapkan bangsa ini melalui
pendidikan, agar mereka mampu menjadi
leader (pemimpin) yang sesuai dengan
ciri kepemimpinan abad ini. Minimal
untuk memimpin dirinya sendiri,”
serunya.

Arah dan Kurikulum
Arah dan tujuan Al-Zaytun adalah:

Mempersiapkan peserta didik untuk
berakidah yang kokoh kuat terhadap
Allah dan syari’at-Nya, menyatu di dalam
tauhid, berakhlakul karimah, berilmu
pengetahuan luas, berketerampilan tinggi
yang tersimpul dalam ‘bashthotan fil ‘ilmi
wal jismi’ sehingga sanggup siap dan
mampu untuk hidup secara dinamis di
lingkungan negara bangsanya dan
masyarakat antarbangsa dengan penuh
kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi
maupun ukhrawi.

Dalam mencapai arah dan tujuan itu,
bentuk kurikulum yang diberikan di Al-
Zaytun ini adalah kurikulum pendidikan
Islam (bagi santri muslim) umum secara
komprehensif dan modern yang selalu
sensitif dan tanggap terhadap
perkembangan zaman. Spesifikasi dan
ciri khasnya adalah penguasaan Alquran
secara mendalam, terampil
berkomunikasi menggunakan bahasa-
bahasa antarbangsa yang dominan,
berpendekatan ilmu pengetahuan,
berketerampilan teknologi dan fisik,
berjiwa mandiri, penuh perhatian
terhadap aspek dinamika kelompok dan
bangsa, berdisiplin tinggi serta
berkesenian yang memadai.

Sebagaimana dirasakan bahwa
Indonesia secara realita masih tertinggal
dari sisi ekonomi, teknologi dan ilmu
pengetahuan. Maka Al-Zaytun ini
menitikberatkan kurikulumnya kepada
pencapaian ilmu dan teknologi yang
dijiwai dengan iman dan takwa.

Menurut Syaykh, menitikberatkan
kurikulum pada masalah ilmu
pengetahuan, ekonomi dan teknologi bagi
Al-Zaytun adalah suatu keharusan. “Bila
tidak, akan berkepanjangan kita ini
menjadi pewaris kebodohan dan
kemiskinan, yang menurut bahasa Allah
dalam Alquran generasi Dzurriyah
Dli’afan, yang siapa pun akan merasa
takut dan cemas bila itu terjadi,” kata
Syaykh.

Dari aksentuasi kurikulum yang
memadukan ilmu pengetahuan,
teknologi, iman dan takwa kepada Allah,

maka Al-Zaytun dirancang harus mampu
berjalan di atas sistem yakni tidak boleh
melangkah tanpa persiapan (moral-
material) program yang jelas dan kontrol
yang pasti. Tiga item ini harus berjalan
menyatu menjadi satu kesatuan yang
harus ditempuh. Tidak ada yang utama
dan terutama dan jika salah satu
dikesampingkan, gagallah
pencapaiannya.

Untuk menjalani sistem ini, Al-Zaytun
tidak berdiri sendiri atau bekerja
sendirian melainkan selalu bekerja sama
dengan lembaga-lembaga pendidikan
Islam dan lembaga pendidikan non-Islam
yang telah ada dengan selalu mengacu
pada bimbingan-bimbingan instansi
terkait sehingga akan terwujud kesamaan
dan kebersamaan dalam menyikapi
perbaikan mutu pendidikan di Indonesia.

Menurut Syaykh, menghadapi
tantangan besar wajib dengan persiapan,
sebab kerja besar tanpa dipersiapkan
lebih cenderung gagal. “Kita sudah
pahami bahwa tantangan besar itu wajib
dihadapi dan diatasi. Maka persiapan
untuk menghadapi itu menjadi wajib pula
adanya,” katanya.

Untuk itu, di sisi persiapan moral-
material, para perintis dan pendiri Al-
Zaytun telah siap moral-spiritual, dengan
selalu berpadu kepada petunjuk dan
bimbingan Allah serta bimbingan dan
arahan dari para pimpinan serta
cendikia-cendikia Indonesia maupun
antarbangsa. Sebab mereka sadar
sesadar-sadarnya keterbukaan moral-
spritual untuk menuju sesuatu yang besar
itu merupakan landasan dari segala
bangunan yang akan ditegakkan di
atasnya.

Dari sisi persiapan material juga tidak
kalah pentingnya harus ditempuh.
Karena, kata Syaykh, bila kami hari ini
mempersiapkan sarana pembelajaran,
baik itu gedung-gedung untuk
kepentingan kelas pembelajaran, asrama-
asrama, perpustakaan dengan segala
kelengkapannya, laboratorium, bengkel,
sarana olahraga dan lahan-lahan
praktikum, semuanya adalah hanya untuk
menuju kepada perbaikan kualitas
pendidikan umat Islam, bukan mengarah
kepada kemewahan.

Juga bukan berarti Al-Zaytun akan
menuju kepada prinsip bisnis pendidikan
atau komersialisasi pendidikan, yakni
pendidikan biaya mahal yang pada
akhirnya hanya dapat ditempuh oleh
kelompok-kelompok elit yakni kelompok
yang berkemampuan saja. Sehingga cita-
cita perbaikan kualitas pendidikan umat
Islam akan menjadi lambat tercapainya.

“Insya Allah, sosialisasi Al-Zaytun ini
tetap berorientasi kepada hakikat
kemanusiaan, yang tidak membeda-
bedakan status sosial keadaan manusia
itu sendiri, kaya, miskin, bodoh, pintar
dan sebagainya. Semua input (santri)
akan ditampung berdasarkan

kebersamaan yang saling menjunjung
tinggi dan memahami hakikat masing-
masing, namun sudah barang tentu akan
ditempuh penyaringan-penyaringan
secara wajar berdasarkan persiapan yang
tersedia,” jelas Syaykh Al-Zaytun.

Dalam usaha mencapai tujuan
pendidikan yang telah digariskan, kata
Syaykh, kita tidak boleh bersikap
tradisional, yang selalu dengan serta
merta menolak perkembangan (yang
tidak terbendung). Sikap tradisional,
yang selalu khawatir terhadap cepatnya
perubahan dan kemajuan zaman, yang
selalu membanding-bandingkan masa
lalu yang serba lamban.

Syaykh berprinsip untuk mencapai
tujuan pendidikan yang telah digariskan
itu, harus terampil memperbaharui
secara berkelanjutan terhadap praktik-
praktik lama yang telah kedaluarsa, yang
selanjutnya perubahan dan pembaruan
yang dilaksanakan itu dapat
menghasilkan perkembangan sikap atau
budaya yang bermakna.

 Kurikulum Al-Zaytun menganut
flexible and integrated curriculum
(kurikulum yang fleksibel dan
terintegrasi). Merupakan kurikulum
pendidikan yang komprehensif, modern
dan selalu sensitif serta tanggap terhadap
perkembangan zaman, sehingga selalu up
to date (‘ashry) adanya. Kurikulum
tersebut dititikberatkan kepada
pencapaian ilmu dan teknologi yang
dijiwai dengan iman dan takwa kepada
Allah.

Sejak mula Al-Zaytun telah
menerapkan kurikulum yang terintegrasi
dan fleksibel. Terintegrasi bermakna
mengadopsi keseluruhan kurikulum
pendidikan nasional (Diknas tahun 1994)
dan kurikulum Departemen Agama dan
ditambah lagi dengan kurikulum muatan
lokal seperti tahfidh Alquran,
pendalaman bahasa, pembahasan Kitab
Kuning, jurnalistik dan metodik didaktik.
Ketiga kurikulum yang terintegrasi itu
diterapkan dengan menyesuaikan waktu
yang tersedia serta pencapaian yang
dikehendaki sesuai visi dan misi
pendidikan Al-Zaytun.

Pertanyaan muncul, mampukah
peserta didik mengikuti 21 sampai 26
mata pelajaran setiap pekan? Ternyata,
dengan sistem berasrama, efektivitas
waktu dapat dimaksimalkan dengan tidak
mengesampingkan kesihatan dan jiwa
berkesenian bagi peserta didik. Terbukti
juga bahwa prestasi peserta didik juga
cukup memuaskan. Belum lagi, hanya
dalam beberapa tahun telah banyak di
antara peserta didik yang berhasil
menghapal Alquran 30 juz dari waktu
enam tahun yang ditargetkan.

Sedangkan kurikulum fleksibel
bermakna, bahwa kurikulum yang
diterapkan menerima koreksi dan
perubahan-perubahan sesuai dengan
target yang akan dicapai. Dalam kaitan
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ini kurikulum dikombinasikan
dengan kehidupan kepesantrenan
yang selalu sensitif dan toleran
dalam menyikapi berbagai
perkembangan dan kemajuannya.
Dalam hal ini para pelaku didik
melakukan evaluasi setahun sekali
melalui Sidang Litbang Al-Zaytun.

Sistem Pembelajaran
Sementara itu, sistem

pembelajaran Al-Zaytun menganut
sistem semester. Awal tahun
pembelajaran adalah pada setiap 1
Juli, semester ganjil dihitung mulai
1 Juli sampai dengan akhir
Desember dan mendapatkan libur
belajar semester ganjil selama 1
bulan (30 hari). Lalu, semester
genap dimulai pada Januari sampai
dengan akhir Juni dan
mendapatkan libur belajar semester
genap selama 1 bulan penuh (30
hari).

Anggaran waktu pengajaran
dengan sistem semester ini telah
diperhitungkan dengan matang.
Sistem semester ini membuat
peserta didik lebih terkonsentrasi
karena tidak banyak terganggu
dengan banyaknya hari libur dan
banyaknya ujian yang diikuti.
Kalender pembelajaran pun telah
ditetapkan enam tahun ke depan.
Hari dan tanggal berapa peserta
didik akan menamatkan sekolahnya
pada akhir kelas VI pun telah dapat
dilihat pada tahun pertama. Al-
Zaytun tidak meliburkan muridnya
pada bulan Ramadhan. Al-Zaytun
berprinsip menjadikan bulan
Ramadhan sebagai sarana untuk
menempa mentalitas peserta didik.

Dirjen Dikdasmen, Dr. Indra
Djati Sidi, ketika berkunjung ke Al-
Zaytun pada tanggal 29 Juli 2000,
mengatakan, performa kurikulum
yang dikembangkan di Al-Zaytun
sudah bagus, ditambah dukungan
komunitas yang sudah siap.
Komponen-komponen
pendukungnya pun sudah ada di
dalam kompleks Al-Zaytun
sehingga menjadikan kinerja
pelaksanaan program bertambah
kuat. “Saya belajar banyak di sini.
Saya kira apa yang sudah
diterapkan di sini bisa ditiru di
tempat lain. Saya sangat respek,”
puji Indra Djati Sidi.

 “Di sini langkah dan inisiatifnya
luar biasa”, kata Dr. Indra Djati
Sidi. Menurutnya, dengan
kelebihan-kelebihan yang ada di Al-
Zaytun bukan suatu hal yang tidak
mungkin bahwa sistem, metode dan
kurikulum yang saat ini sedang
diterapkan akan diikuti oleh
lembaga-lembaga lain. Atau
bahkan, diadopsi negara. “Al-

Zaytun punya model dan sistematika
yang khas. Model yang patut ditiru,
dipelajari, disistematisasikan dan
dikembangkan dengan mekanisme yang
berkelanjutan,” tegasnya.

Pengakuan atas keunggulan pendidikan
di Al-Zaytun ini juga tercermin dari
akreditasi yang dikerluarkan oleh Kantor
Wilayah Departemen Agama RI Provinsi
Jawa Barat bagi jenjang Pendidikan Al-
Tsanawi dengan Status Akreditasi Diakui,
tak sampai tiga tahun setelah Al-Zaytun
beroperasi, tepatnya pada tanggal 04
Februari 2002 dengan Nomor : W1/1/
PP.03.2/476/2002.

Jenjang Pendidikan
Di samping itu, Al-Zaytun menetapkan

pendidikan formal dengan jenjang yang
tak terputus untuk mencapai arah dan
tujuan one pipe system education, yang
diwujudkan dalam pelaksanaan
pendidikan dari kelas satu hingga kelas
dua puluh. Jenjang pendidikan itu
dimulai pada: Pertama, tingkat dasar
(elementary) yakni tahun pertama hingga
tahun keenam, umur 6-12 tahun; Kedua,
tingkat menengah (Secondary and Senior
High School) yakni tahun ketujuh hingga
tahun ke-12, umur 13-18 tahun; Ketiga,
tingkat S1 yakni tahun ke-13 hingga tahun
ke-15, umur 19-21 tahun; Keempat,
tingkat S2 yakni tahun ke-16 hingga
tahun ke-17, umur 21-23 tahun; dan
Kelima, tingkat S3 yakni tahun ke-18
hingga tahun ke-19, umur 24-26 tahun.

Jenjang pendidikan tersebut antara
lain: 1) Al-Ibtidai, 2) Al-’Idadi, 3) Al-
Tsanawi, 4) Al-Wustho, 5) Al-’Ali dan 6)
Al-Jami’ah. Bagi tingkat Tsanawi yang
tidak mampu (dikarenakan keterbatasan
kemampuan dan lain sebagainya)
mencapai tingkat Al-Wustho, diarahkan
kepada vocational, keterampilan, atau
kejuruan. Sementara untuk jenjang Al-
Jami’ah penyelenggaraannya berdasar
prestasi selektif.

Diharapkan dengan menempuh sistem
jenjang pendidikan seperti ini, akan
didapatkan kader-kader bangsa yang
terdidik secara formal yang terprogram
dengan baik, tidak terputus masa
pembelajaran dan pendidikannya.
Sehingga dalam umur emasnya mereka
telah mampu menyelesaikan pendidikan
formal dengan memiliki kecerdasan yang
terlatih, kebajikan dan kebijakan yang
tinggi serta ilmu pengetahuan dan
teknologi yang mumpuni. Karenanya,
pada usia produktif, mereka dapat
mengabdikannya kepada nusa dan
bangsanya serta umat manusia pada
umumnya dengan penuh tanggung
jawab.

Sementara, dalam penjabaran teknis
sistem pendidikan nasional, siswa
setingkat SLTA dijuruskan sesuai dengan
minat dan kemampuannya yakni IPA dan
IPS, begitu juga di Al-Zaytun. Namun
untuk menentukan detail penjurusan itu

LLLL L
E

N
T

E
R

A
E

N
T

E
R

A
E

N
T

E
R

A
E

N
T

E
R

A
E

N
T

E
R

A

40

Mutiara Pemikiran Syaykh Al-Zaytun

di Al-Zaytun, dilakukan secara khusus
oleh tim penyeleksi.

Ada beberapa pertimbangan yang
dijadikan landasan penjurusan siswa-
siswa tersebut, di antaranya, nilai
akademis, keinginan (minat) santri, hasil
penelitian tim seleksi tentang nilai
akademis dan minat santri serta hasil
penelitian tim yang dikonsultasikan
kepada orang tua santri. Termasuk di
dalamnya hasil tes IQ yang diujikan
kepada santri kelas tertinggi oleh tim
psikolog Al-Zaytun.

Selain itu diberi juga peluang kepada
santri untuk menentukan pilihan
jurusannya. Namun, pada akhirnya
secara bijak santri harus mengetahui
kemampuan yang dimilikinya. Walaupun,
kata Syaykh dalam taushiyahnya tentang
penjurusan, dalam penentuan penjurusan
ini tidak terlalu terpaku hanya pada nilai
akademik yang dicapai oleh santri,
meskipun tidak bisa juga berpaling dari
nilai akademik itu. Menurutnya, nilai
merupakan indikator seseorang bisa
masuk ke bidang studi yang disukainya,
indikasinya terlihat dari pencapaian nilai
akademik.

Penjurusan dan Klasifikasi
Sementara itu, penjurusan dimulai

secara bertahap dari kelas 10 dan 11,
setara dengan kelas I di tingkat SMU atau
Madrasah Aliyah. Penjurusan pada kelas
IV masih bersifat semi penjurusan. Pada
kelas V bersifat penjurusan sepenuhnya.
Penjurusan disesuaikan dengan
perkembangan kurikulum nasional. Jadi,
walaupun akreditasi diberikan oleh
Departemen Agama, perihal penjurusan
menyesuaikan kurikulum tingkat Aliyah
dengan pengayaan khas Al-Zaytun.

Selain sistem penjurusan, juga dikenal
pengklasifikasian santri atas 5 (lima)
grade berdasarkan nilai akademis yang
diperolehnya yaitu Kelas Khusus (kelas B)
dengan nilai rata-rata lebih besar atau
sama dengan 9; Kelas Baik (kelas C)
dengan nilai rata-rata 8 hingga 8,99;
Kelas Sedang (kelas D) dengan nilai rata-
rata 7 hingga 7,99; Kelas Cukup (kelas E)
dengan nilai rata-rata 6 hingga 6,99 dan
Kelas Kurang (kelas F) dengan nilai lebih
kecil atau sama dengan 6 (yang kini telah
berubah, kelas F ditiadakan dan sekarang
menganut sistim tinggal kelas/tidak naik
kelas).

Pengklasifikasian ini merupakan
bagian upaya untuk meningkatkan
kualitas akademik para santri secara
optimal. Dalam rangka pengklasifikasian
ini, penempatan kamar di asrama pun
diperhatikan. Sistem klasifikasi penghuni
kamar juga disesuaikan dengan
klasifikasi kelas, namun faktor
keberagaman asal daerah tetap menjadi
pertimbangan. Cara ini memudahkan
pembinaan akademis pada saat belajar di
kamar yang dilakukan pada pukul 20.00
hingga 22.00. 
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Komunitas Muslim Inggris Makin Terpinggirkan

Pihak berwenang Inggris berhasil
menggagalkan serangan teroris di Bandara
Heathrow, London. Beberapa orang
tersangka berhasil ditangkap. Para
tersangka tersebut adalah penduduk
Inggris-Muslim yang sudah lama tinggal di
Inggris. Mengapa mereka tidak
menganggap Inggris seperti rumah mereka
sendiri dan malahan menyerang negeri
tempat dimana mereka dibesarkan?

andara Heathrow di
London pada hari
Kamis (10/8) yang
lalu menjadi pusat

perhatian dunia setelah tersiar
kabar akan terjadi peledakan
pesawat tujuan ke Amerika
Serikat dari Inggris oleh ke-
lompok teroris dengan meng-
gunakan bom cair. Kepanikan
terjadi, pengamanan diper-
ketat, dan jadwal penerbangan
hari itu pun terpaksa harus
dibatalkan. Berkat aksi cepat
dari pihak berwenang Inggris
maka rencana teror pun ber-
hasil digagalkan. Pihak ber-
wenang Inggris juga berhasil
menangkap 24 tersangka, sa-
lah satunya dilepaskan bebe-
rapa waktu kemudian. Ke-
banyakan tersangka yang ter-
tangkap berasal dari London,
meskipun 6 orang ditangkap di
High Wycombe, sebuah kota
yang terletak antara London
dan Oxford, dan dua orang
lainnya ditangkap di Birming-
ham. Seorang pejabat Inggris,
seperti yang ditulis TIME,

mengatakan bahwa kelompok
tersebut sudah dipantau se-
lama lebih dari satu tahun dan
mereka berencana mengguna-
kan cairan yang seakan-akan
tidak berbahaya untuk kemu-
dian diracik menjadi bom dan
akan diledakkan di dalam pe-
sawat dengan menggunakan
mesin pemutar MP3 (iPod)
dan alat lainnya.

 Melihat rencana teror dan
adanya kesamaan dengan pe-
ristiwa teror sebelumnya se-
lama dua dekade terakhir, ada
dugaan kuat bahwa pelaku aksi
teror di negeri Union Jack itu
tidak bertindak sendirian.
Pejabat pemerintahan Inggris,
seperti yang ditulis TIME,
mengatakan bahwa ada ang-
gota jaringan al-Qaeda yang
terlibat. Orang yang diduga
berhubungan dengan al-Qaeda
dan yang menjadi otak ren-
cana serangan bom di bandara
Heathrow adalah Rashid Rauf,
penduduk Inggris keturunan
Pakistan, yang beberapa tahun
lalu memutuskan kembali ke

Pakistan setelah terjadi pem-
bunuhan atas pamannya. Se-
belum Polisi Inggris melaku-
kan penangkapan terhadap
para tersangka serangan bom
di Bandara Heathrow pada
tanggal 10 Agustus, beberapa
hari sebelumnya yaitu pada
tanggal 4 Agustus, Rashid Rauf
ditangkap di tanah leluhurnya,
Bahawalpur, Pakistan. Ia di-
tangkap ketika berada di Mar-
kas Jaish-e-Mohammed yang
merupakan jaringan al-Qeda
yang beroperasi di daerah
Kashmir. Seorang pejabat Pa-
kistan, seperti yang ditulis
TIME, mengatakan bahwa
Rauf dan kemungkinan ber-
sama dengan orang lain, telah
mengunjungi tempat dan o-
rang yang sama di Pakistan se-
perti yang pernah dilakukan
oleh dua dari pelaku bom bu-
nuh diri yang menguncang
London pada 7 Juli tahun lalu.

Tindakan teror yang dilaku-
kan oleh kelompok Muslim
radikal yang berada di Inggris,
seperti Rashid Rauf dan ter-
sangka lainnya, menunjukkan
bahwa Inggris telah menjadi
lokasi penting bagi kegiatan
terorisme internasional. Ada
sekitar 745.000 penduduk
Inggris keturunan Pakistan
yang menetap di Inggris, dan
tidak ada negara dalam dunia
berkembang yang harus ber-
urusan dengan arus informasi
dan ideologi pihak ekstremis
dari kelompok radikal yang
berada di Pakistan, seperti
yang dialami oleh Inggris.
“Masalah terbesar bagi Inggris
tidak hanya jumlah penduduk
Inggris keturunan Pakistan
Muslim yang ada di dalam
negara mereka, tetapi juga
bahwa orang-orang Muslim di
Inggris lebih senang berkomu-
nikasi dengan orang dan tem-
pat yang ada di Pakistan di-
bandingkan dengan komuni-
kasi yang mereka lakukan de-
ngan elemen masyarakat Ing-
gris,” kata pejabat pemerin-
tahan Perancis, seperti yang
ditulis TIME.

Pemikiran-pemikiran ke-
lompok ekstremis yang ada di
Pakistan tidak akan bisa ber-
kembang di Inggris jika “ta-
nah” di Inggris tidak memung-

kinkan hal itu terjadi. Kalau-
pun selama ini banyak pen-
duduk Inggris Muslim yang
membuka diri kepada kaum
garis keras itu karena mereka
merasa tidak diperhatikan
hak-haknya oleh pemerintah
Inggris. Sejak peristiwa 9/11
kelompok muslim di Inggris
boleh dibilang terpinggirkan
dari segi sosial dan ekonomi.
Ada kelompok-kelompok ter-
tentu yang menggulirkan citra
buruk terhadap Islam. Media
pers juga turut menyudutkan
komunitas Islam di Inggris
dengan menimbulkan sen-
timen anti-Islam di kalangan
masyarakat umum.

Selain itu, ada juga ketidak-
puasan dari komunitas Mus-
lim di Inggris akan kebijakan
luar negeri dari pemerintahan
Tony Blair yang mendukung
pemerintahan Amerika Serikat
di Afganistan, Irak, dan Timur
Tengah. “Di satu sisi pemerin-
tah Inggris tidak mengijinkan
seseorang membawa iPod ke
dalam pesawat terbang dengan
alasan dapat dijadikan sebagai
pemicu bom, tetapi di sisi lain
mereka mengijinkan Amerika
mengirimkan bom bagi Israel
supaya Israel dapat menghu-
kum Libanon karena telah
menahan dua tentara Israel.
Sepertinya pemerintah Inggris
memiliki standar ganda, dan
hal tersebut akan membuat
komunitas Islam di Inggris
semakin terisolasi,” kata Beena
Faridi, dari Britain’s Islamic
Human Rights Commission
seperti yang ditulis TIME.

Saat ini, ada hampir 2 juta
umat Muslim di Inggris. Jum-
lah ini membuat kelompok
Muslim di Inggris sebagai
kelompok minoritas terbesar
di Inggris. Walaupun demi-
kian, dari 19 kursi parlemen
yang disediakan untuk ke-
lompok minoritas, hanya dua
kursi yang mewakili umat Is-
lam sebagai yang paling besar
populasinya. Berbagai kondisi
ini membuat kelompok Mus-
lim di Inggris telah kehilangan
identitas karena tak punya
akar ke tanah asal, tapi tak
pula merasa diterima di tanah
rantau. Celah inilah yang diisi
kaum garis keras.  DAP

B

BERITA MANCANEGARA
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Mewujudkan Pelayanan Lebih Baik
Menjadikan KA semakin bagus. Obsesi Direktorat Jenderal
Perkeretaapian dalam membangun Perkeretaapian Indone-
sia.

inamika pembangunan Per-
keretaapian Indonesia ber-
kembang ke arah pelayanan
yang lebih baik. Hal itu tidak

lepas dari komitmen Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Departemen Perhubu-
ngan yang terus mengembangkan sarana
dan parasana, diantaranya makin ber-
tambahnya jumlah KRL yang akan me-
menuhi lalu lintas KA Jabotabek.

Berbagai jenis KA baru siap diluncurkan
tahun 2006 ini, di samping pengembangan
dan pembangunan prasarana baru jalur
ganda untuk meningkatkan kapasitas lintas
dan daya angkut kereta api. Termasuk
inovasi baru, berupa tiket elektronik.

Menurut H. Soemino Eko Saputro,
Dirjen Perkeretaapian Departemen Per-
hubungan mengungkapkan, berbagai pro-
gram dan aplikasinya terus bergerak maju
dan secara bertahap realisasinya bisa
dinikmati pengguna jasa KA. “Itu ko-
mitmen pemerintah secara berkelanjutan
berusaha memberi pelayanan optimal,”
kata Soemino kepada Samsuri dari
Berita Indonesia.

Bagaimana memberi pelayanan publik
yang sebaik b a i k n y a ,
k a t a
Soemino,
itu jadi
obsesi
k i t a ,
a p a

yang dilakukan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian arahnya menuju ke sana.
Maka, diharapkan dana APBN yang
dikucurkan pemerintah dapat mencer-
minkan performa perkeretaapian Indone-
sia yang semakin baik, seperti yang
diharapkan stake holder dan pengguna
jasa KA, sehingga target yang dicanang-
kan mendekati, seperti yang diharapkan,”
ungkap Komut PTKA itu.

“Saya optimis, suatu saat KA jadi prima-
dona angkutan massal yang andal dan
menjadi solusi terbaik bagi pengguna jasa
angkutan darat, maka pembangunan per-
keretaapian Indonesia perlu dukungan se-
mua pihak. Termasuk pengguna jasa agar
tertib dan tidak memaksakan naik KA
hingga ke atap-atap KA, ini membahaya-
kan penumpang itu sendiri,” ungkapnya.

Derap pembangunan jalur ganda, se-
misal Tanah Abang–Serpong ditujukan
untuk meningkatkan kapasitas lintas dari
89 KA menjadi 178 KA per hari. Jalur
ganda direncanakan beroperasi awal ta-
hun 2007. Dimana biaya keseluruhan
sebesar Rp. 388 miliar atau lebih besar
Rp 74 miliar dari anggaran yang dialokasi-
kan tahun 2006 sejumlah Rp 314 miliar

dan sisanya dimintakan ABT atau
APBN 2007.

Program pembangunan jalur
ganda tersebut mencakup;
jalur (track) 23 km, (Rp 112,1
miliar), jembatan 12 unit (Rp
51 miliar), overhead catenary
23 km (Rp 46 miliar), sub
stasiun 2 unit (Rp 50 miliar),
persinyalan dan telkom 5
stasiun (Rp 65 miliar), stasiun

10 unit (Rp 52,6

miliar), desain dan supervisi 2 paket (Rp
11,3 miliar).

Pembangunan yang mencakup penga-
daan 40 trainset KRL menambah 40 unit
KRL sehingga meningkatkan potensi 90 KA
perhari. Sedangkan pengadaan 40 trainset
KRL, menambah 160 unit KRL dan potensi
penambahan 320 nomor KA per hari.

Selain itu, akan dibangun jalur ganda
Duri-Tangerang, mencakup penambahan
65 menjadi 130 KA perhari. Di samping
peningkatan fasilitas stasiun dan kese-
lamatan loop line Jabotabek. Sedangkan
KA Bandara merupakan pembukaan
pelayanan baru Manggarai-Bandara
Soekarno Hatta.

Kemudian jalur ganda Manggarai-
Cikarang akan menambah kapasitas 375
menjadi 700 KA per hari. Jika selama ini
pelayanan KRL sampai Bekasi, sesuai
pembanguan double-double track (4 jalur
rel) antara Manggarai-Cikarang, maka
pelayanan KA komuter (KRL) diperpan-
jang sampai Cikarang. Sejalan dengan
pembangunan jalur ganda tersebut, akan
dilakukan pemisahan operasi KA komuter
dan antarkota.

Tiket Elektronik
Aspek peningkatan pelayanan melalui

penerapan tiket elektronik (e-ticketing)
kereta api Jabotabek. Menurut H. Soe-
mino Eko Saputro, dalam rangka penera-
pan layanan tiket elektronik ini, peme-
rintah telah memesan 160 gerbong kereta
api ber-AC (air conditioner) dari Jepang.

Dengan penggunaan gerbong yang lebih
nyaman, tidak ada lagi pembedaan kereta
api ekonomi dan non ekonomi. Memang
konsekuaensinya, harga tiket untuk
gerbong yang nyaman sedikit lebih mahal
dibanding menggunakan gerbong tanpa
air conditioner.

Untuk tahap awal diterapkan Februari
2007 pada jalur Tanah Abang-Serpong.
Sebelumnya akan dilakukan sterilisasi
setiap stasiun dan disediakan tempat-

tempat layanan elektronik
buat pe-

D

Soemino Eko Saputro: Peran kita mengejar, tidak menunggu. foto: berindo wilson
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numpang, mirip layanan busway. Soe-
mino berharap dengan penerapan tiket
elektronik ini, pembelian tiket dan pe-
numpang lebih tertib dan nyaman.

Dengan menggunakan layanan tiket
elektronik diharapkan tidak ada lagi pe-
numpang yang naik kereta tanpa membeli
tiket. Sistem ini akan menekan kebocoran
pendapatan dari penjualan tiket manual
yang selama ini diperkirakan mencapai
30%.

Sistem tiket elektronik, itu mengguna-
kan peralatan canggih seperti KA di ne-
gara maju, seperti di Jepang. Dengan me-
manfaatkan media kartu elektronik atau
layar sentuh. Sistem ini sangat mengu-
rangi intensitas pertemuan petugas KA
atau kondektur dengan penumpang KA,
merupakan solusi efektif mencegah kebo-
coran,” ungkap Soemino.

Maka, jelas Soemino, kebijakan kita ba-
gaimana meningkatkan peran KA sebagai
angkutan massal, kita mengejar tidak
menunggu. Peran kita harus meningkat,
ada tiga strategis, yakni peningkatan
pengembangan, aksestabilitas, pemba-
ngunan, aspek peningkatan keselamatan
dan pelayanan optimal, baik peningkatan
utilitas dan peningkatan kapasitas lintas
(pass block dan parsial double track).

“Dalam jangka pendek, menengah dan
panjang perhatian terhadap faktor kese-
lamatan selalu diutamakan, ketepatan
waktu, kapasitas terangkut dan keterpa-
duan intra antar moda, sasaran KA men-
jadi semakin bagus,” tutur Soemino.

Berpacu
Perhatian pada aspek sarana KA yang

makin ditingkatkan kapasitasnya, di sisi
lain, parasana juga ikut bergerak maju,
semisal pengembangan pembangunan
jalur ganda yang tersebar di berbagai

wilayah di Jawa dan Sumatera.
Dalam kesempatan berbeda, Setiawan

kuasa pengguna anggaran atau satuan
kerja pengembangan Perkeretaapian
Jabotabek (Tanah Abang-Serpong), se-
pendapat dengan penilaian bahwa pra-
sarana KA saat ini secara bertahap jauh
lebih baik dibanding tahun-tahun se-
belumnya.

Pemerintah telah menempuh berbagai
kebijakan serius guna membangun pra-
sarana KA. Misalnya, prasarana sudah tua
banyak diganti baru dan berbagai pem-
bangunan double track, diantaranya
Tanah Abang-Serpong.

Jika sebelumnya, bantalan rel dari kayu
diganti bantalan beton, semula jenis rel
(R-42 dan R-33) sekarang berubah men-
jadi R-54. Disadari, pembangunan dan
pengembangan prasarana KA butuh
waktu dan dana yang tidak sedikit.

Namun, secara bertahap prasarana KA
semakin tampak jauh lebih baik.

“Semua itu bukti konkret keseriusan
dan perhatian pemerintah terhadap pem-
bangunan prasarana kereta api,” tukas
mantan pimpro lintas timur yang mem-
beri dukungan terhadap pembangunan
dan pengembangan prasarana KA komu-
ter Surabaya-Sidoarjo yang diresmikan
Ibu Megawati saat menjabat Presiden.

Menyinggung target waktu penyele-
saian pembangunan double track Tanah
Abang-Serpong, ada kalangan yang ragu
bisa mencapai target yang ditetapkan
pemerintah. “Saya optimis target yang
diberikan pemerintah dapat tercapai, ini
merupakan kepercayaan dan amanah
yang diberikan kepada saya, untuk me-
lakukan pekerjaan sebaik-baiknya,” kata
Setiawan.

Secara fisik, ungkapnya, kondisi saat
ini, pembuatan jembatan, persiapan jalur
dan bantalan beton sebagian sudah siap,

sebagai kesiapan pemasangan rel KA. Di
samping pembangunan stasiun Serpong
yang representatif dan stasiun lain, antara
Tanah Abang- Serpong.

Bagaimanapun, lanjutnya, pembangu-
nan prasarana KA yang sesuai standar-
standar prasarana perkeretaapian inter-
nasional, khususnya pembangunan jalur
ganda Tanah Abang-Serpong, diharapkan
turut mendukung kelancaran operasional
KA, di samping pelayanan kepada peng-
guna jasa KA makin baik,” ungkap dia.

Dengan berbagai bukti, pemerintah me-
miliki obsesi dan kemauan politik yang
kuat untuk mengembangkan pembangu-
nan prasarana kereta api nasional. Dalam
mendukung percepatan pertumbuhan eko-
nomi dari jasa angkutan KA. Prasarana KA
yang memadai, akan dapat memberikan
kontribusi yang optimal kepada lalulintas
KA secara keseluruhan.  RI

Prasarana: Kesiapan pemasangan bantalan beton KA.

Persiapan: Pembangunan jembatan. foto: berindo samsuri

foto: berindo samsuri
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Menjaring Bakal Calon Gubernur DKI
Sejumlah nama bakal calon gubernur DKI Jakarta mulai
mengemuka. Parpol pun memasang strategi. Saling
mengintip bakal calon yang akan diusungnya.

emilihan Gubernur DKI Jakarta
baru akan dilakukan tahun de-
pan. KPUD pun masih belum
menunjukkan aktivitasnya. Na-

mun sejumlah nama bakal calon sudah
mengemuka. Mereka sudah mendekati
partai-partai politik sebagai kendaraan
politiknya menuju kursi orang nomor satu
di DKI Jakarta. Sederetan nama bakal
calon (balon) gubernur itu diantaranya
Agum Gumelar, Sarwono Kusumaat-
madja, Hidayat Nur Wahid, Fauzi Bowo,
Bibit Waluyo, Adang Daradjatun, Faisal
Basri dan Rano Karno. Beberapa kandidat
bahkan mulai melakukan aktivitas yang
mengarah pada pengenalan figur mereka
kepada warga masyarakat Jakarta.

Kegiatan ini tak hanya dilakukan para
bakal kandidat gubernur. Namun juga di
kalangan partai politik itu sendiri. Selain
menetapkan beberapa kriteria, sejak
beberapa waktu lalu sejumlah parpol
sibuk mengatur strategi menampung
nama-nama balon yang akan diusungnya
dalam pilkada nanti.

PDI-P dikabarkan sudah menampung
empat balon yakni Agum Gumelar, Sar-
wono Kusumaatmadja, Bibit Waluyo dan
Faisal Basri. Pengamat ekonomi Faisal
Basri mengaku memilih PDI-P karena
merupakan satu-satunya partai yang
membuka ruang pada siapapun. (Indo
Pos, 3/8)

Seperti halnya Faisal Basri, Bibit Walu-
yo juga menyatakan dirinya sudah bulat
untuk mencalonkan diri sebagai kandidat
gubernur melalui PDI-P. “Saya sudah bu-
lat untuk mencalonkan diri sebagai kan-
didat gubernur,” tegasnya. Tentang ketat-
nya persaingan dengan balon lain seperti
Agum Gumelar dan Sarwono, mantan
Panglima Kostrad dan Pangdam Jaya ini
menyerahkan sepenuhnya kepada PDI-P.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang
berlatarbelakang agamis ternyata lebih
cenderung mencari balon yang berlatar
belakang nasional ketimbang agamis atau
yang paralel lurus dengan garis partai. Apa
alasannya?

“Banyak alasan dan pertimbangannya,”
ujar Selamat Nurdin, Ketua Departemen
Kepeloporan pemuda Bidang Pembinaaan
PKS yang sekaligus Ketua Tim Verifikasi
Pemilihan Cagub dan Cawagub. Nurdin
menyebut salah satu alasan adalah gu-
bernur tepilih akan memimpin jutaan o-
rang dari latar belakang budaya dan
agama yang berbeda. “Di Jakarta orang-
nya beraneka ragam, sangat tidak mung-
kin kalau PKS ngotot untuk memilih ca-
gub dengan patokan agama,” ujarnya.

Anggota DPRD Jakarta itu berharap
Cagub yang diusung PKS nanti akan
mampu menetralisir semua permasa-
lahan tanpa harus melihat dari sisi agama
saja. “Nasionalis yang kami maksud yaitu

bisa memberi kebebasan pada masyarakat
Jakarta untuk bisa berkembang tanpa
harus melihat dikotomi agama yang
dianut,” paparnya.

Selain berjiwa nasional, calon yang
diusung partai ini juga harus berjiwa
reformis. Jika terpilih menjadi Gubernur
harus bisa membawa perubahan bagi kota
Jakarta ke arah yang lebih baik. Jika
kedua kriteria itu tidak dijalankan, ada
kekhawatiran Cagub itu hanya bisa ong-
kang-ongkang kaki menikmati keme-
nangan. Padahal melihat kondisi DKI
Jakarta, masih banyak yang harus diubah
dan digali untuk kepentingan masyarakat.
Lantas siapa calon yang akan diusung?

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan,
Adang Darajatun yang kini menjabat
Wakil Kepala Polri menjadi pilihan. Tapi
karena agenda pilkada masih jauh, PKS
belum berani menentukan apakah nanti-
nya Adang yang akan dipilih PKS untuk
maju dalam Pilkada 2007 atau ada figur
lain yang sejiwa dengan Adang. “Kita lihat
saja tanggal mainnya,” tandasnya.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Ahmad
Suaidy dalam suatu kesempatan menyata-
kan balon gubernur DKI dari PPP akan
dibahas dalam Muswil awal Sep 2006.
Kemungkinan hanya akan ada dua nama
balon. Nama itu akan dimunculkan ber-
tepatan dengan dibukanya pendaftaran
calon oleh KPUD awal tahun depan.
Sementara ini perhatian PPP terfokus
pada Fauzi Bowo dan Agum Gumelar.
Sedangkan nama Bibit Waluyo dicoret
karena yang bersangkutan sudah me-
lamar ke PDI-P.

P
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Tak Ada Calon Yang Dominan

Sementara Partai Golkar, sebagaimana
dituturkan Wakil Ketua Umumnya, Agung
Laksono, lebih mengarah kepada figur
Fauzi Bowo yang kini menduduki jabatan
sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
“Wacana yang berkembang di DPP Partai
Golkar mengarah pada Fauzi Bowo,” kata
Agung (Republika 15/8).

Namun sesuai ketentuan di Partai
Golkar, proses penetapan calon akan
dilakukan melalui proses konvensi. Dalam
proses konvensi ini, DPP memiliki 40%
suara, DPD I 20% dan DPD II 40%. Selain
itu juga akan melihat hasil survei lembaga
independen. “Kalau hasilnya sama akan
ditindaklanjuti,” tambahnya.

Alasan melirik Fauzi, karena dinilai
sukses mendampingi Sutiyoso dalam
menjalankan tugasnya. Fauzi juga di-
anggap sukses mengembangkan secara

sistemik pengembangan SDM di DKI
Jakarta. “Karena itu diharapkan Fauzi
bisa menduduki calon gubernur DKI dari
PG,” tambahnya.

Di kalangan DPD Partai Golkar, nama
Ade Supriyatna juga sempat mengemuka
sebagai balon Gubernur. Bahkan di DPD
II nama Ade lebih populer ketimbang
Fauzi Bowo. “Saya tidak mengatakan
siapa yang akan maju karena partai
sendiri belum menentukan. Semua harus
melalui mekanisme yang telah ditentukan
partai. Tapi Golkar akan tetap mem-
prioritaskan kader terbaiknya dulu untuk
maju,” kata Watty Amis SH dalam acara
kunjungan reses anggota F-PG DPR di
DPD II PG Jaksel (5/8). Kemungkinan
Partai Golkar bisa menentukan balon yang
diusungnya setelah Rapimda pada akhir
September mendatang.

Mencuatnya nama Ade yang kini men-
duduki kursi Ketua DPRD DKI Jakarta ke
bursa Pilkada DKI Jakarta sempat mem-
buat sewot Ketua DPD PDI-P Jakarta,
Agung Iman Sumanto. Pasalnya, partai
berlambang pohon beringin itu dinilai
mengingkari janji mendukung PDI-P
mengusung cagub dan cawagub di Pilkada
2007.

Sebelumnya, melalui koalisi kebangsa-
an yang dilakukan PDI-P dan Partai Gol-
kar berhasil mendudukkan Ade sebagai
Ketua DPRD DKI hasil Pemilu 2004.
“Kalau mau jujur, dengan tujuh suara
yang didapat Golkar, mustahil bisa men-
duduki pimpinan Dewan. Kalah jauh dari
Ahmad Heryana (F-PKS) yang menjadi
pemenang Pemilu 2004 yang lalu. Saya
hanya minta Golkar bisa bersikap elegan,”
kata Agung berharap.  SP

ari sekian banyak bakal calon Gubernur DKI
Jakarta, ternyata tidak ada yang lebih dominan.
Ini gambaran yang diperoleh berdasarkan hasil
jajak pendapat yang digelar Soegeng Suryadi Syn-

dicate.
Jajak pendapat untuk merekam “mimpi” warga Jakarta

terhadap gubernurnya mendatang dilakukan 12 -16 Juli lalu,
mencakup 1.250 orang warga Jakarta yang menjadi res-
pondennya. Mereka dipilih secara acak di 134 kelurahan dari
43 kecamatan yang ada di Jakarta.

Direktur Eksekutif lembaga ini, Sukardi Rinakit kepada pers
(15/8) mengungkapkan, ada lima besar balon gubernur yang
menonjol. Namun di antara mereka tak ada yang dominan.
Yakni Agum Gumelar di tempat pertama (17,56%), disusul
Hidayat Nur Wahid (17,39%), Sarwono Kusumaatmadja

(16.98%), Rano Karno (15,75%) dan Fauzi Bowo (15%).
Sedangkan untuk calon wakil gubernur, Faisal Basri menepati
urutan pertama dengan skor 24,40%. Disusul Rano Karno
(21,76%), Fauzi Bowo (20,45%) dan Siti Nurbaya (8,66%).

Kalangan responden tidak lagi mempersoalkan apakah
calon gubernur dan calon wagub itu dari kalangan militer atau
sipil. Mereka lebih menitikberatkan kepada kepribadian
(33,14%), kepemimpinan (28,77%), kepedulian ( 13,85%) dan
kepandaian (10,39%).

Berdasarkan jajak pendapat itu, masyarakat Jakarta
“memimpikan” lingkungan kota yang bersih, aman dan me-
miliki fasilitas umum yang nyaman. Mereka menginginkan
gubernur mendatang lebih memprioritaskan peningkatan
keamanan dan ketertiban umum, pembenahan lalu lintas,
serta penataan lingkungan kota.  SP

D
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Salah Prosedur,
RUU Perpajakan Terhambat
Pembahasan paket lima RUU Perpajakan terhambat
karena Menteri Keuangan terlanjur melakukan kesalahan
prosedur. Persoalan ini dikhawatirkan memperlama proses
perbaikan iklim usaha. Beruntung Presiden cepat
memperbaiki situasi, dengan menarik surat Sri Mulyani
Indrawati tertanggal 31 Mei 2006 itu.

ajak adalah sumber pendapatan
terbesar selama tahun 2007.
Target penerimaan pajak pada
R-APBN 2007 mencapai Rp

505,9 triliun, jauh naik dibandingkan
APBN-P 2006 yang hanya Rp 423,5
triliun.

Total penerimaan negara dari pajak dan
hibah tahun 2007 akan mencapai Rp
713,4 triliun, atau 20,2% dari PDB,
meningkat dari perkiraan 2006 yang
14,1% dari PDB. Rasio pajak sendiri turut
naik menjadi 14,3% dari PDB, dari sebe-
lumnya 13,7% tahun 2006.

Bila diperinci, penerimaan pajak selama
2007 bersumber dari pajak penghasilan
(PPh) migas Rp 39,19 triliun, PPh non
migas Rp 218,156 triliun, Pajak Pertam-
bahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM) Rp 21,26 triliun
bea pemilikan hak atas tanah dan bangu-
nan (BPHTB) Rp 5,38 triliun, dan pajak
lainnya Rp 3,15 triliun.

Lalu cukai, hanya memberikan kontri-
busi Rp 42,03 triliun, dan penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) hanya Rp
204,9 triliun, turun dari sebelumnya 2006
Rp 224,5 triliun.

Dari tiga komponen PNBP, bagian laba
BUMN merupakan kontributor terkecil
Rp 16,2 triliun. Total kontribusi BUMN
dalam RAPBN 2007 hanya Rp 21,7 triliun,
turun dari sebelumnya 2006 Rp 23,3
triliun.

Walau penerimaan pajak digenjot, dan
menjadi mesin uang terbesar bagi peme-
rintah, Sri Mulyani memastikan tarif
pajak tidak akan naik.

Dari sisi rate tidak ada keinginan
pemerintah menaikkan, terutama rate
pajak untuk PPN. Kebijakan yang ditem-
puh akan lebih ditekankan pada bidang
perundang-undangan, perbaikan admi-
nistrasi perpajakan, kepabeanan, serta
cukai. Lalu menekan angka kebocoran,
seperti cukai palsu.

Terganjal Kesalahan Prosedur
Pemerintah memperkiraan akan terjadi

perbaikan kondisi ekonomi makro selama
tahun 2007. Inilah alasan utama, me-
ngapa pemerintah optimistik meraih

pajak besar.
Optimisme ini nyatanya terganjal oleh

persoalan pembahasan paket lima RUU
Perpajakan yang kini macet total. Lima
RUU yang tergabung dalam satu paket
RUU Perpajakan itu, adalah RUU PPN,
RUU PPh, RUU Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Ke-
pabeanan, serta RUU Pajak dan Retribusi
Daerah.

Paket RUU ini dikenal sangat probisnis
sebab berani mengorbankan penerimaan
Negara, serta menawarkan berbagai
insentif pajak. Umumnya dunia usaha
terutama yang tergabung dalam Kadin
Indonesia ingin RUU ini cepat-cepat di-
sahkan.

Tetapi tiga RUU diantaranya meng-
alami kemacetan pembahasan, hanya
karena pemerintah terlanjur melakukan
pelanggaran prosedural saat Menteri

Keuangan Sri Mulyani Indrawati menarik
RUU ini dari pembahasan di tingkat satu
pada tanggal 31 Mei 2006 lalu.

Padahal, sesuai Tata Tertib DPR pasal
127 ayat 2, RUU yang sedang dibicarakan
di tingkat satu hanya bisa ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama DPR
dan Presiden.

RUU Pajak yang diajukan 31 Agustus
2005, berdasarkan surat Presiden No.R-

P

Berbagai Komentar
Soal RUU Perpajakan

M. Chatib Basri, Ketua Lembaga Penye-
lidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas In-
donesia (LPEM-UI): Revisi RUU Perpajakan itu
bagus, tetapi DPR malah meributkan prose-
dural. Setiap warga negara semestinya men-
dukung yang bagus. Mereka semestinya lebih
mendahulukan substansi. Pajak dan tenaga
kerja merupakan permasalahan paling penting
dalam investasi. Buktinya, banyak pengusaha
Jepang mempertanyakan kapan RUU Pajak
disahkan. Calon investor menunggu-nunggu itu.

MS Hidayat, Ketua Umum Kadin Indonesia:
Sementara kita siap pada 2007 mau starting
iklim investasi kondusif, tapi landasan per-
aturannya seperti RUU pajak, bea cukai,
investasi dan sebagainya belum selesai. Ini bisa
mengancam pertumbuhan ekonomi.

Chris Kanter, Wakil Ketua Umum Kadin In-
donesia: Bagi kami yang terpenting adalah
substansinya, sehingga itu harus diperjuang-
kan. Kadin akan membicarakan substansi itu
dengan fraksi dan Pansus DPR. Mengenai
prosedur, hal itu urusan DPR dan pemerintah.

Dradjad Hari Wibowo, Anggota Fraksi PAN
DPR RI: RUU Pajak sulit diselesaikan pada 1
Januari 2007 akibat adanya permasalahan
prosedural yang agak serius.

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI:
Kita sepakat bahwa pembahasan RUU Per-
pajakan diteruskan agar tidak terjadi ke-
salahpahaman antara pemerintah dan DPR.

Sri Mulyani Indrawati, Meteri Keuangan RI:
Yang penting sekarang ada dua. Prosedurnya
tidak salah sehingga RUU Perpajakan tidak
akan cacat prosedur, dan yang kedua, sub-
stansinya bisa diterima.

Panda Nababan, Anggota Fraksi PDI
Perjuangan DPR RI: Dalam usulan Menkeu
terakhir, reksadana tidak dikenakan pajak,
padahal petani dan pegawai dikenakan pajak.
Konsep Menkeu mengadopsi penuh konsep
IMF, Bank Dunia, maupun Kadin. Karena itu,
perubahan yang disampaikan oleh Menkeu
pada 31 Mei 2006 merupakan perubahan
drastis dan bukan sekadar perubahan tam-
bahan.  ht
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67/Press/0/2005, itu sudah sempat
dibicarakan di tingkat satu. Sehingga bila
hendak direvisi, penarikan hanya bisa di-
lakukan oleh Presiden, bukan oleh Men-
teri Keuangan, dan penarikan pun baru
bisa dilakukan hanya apabila DPR juga
setuju untuk ditarik.

Persoalan memang terletak pada pro-
sedur penarikannya saja. Bermula tatkala
Sri Mulyani memasukkan surat Menteri
Keuangan RI Nomor S224/31 Mei/2006,
perihal Penyampaian Naskah RUU Peru-
bahan di Bidang Perpajakan.

DPR nyatanya menolak membahas
draft revisi yang disampaikan Sri. Mereka
beranggapan, sesuai Tatib, semestinya
Presidenlah yang mengirimkan surat dan
draft revisi RUU.

Barulah setelah melakukan rapat kon-
sultasi dengan pimpinan DPR pada hari
Senin (28/8), Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono akhirnya bersedia menarik
kembali surat Menkeu bernomor S224
tertanggal 31 Mei 2006 tadi.

Dengan penarikan tersebut, maka revisi
atas RUU Perpajakan, yang sebelumnya
sudah disepakati oleh Menkeu dengan
Kadin Indonesia, diantaranya revisi yang
dianggap sangat probisnis, menjadi
dianggap batal. Pembahasan pun harus
kembali ke draft awal lagi sebagaimana
pertamakali diajukan melalui surat Pre-
siden tanggal 31 Agustus 2005.

Panda Nababan, anggota Fraksi PDI
Perjuangan DPR menilai, revisi yang
sempat diajukan Menkeu Sri mengadopsi
penuh konsep IMF, Bank Dunia, maupun
Kadin. Karena itu perubahan yang disam-
paikan oleh Menkeu pada 31 Mei 2006
merupakan perubahan drastis, bukan
sekadar perubahan tambahan.  HT

Rumah Susun di Tengah Kota
Hidup berbiaya murah, tinggal dekat dengan

lokasi pekerjaan adalah impian setiap warga
kota. Itu sebabnya, rumah susun sederhana
akan menjadi alternatif rumah tinggal di tengah
kota di masa depan. Pemerintah sudah
mengarahkan kebijakan pembangunan “hutan
rusun kota”.

Kantor Kementerian Negara Perumahan
Rakyat (Kempenpera), misalnya, kini sedang
menyiapkan pengembangan 42 menara (tower)
rumah susun (rusun) di dua kawasan pemuki-
man kumuh padat penduduk, yakni di Berlan,
Jakarta Timur, dan di Manggarai Jakarta
Selatan. Proyek pembangunannya dimulai
tahun 2007.

Rumah susun Berlan sebanyak 30 menara
memanfaatkan lahan seluas 41,3 hektar (ha),
sedangkan 12 menara di Manggarai berdiri di
lahan seluas 71 ha. Ke-42 menara berdiri
menjulang setinggi 20 lantai sehingga akan
tersedia total 12.620 unit rusun.

Rusun diperuntukkan bagi tiga klasifikasi
pengguna. Pertama, masyarakat berpeng-
hasilan rendah (MBR) dengan luas per unit 30-
36 meter persegi; Kedua, masyarakat berpeng-
hasilan menengah (MBM), luas per unit 45-54
meter persegi dan; Ketiga, masyarakat ber-
penghasilan atas (MBA) dengan luas per unit
63-72 meter persegi.

Di Berlan akan tersedia 6.348 unit rusun
untuk MBR, 3.040 unit untuk MBM, dan 1.368
unit MBA. Rusun Manggarai hanya terdiri 3.648
unit rusun MBM dan 1.216 unit rusun MBA.

Pembangunan rusun Berlan dan Manggarai
tidak dibiayai oleh APBN, melainkan oleh inves-
tor swasta atau pihak ketiga. Dedy M Tisna-
mihardja, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta
mengatakan soal pendanaan dan luas tanah
masih dalam tahap pembahasan dengan semua
pemangku kepentingan. Tetapi kini perencanaan
proyek rusu Berlan dan Manggarai sudah dalam
kajian PT Jakarta Konsultindo.

Rusun Program Nasional
Menteri Negara Perumahan Rakyat Muham-

mad Yusuf Ashari mengatakan sudah menerima
80 usulan pengembangan rusun. Termasuk
diantaranya, pengembangan 57 twin blok
rusunawa (rumah susun sewa sederhana)
masing-masing terdiri 37 rusun untuk perguruan
tinggi, dan 16 rusun di lokasi pondok pesantren,
sisanya empat rusun dibangun oleh pemerintah
daerah.

Ashari menginginkan ada perubahan kebija-
kan pengembangan hunian, dari bentuk landed
housing menjadi hunian vertikal, terutama di
kota-kota yang memiliki penduduk di atas dua
juta jiwa.

Dengan konsep hunian vertikal harga tanah
bisa ditekan. Perubahan dibutuhkan untuk
membantu tersedianya perumahan dalam
jumlah lebih banyak dan ekonomis.

Rusun bagi mahasiswa, misalnya, sangat
berguna terutama di sekolah-sekolah unggulan
dimana banyak siswa berasal dari luar daerah.
Rusunawa mahasiswa bisa dilaksanakan
secara komersial, atau semikomersial seperti
terjadi di Universitas Andalas, Padang,
Sumatera Barat. Di Padang tanahnya disedia-
kan pihak universitas, bangunan oleh pengem-
bang, dan pengelolaannya secara komersial.

Deputi Bidang Pembiayaan Kantor Kemen-
pera, Iskandar Saleh mengatakan, selama
tahun 2005-2009 pemerintah membutuhkan
dana Rp 110,6 triliun untuk memfasilitasi
pembangunan 5.792.024 unit rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah
rakyat di seluruh Indonesia ini terbagi dalam
tiga kategori, yakni perumahan formal, swa-
daya, dan peningkatan kualitas.

Porsi pembangunan terbesar untuk peruma-
han swadaya, sebanyak 3,3 juta unit. Lalu diikuti
perumahan formal sebanyak 1.258.804 unit,
masing-masing terdiri 1,17 juta unit rumah sehat
sederhana (RSh), 58.084 unit rumah susun
sederhana sewa (rusunawa), dan 29.042 unit
rumah susun sederhana milik (rusunami).
Sedangkan pembangunan rumah untuk kate-
gori peningkatan kualitas mencapai 1,23 juta
unit rumah. Pendanaan ketiga kategori ber-
sumber antara lain dari APBN secara bertahap
sebesar Rp 21,6 triliun, dari sindikasi perban-
kan, Bapertarum-PNS, Jamsostek, Yayasan
Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP),
masyarakat, dan dari secondary mortage facil-
ity (SMF) sebesar Rp 88,98 triliun.

Menjadi Penggerak Utama
Menko Kesra Aburizal Bakrie pun turut setuju

dengan Ashari, agar pemerintah menjadikan
program percepatan pembangunan perumahan
sebagai ‘jangkar’ atau penggerak utama
penurunan tingkat kemiskinan dan pengang-
guran nasional. Sebab industri perumahan
terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang
relatif besar.

Berbicara pada Rapat Koordinasi Nasional
Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2006, Rabu (23/8) di Jakarta, Aburizal mengata-
kan sejumlah persoalan yang masih meng-
hambat upaya pencapaian target di bidang
perumahan adalah pembiayaan, kelembagaan,
regulasi, informasi dan partisipasi para
pemangku kepentingan.

Pernyataan Aburizal ini mengacu kepada
laporan Bank Pembangunan Asia (ADB, Asian
Development Bank) September 2005, yang
menilai pembangunan sanitasi perumahan di
Indonesia masih jauh dari harapan.

Ketua Umum DPP REI Indonesia Lukman
Purnomsidi sepakat dengan Aburizal, sektor
perumahan dan konstruksi merupakan peng-
gerak paling efektif bagi penciptaan lapangan
kerja dan pertumbuhan ekonomi.  HT
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DPR Ancam
Tak Jadi Suntik Dana Garuda
DPR tidak akan meloloskan suntikan dana penyertaan
modal pemerintah (PMP) Rp 1 triliun kepada Garuda Indo-
nesia, bila pemaparan manajemen flag carrier Indonesia
ini tentang rencana bisnisnya tidak memuaskan anggota
Dewan.

ncaman disampaikan lang-
sung oleh Awal Kusumah,
Ketua Komisi XI DPR RI
kepada harian Investor Daily

(31/8). “Kami akan melihat dulu business
plan dan strategi penyelesaiannya. Kalau
tidak jelas, tidak akan kami setujui,” ujar
politisi anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Direktur Utama PT (Persero) Garuda
Indonesia, Emirsyah Sattar, menyatakan
setuju paparan rencana bisnis Garuda
harus masuk akal.

“Itu merupakan keharusan. Kalau bis-
nisnya kurang rasional, dan kurang ada
harapan, ya nanti jangan dimasukkan
dong. Contohnya kalau mau investasi di
suatu perusahaan, tentu harus tahu apa
hasilnya,” ujar Emir. Menurutnya, semua
pengembangan dan penggunaan dana
yang masuk dalam bentuk PMP akan di-
jalankan manajemen. Detailnya sudah
siap.

Manajemen Garuda Indonesia dan
Kementerian BUMN sepakat akan segera
melakukan berbagai hal demi menyela-
matkan masa depan maskapai ini dari
kebangkrutan.

Direktur Keuangan Garuda, Alex Ma-
neklarang, Minggu (27/8), di Jakarta
mengatakan telah menunjuk Danareksa
Sekuritas dan NM Rotschild untuk me-
lakukan kajian menyeluruh restruktu-
risasi perusahaan.

Menurut Alex, untuk memulihkan kon-
disi keuangan diperlukan langkah-lang-
kah yang luar biasa dari semua unsur di
perusahaan. “Untuk itu manajemen telah
membentuk Tim Restrukturisasi Biaya
Penerbangan, Tim Efisiensi Biaya, dan
Tim Efisiensi Bahan Bakar. Kami juga
akan menjadwalkan pertemuan dengan
European Credit Agencies (ECA),” kata
Alex kepada Kompas.

Garuda, kata Alex, akan menghemat
biaya operasional 5-10 persen, meram-
pingkan organisasi dan manajemen,
menata anak perusahaan, serta mencari
mitra strategis. Garuda juga akan menjual
aset yang tidak produktif, seperti pesawat
tipe DC-10 yang sudah tak terpakai.

Kepada anak-anak perusahaan akan
dicarikan investor melalui penawaran
terbuka. PT Aero Catering Service (ACS),

misalnya, pada Desember 2006 akan
melakukan penawaran saham perdana.
Garuda juga berencana melakukan di-
vestasi 37,5% saham di PT Gapura Ang-
kasa, dan mencarikan mitra strategis
untuk PT GMF Aero Asia.

Merpati Ditawari Utang
Satu maskapai lagi milik pemerintah,

PT Merpati Nusantara Airlines sama-
sama akan menerima kucuran PMP,
jumlahnya Rp 450 miliar.

Maskapai yang lebih banyak bergerak
di penerbangan perintis ini lebih berun-
tung. Belum lama ini Merpati mem-
peroleh tawaran utang berjangka panjang
(concession loan) senilai 250 juta dollar
AS dari pemerintah China. Tawaran
disampaikan langsung oleh Menteri
Perhubungan China, Li Shen Hin, saat
berkunjung ke Indonesia, dimaksudkan
untuk membeli 15 unit pesawat MA-60
buatan China.

Pesawat baling-baling MA-60 ini ber-
kapasitas penumpang 50 orang, dipro-
duksi oleh pabrikan China Aviation Indus-
try Corp (CVIC), dan menggunakan mesin
jenis turbo propeller buatan Pratt&-
Whitney, Kanada.

Sekretaris Perusahaan Merpati, Jaka
Pujiyono memastikan Merpati sudah
memasuki tahap pertemuan awal dengan
pabrikan pembuat MA-60. Kata Jaka,
untuk mendatangkan ke-15 pesawat akan
turut digandeng investor China, melalui
PT Smart Aviation Indonesia dalam
bentuk kerjasama bagi hasil. Investor juga
akan menyediakan 12 pesawat Y-12 pro-
duksi Harbin Aircraft Industry, berka-
pasitas penumpang 20 orang.

Menteri Perhubungan RI Hatta Radjasa
yang menerima kedatangan koleganya Li
Shen Hin, mengatakan, akan terlebih
dahulu berkoordinasi dengan Bappenas
dan Departemen Keuangan, apakah
tawaran utang dari China bisa termasuk
prioritas tahun ini atau tahun depan.

Hatta mengakui Merpati membutuh-
kan tambahan pesawat jenis baling-baling
untuk menerbangi rute perintis di Indo-
nesia Timur. Menurutnya, Merpati bah-
kan sudah melakukan uji kecocokan
terhadap pesawat tersebut, serta me-

nyatakan keinginan kepada China untuk
memesan pesawat.

Hatta menyebutkan, MA-60 akan meng-
gantikan pesawat tua berbaling-baling

A
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Emirsyah Sattar
Riwayat Bos
“Seulawah Tua”

seperti Fokker 27, Twin Otter, dan Cassa 212.
“Selain itu akan dioperasikan untuk me-
layani penerbangan di rute-rute perintis dan
rute-rute pengumpan,” ujarnya.  HT

Ketika ditarik dari posisi Wapresdir PT
Bank Danamon, lalu “dikerek” sebagai
Direktur Utama PT (Persero) Garuda
Indonesia, setumpuk harapan langsung
membelenggu pria kelahiran 28 Juni 1959 ini.

Pengangkatan Emir sebagai orang nomor
satu di Garuda, demikian pula dengan Dirut
PTJamsostek, menurut anggota DPR Didiek
J. Rachbini, Dradjad H. Wibowo, dan anggota
DPD Marwan Batubara, diduga dilakukan
Menneg BUMN Sugiharto saat Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono sedang
berkunjung ke luar negeri.

Dalam pernyataan perdananya kepada
pers sebagai Dirut, Emir berjanji akan
menyehatkan keuangan Garuda Indonesia.
Eh, siapa nyana kalau penyehatan yang
dimaksudkannya adalah menjual Garuda
Indonesia kepada investor. Padahal siapapun
tahu Garuda Indonesia adalah simbol
maskapai penerbangan kebanggaan
nasional. Garuda adalah satu-satunya flag
carrier Merah Putih di dunia internasional.

Naik pesawat Garuda di era tiket murah
memberikan rasa yang berbeda. Terasakan
sekali kenikmatan dan kenyamanan naik
pesawat terbang. Tidak seperti naik pesawat
lain, yang hanya mengejar target tiba di
tempat tujuan, sehingga dalam penerbangan
jarak jauh Medan-Jakarta hanya disuguhi
satu gelas air minum plastik. Syukur-syukur
bila disertakan sepotong roti biasa. Posisi
Garuda haruslah diperbandingkan dengan
maskapai besar flag carrier negara-negara
lain, sebab harga tiketnya pun tetap
dipertahankan tinggi.

Emir yang selalu menampakkan senyum
ramah, beraut wajah layaknya sosok seorang
profesional kharismatik yang penuh
integritas, pernah menjadi Direktur Keuangan
Garuda era kepemimpinan Abdulgani,
sebelum digeser sebagai Wapresdir Bank
Danamon sejak 16 Juli 2003.

Pada 7 Januari 2006 untuk pertamakali
terbetiklah kabar kalau Garuda Indonesia
membutuhkan suntikan dana 105 juta dollar
AS, atau sekitar Rp 1 triliun agar tetap dapat
menjalankan bisnisnya. Dana itu
dimaksudkan untuk modal kerja, serta
menutupi utang obligasi senilai 56 juta dollar
AS yang pada Desember 2005 dinyatakan
jatuh tempo dan belum dapat dibayarkan.

Permintaan penyertaan modal pemerintah
(PMP) sesungguhnya bukan kali ini saja
terjadi pada Garuda. Pada era Presiden

Habibie, misalnya, Pemerintah pernah
mengambil-alih pelunasan utang penyewaan
pesawat Boeing 737 Garuda senilai 1,8 miliar
dollar AS, kepada Bank Exim Amerika
Serikat. Pemerintah menyicilnya selama
delapan tahun dan dianggap sebagai PMP.

Dengan PMP itu, ketika pucuk pimpinan
Garuda di tangan Robby Djohan digembor-
gemborkanlah Garuda telah direstrukturisasi
secara mendasar. Kantor pusat dipindahkan
ke Cengkareng demi berhemat dan
memudahkan pengawasan operasional.

Robby Djohan memimpin delapan bulan
saja. Abdul Gani lalu tampil menggantikan,
dan pada November 1998 ia mengumumkan
pada semester pertama 1999 Garuda sudah
membukukan laba kotor Rp 507 miliar.
Setahun penuh 1999 Garuda memetik
keuntungan Rp 497 miliar. Keuntungan ini
meningkat menjadi Rp 631 miliar pada 2000,
dan Rp 262 miliar pada tahun 2001. Tahun-
tahun berikutnya masih diumumkan kinerja
Garuda makin membaik.

Kisah sukses era Robby-Gani sepertinya
hanya dongeng saja. Sebab di era
selanjutnya Garuda terbenam lagi ke lumpur
utang yang lebih dalam sampai-sampai tak
memiliki cukup uang untuk melunasi utang
obligasi. Padahal Emirsyah Sattar, yang
sekarang memimpin Garuda, dikenal sebagai
bankir kawakan dan sebelumnya pernah
merasakan nikmatnya sebagai Direktur
Keuangan Garuda. Tentu Emir sangat tahu
duduk persoalan yang sesungguhnya tentang
seluruh hasil restrukturisasi yang pernah
dibangga-banggakan Garuda pada era
Robby-Gani.

Garuda Indonesia saat ini sepertinya
menjadi tak berbeda jauh dengan kisah awal
pendiriannya pada dekade 1940-an, saat
Indonesia masih berperang melawan
Belanda. Tanggal 29 Januari 1949 dianggap
sebagai hari jadi maskapai ini, yang awalnya
diberi nama Indonesian Airways.

Pesawat pertama yang diterbangkan jenis
DC-3 bernama Seulawah atau Gunung Emas,
dengan dana pembelian pesawat hasil
urunan sumbangan masyarakat Aceh.
Seulawah dibeli seharga 120.000 dolar
malaya atau setara 20 kg emas. Maskapai ini
tetap mendukung Indonesia sampai revolusi
terhadap Belanda berakhir. Garuda Indonesia
saat ini seperti “Seulawah Tua” saja yang
selalu kesulitan melakukan perubahan yang
lebih baik.  HT

foto: berindo wilson
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Prosesor Berotak Ganda
Setahun terakhir ini, berbagai media kian gencar melansir
berita seputar chip prosesor baru yang akrab disebut dual-
core. Peningkatan kemampuan hingga implementasinya
ke berbagai PC seperti mobile, desktop, dan server
menjadi berita hangat yang tiada habis-habisnya. Chip ini
diperkirakan akan menjadi perubahan terbesar dalam
teknologi PC selama 10 tahun terakhir. Bahkan, di masa
depan, sistem komputasi tidak hanya dual-core namun
multi-core.

etelah hampir mencapai batas
kecepatan chip tradisional, Intel
dan AMD beralih untuk mengga-
bungkan dua chip ke dalam satu

keping silikon. Hasilnya adalah sebuah
chip dengan dua core yang dapat ber-
operasi secara independen. Dengan tek-
nologi ini diharapkan akan memperbaiki
kemampuan multitasking ketika peng-
guna komputer secara bersamaan men-
jalankan berbagai aplikasi, seperti mem-
buka e-mail atau berselancar di internet
dan sekaligus menjalankan berbagai apli-
kasi multimedia seperti ripping audio CD
ke format lain ataupun membakar data
pada CDRW. Teknologi dual-core me-
mang juga dirancang untuk mendukung
platform Viiv yang dikembangkan Intel
Corp untuk menjadi sentra hiburan digi-
tal di rumah-rumah dengan mengguna-
kan komputer.

Pada prosesor dual core ini terjadi
penggabungan dua prosesor beserta
cache, namun dalam satu kemasan chip
atau integrated circuit (IC). Keuntungan
dual core terutama pada cache coherency.
Dengan dual core, komunikasi antara
kedua die dapat dilakukan pada clock rate
yang lebih tinggi dibandingkan jika
memanfaatkan bus di luar chip.

Namun, di balik kelebihannya tersebut,
dual core bukan tanpa kekurangan. Di an-
tara kekurangan itu misalnya membutuh-
kan operating system (OS) yang mampu
mengoptimalkan kinerjanya. Setidaknya
kemampuan OS untuk mengoptimalkan
SMP (symmetric multi-processing). Se-
lain itu, dibutuhkan juga aplikasi yang
sudah mendukung pengoptimalan pro-
sesor ini.

Sebenarnya, sebelum Intel dan AMD
ramai-ramai meluncurkan prosesor dual
core-nya, IBM lebih dahulu memproduksi
dual core CPU, yaitu IBM POWER4 pada

tahun 2000. Namun, para pengguna
komputer kebanyakan, untuk urusan
prosesor, lebih akrab dengan nama yang
dikeluarkan oleh Intel dan AMD.

Intel Core 2 Duo
Prosesor dual core dari Intel untuk desk-

top diluncurkan dengan nama kode Smith-
field yang memiliki kecepatan 3.2 GHz
dengan masing-masing core dilengkapi
dengan L2 cache sebesar 1 MB. Chip yang
dinamai Pentium D tersebut me-
miliki kecepatan clock jauh
lebih rendah dari CPU core
tunggal 3.8 GHz, seperti seri
570 dan 670.

Untuk itu, pada Intel Pen-
tium D juga dilakukan pe-
ningkatan branch prediction
unit. Dengan memperbaiki
kinerja branch prediction
unit, akan membuat prosesor
dapat bekerja secara optimal dan mem-
perkecil kemungkinan kesalahan.

Fungsi hyper-threading tidak ditinggal-
kan begitu saja untuk prosesor Smithfield
ini. Namun, ini hanya akan tersedia untuk
prosesor desktop versi high end dari Intel
dan tidak akan menemukannya pada
setiap prosesor Smithfield, yakni Intel
Pentium D 840 (3,2 GHz), Intel Pentium
D 830 (3,0 GHz), dan 820 (2,8 GHz).

Chip generasi selanjutnya bernama
Core Duo kini sudah bisa dijumpai dalam
komputer Apple iMac, Mac mini, Mac-
Book and MacBook Pro, begitu pula pada
berbagai notebook bermerek Sony, Toshi-
ba, ASUS, dan sebagainya. Chip yang pa-
ling terbaru adalah Core 2 Duo, dengan
nama kode Conroe, diluncurkan ke pa-
saran 27 Juli 2006.

AMD Athlon
Untuk prosesor berbasis desktop pada

model dual core ini, AMD pertama kali

meluncurkan prosesor dengan nama
Athlon 64 X2 (31/5/05). Dengan masing-
masing core diperkuat 64K L1 instruction
cache dan 64 K L1 data cache.

Untuk komunikasi, kedua core AMD X2
tersebut akan berkomunikasi secara
langsung melalui system request queue
dan crossbar yang akan menghubung-
kannya dengan onchip memory control-
ler dan Hyper-Transport I/O. Dengan
desain arsitektur seperti ini, lebih me-
mungkinkan kedua prosesor pada ma-
sing-masing core dapat secara optimal
memanfaatkan resource yang tersedia.
Tanpa terhambat oleh batasan, seperti ka-

takanlah sistem bus. Ini juga akan
memperkecil latency karena se-
mua yang disebut tadi masih
terletak dalam satu chip.

Varian dari jajaran AMD
Athlon 64 X2 tersebut antara
lain Athlon 64 X2 4200+
(2,2GHz) dengan L2 cache
512KB; Athlon 64 X2
4400+ (2,2GHz) dengan L2

cache 1024KB; Athlon 64 X2 4600+
(2,4 GHz) dengan L2 cache 512KB dan X2
4800+ (2,4 Ghz). Perbedaan dari masing-
masing varian, selain pada clock speed, juga
pada ukuran L2 cache yang tersedia.

Sedangkan untuk dual core yang diper-
untukkan untuk server, AMD mengeluar-
kan tiga model prosesor dual core Opte-
ron ke pasaran (22/4/05). Tiga varian ter-
baru dari AMD itu adalah model 885, yang
dirancang hingga 8 jalur dan 16 server
enterprise. Model 285 digunakan untuk 2
jalur serta 4 workstation dan server.
Sedangkan untuk model 185, digunakan
untuk 1 jalur, 2 server dan workstation.

Belum Populer
Hampir tiga tahun setelah AMD mem-

perkenalkan Opteron, 48% pengguna PC
tidak mengetahui tentang apa itu prosesor
dual-core, merujuk pada riset terbaru
yang digelar oleh institusi Harris Interac-
tive. Dalam riset yang difokuskan untuk
pengguna rumah tangga tersebut, hanya
42% pemilik PC mengenal sedikit tentang

S
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dual-core dan hampir 10% adopter me-
ngatakan bahwa mereka intinya mengenal
produk ini. Sekitar 52 persennya sedikit
banyak menyadari akan kehadiran tek-
nologi ini, dan hanya 12% yang telah
menggunakan sistem dual-core ini.

Sementara itu, Frost & Sullivan meramal-
kan bahwa prosesor dual-core akan meng-
gantikan single-core chip hingga mencapai
15% sampai 25% pada chip biasa pada desk-
top, notebook dan server. Intel mungkin
menyadari adanya peningkatan yang lebih
cepat — direncanakan untuk mengirim 60
juta prosesor dual-core pada 2006.

Dalam beberapa ta-
hun ke depan, dual-
core mungkin jadi to-
pik yang usang digan-
tikan multi-core. In-
tel tengah menyiap-
kan prosesor server
four-core yang
akan dirilis pada

2007. Sementara AMD
akan menggarap chip quad-core.

Bisnis selanjutnya, Intel tengah menyiap-
kan perangkat eight-core, dengan nama
kode Yorkfield, untuk dikirim tahun 2008.
Sedangkan AMD tidak cukup spesifik
menjabarkan, dan hanya mengatakan
akan beringsut menuju lebih dari two-co-
re pada 2007 mendatang. Pada non-x86,
Sun telah menyediakan prosesor server
eight-core di depan UltraSparc T1 (sebe-
lumnya dikenal dengan nama Niagara). 

Sergeant Star
Angkatan Bersenjata Amerika me-

miliki tentara baru, namanya Sergeant
Star. Tidak seperti tentara pada umum-
nya yang mengangkat senjata api dan
pergi berperang, Sergeant Star tidak
seperti itu. Senjatanya bukan senjata api
yang dapat merenggut nyawa. Senjata-
nya adalah gaya bicaranya yang lembut,
dirinya yang mudah dijumpai, dan
wajahnya yang manis. Dengan senjata
itu, Sergeant Star harus dapat menye-
lesaikan misi yang diberikan kepadanya
yaitu menarik hati remaja Amerika,
yang sekitar 85 persen menggunakan
internet setiap harinya.

Sergeant Star bukanlah seorang ma-
nusia. Dia hanyalah tokoh animasi yang
mengenakan topi berwarna hitam dan
baju loreng. Dia dapat ditemui di situs
milik Angkatan Bersenjata Amerika
yang bernama GoArmy.com. Setiap pe-
ngunjung situs yang ingin mengajukan
pertanyaan dapat bertanya kepada Ser-
geant Star. Setiap pertanyaan akan di-
jawab secara langsung dan singkat. Bah-
kan pertanyaan iseng seperti, “Do you
have a girlfriend?” Akan dijawabnya
dengan sopan bahwa ia adalah pria yang
sudah menikah. Apabila ada pertanyaan
yang tidak bisa dijawab olehnya, maka

Sergeant Star akan menghubungkan si
penanya dengan orang lain yang sudah
menunggu untuk berbicara secara
langsung atau memberikan daftar
alamat web yang mungkin bisa men-
jawab pertanyaan si penanya.

Sergeant Star memulai debutnya pa-
da tanggal 2 Agusuts 2006. Ini merupa-
kan langkah pertama Angkatan Ber-
senjata Amerika dalam rangka mem-
perkenalkan web interaktif mereka.
Sudah ribuan orang berbincang-bin-
cang dengan Sergeant Star, umumnya
mereka mengunjungi GoArmy.com
selama 15 menit. Angka ini 3 kali lebih
lama daripada kunjungan sebelum Ser-
geant Star ada. Major Brad Van Pop-
pel, yang bekerja pada program pen-
jangkauan melalui Web, berpendapat
bahwa Sergeant Star memiliki daya
tarik dan dia telah berhasiil menye-
lesaikan misi yang diberikan kepada-
nya.  TIME

Pluto Bukan Lagi Si Bungsu
Sidang Umum Himpunan Astronomi Inter-

nasional (International Astronomical Union/IAU)
ke-26 di Praha, Republik Ceko, yang berakhir
25 Agustus, menghasilkan keputusan bersejarah
dalam dunia astronomi dengan mengeluarkan
Pluto dari daftar planet-planet di Tata Surya kita.
Alasannya, Pluto tidak memiliki orbit yang
dominan seperti delapan planet lainnya.
Meskipun demikian, benda langit yang dikenal
sebagai planet kesembilan ini dimasukkan ke
dalam klasifikasi baru yang disebut planet kerdil
(dwarf planets). Selain Pluto, terdapat pula
benda-benda langit lain di Tata Surya yang mirip
dengan Pluto, seperti asteroid terbesar Ceres,
satelit Pluto, Charon, dan beberapa benda langit
lain yang baru saja ditemukan.

Mulai sekarang, anggota Tata Surya hanya
terdiri dari delapan planet, yakni Merkurius, Ve-
nus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan
Neptunus. Keputusan mengeluarkan Pluto yang
sudah menjadi anggota Keluarga Planet Tata
Surya selama 76 tahun merupakan konsekuensi
ditetapkannya definisi baru tentang planet.
Resolusi 5A Sidang Umum IAU Ke-26 berisi
definisi baru itu. Dalam resolusi tersebut
dinyatakan, sebuah benda langit bisa disebut
planet apabila memenuhi tiga syarat, yakni

mengorbit Matahari, berukuran cukup besar
sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat,
dan memiliki jalur orbit yang jelas dan “bersih”
(tidak ada benda langit lain di orbit tersebut).

Definisi tersebut adalah definisi universal
pertama tentang planet sejak istilah planet
dikenal di kalangan astronom, bahkan sebelum
era Nicolaus Copernicus yang tahun 1543
membuktikan Bumi adalah salah satu planet
yang berputar mengelilingi Matahari.

Dengan definisi baru tersebut, Pluto tidak
berhak menyandang nama planet karena tidak
memenuhi syarat yang ketiga. Orbit Pluto
memotong orbit planet Neptunus sehingga dalam
perjalanannya mengelilingi Matahari, Pluto
kadang berada lebih dekat dengan Matahari
dibandingkan Neptunus.

Keputusan melepas status planet dari Pluto
tentu saja sangat mengejutkan semua pihak. O-
rang paling terpukul dengan keputusan ini adalah
Patricia Tombaugh (93), janda Clyde Tombaugh,
ilmuwan yang menemukan Pluto pada 18 Februari
1930. “Ini sangat mengecewakan dan sangat
membingungkan. Saya tidak tahu bagaimana
harus menghadapi ini, rasanya seperti kehilangan
pekerjaan,” tuturnya kepada AP dari rumahnya di
Las Cruces, New Mexico. Selain itu, keputusan

pencabutan Pluto dari keluarga planet Tata Surya
ini juga membawa konsekuensi perubahan seluruh
buku pelajaran, kamus astronomi, buku pintar, dan
ensiklopedia di dunia yang sudah terlanjur
mencantumkan Pluto sebagai planet ke-9.

Data dan Fakta Pluto
Ukuran diameter : 2.300 km
Massa : 1,27 x 10 (exp 22) kg
Jarak dari Matahari : 5.915 juta km
Jarak dari Bumi : 7.525 juta km (maks),

4,275 juta km (min)
Atmosfer/cuaca : Lapisan tipis Nitrogen

dengan kandungan CO2
dan Metana

Temperatur : -220 derajat Celcius.
Panjang tahun : 90.803 hari di Bumi
Satelit : 1
Warna : Tidak diketahui
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Sebuah Harapan
Masa Depan
Kini, giliran pembangunan desa menempati urutan
pertama. Lewat pemberdayaan masyarakat, tahun 2011
semua desa di Malinau akan mampu mandiri.

ebenarnya, jarum jam baru me-
nunjukkan pukul lima sore waktu
setempat tetapi pemandangan
sudah seperti jam tujuh sore.

Bias sinar matahari terlidung oleh bukit
ditambah suara binatang shese membuat
suasana terasa damai dan syahdu. Itulah
keberadaan Long Pada, sebuah desa di
Kecamatan Mentarang, Kabupaten Mali-
nau Kalimantan Timur.

Di desa ini belum ada kendaraan roda
empat atau roda dua, jangankan itu, listrik
pun belum ada, kecuali lampu petromak
yang pemiliknya bisa dihitung jari. Nyala-
nya pun tidak setiap malam, hanya pada
acara-acara tertentu - bagi masyarakat
yang tinggal di kota, ini seperti hal yang
sangat mustahil. Perjalanan menuju desa
yang terletak di daerah aliran sungai
(DAS) Sungai Tubu, anak cabang Sungai
Mentarang dari Kota Malinau, dapat
ditempuh sekitar satu hari jika meng-
gunakan long boat atau dua hari kalau
menaiki perahu bermesin ketinting dan
sekitar seminggu bila naik perahu yang
didayung dengan tenaga manusia.

Perjalanan harus menembus arus jeram
yang cukup menantang menuju perkam-
pungan yang dihuni suku Dayak Kenyah dan
Dayak Punan dengan jumlah penduduk
sekitar 1000 jiwa. Di daerah ini terdapat
lima desa yakni, Long Pada, Long Titi, Rian
Tubu, Long Ranau, dan Desa Long Nyau.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari, penduduk mempunyai keter-

gantungan yang tinggi terhadap keberadaan
hutan, di mana beragam jenis kebutuhan
pangan diperoleh dari dalam hutan dan
sungai. Sedang kebutuhan protein hewani,
dipenuhi dengan berburu binatang di hutan
dan ikan dalam sungai.

Fenomena inilah yang membuat Peme-
rintah Kabupaten Malinau mempunyai
perhatian khusus terhadap penduduk
yang bermukim di sepanjang pinggir
Sungai Tabu ini dengan memekarkan
Kecamatan Mentarang menjadi tiga
wilayah pemerintahan kecamatan, yakni;
Kecamatan Mentarang dengan ibukota
Mentarang, Kecamatan Mentarang Hulu
di Long Berang dan Perwakilan Kecama-
tan Mentarang di Long Pada.

Kabag Humas Pemkab Malinau, John-
son Lilit Wu, SE. MH kepada Berita Indo-
nesia mengatakan, itulah gambaran dari
seluruh Kabupaten Malinau. Di Kabu-
paten ini terdapat 12 kecamatan yang
terdiri dari 106 desa, tersebar di wilayah
seluas 42.620,70 Km2 atau 17,38 persen
dari luas wilayah Provinsi Kalimantan
Timur. Total penduduk hasil sensus tahun
2005 lalu, berjumlah 50.623 jiwa. “Se-
besar 64,06 persen diantaranya, atau se-
banyak 32.429 jiwa penduduknya, hidup
di bawah garis kemiskinan. Minimnya
sarana dan prasarana infrastruktur yang
terbatas, kualitas SDM (Sumber Daya
Manusia) masih rendah, dengan kondisi
geografis yang sulit,” katanya.

Berdasarkan fakta-fakta inilah, lanjut

putera asli Dayak Kenyah ini, Pemerintah
Kabupaten Malinau yang dipimpin oleh
DR. Drs. Marthin Billa, MM melakukan
pendekatan pembangunan melalui pro-
gram Gerakan Pembangungan Desa Man-
diri (Gerbang Dema) sebagai pola pem-
bangunan menuju masyarakat sejahtera.
“Target Bupati, semua desa di Kabupaten
Malinau tahun 2011 diharapkan sudah
mampu mandiri,” ujarnya.

Keinginan Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) hasil pemekaran dari Kabu-
paten Induk Bulungan berdasarkan UU
Nomor 47 Tahun 1999 ini untuk men-
sejahterakan seluruh penduduk secara
merata dan berkeadilan, jelas tertuang
dalam Program Pembangunan Lima
Tahun (Pelita) tahap pertama “Gerbang
Dema” yang telah dikenal luas oleh
masyarakat.

Melalui program tersebut, Pemkab
Malinau memiliki pilar-pilar utama
pembangunan. Tiga pilar pertama, pada
tatanan substansi pembangunan meliputi,
peningkatan SDM, pembangunan infra-
struktur, dan pembangunan pertanian
dalam arti luas. Tiga pilar kedua, pada
tatanan pemerintahan, yang meliputi
Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan
Kecamatan dan Pemerintahan Desa. Dan,
tiga pilar ketiga, pada tatanan operasional
di lapangan, meliputi Pemerintah, Masya-
rakat dan Pengusaha/Investor.

Perencanaan Gerbang Dema ini menga-
cu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional (Musrenbang). Bupati
Malinau sendiri saat melakukan penyera-
han Dokumen Anggaran Satuan Kerja
(DASK) di ruang Laga Feratu Kantor Bu-
pati Malinau, belum lama ini menginstruk-
sikan kepada semua bawahannya untuk
bekerja keras. “Penduduk Malinau bisa
hidup sejahtera, hanya bisa tercapai jika
didukung semua pihak,” tegasnya.  SLP

Hewan. Kebutuhan masyarakat terhadap pro-
tein hewan terpenuhi dengan cara berburu di
dalam hutan.

Pangan: Masyarakat tidak pernah kekurangan pangan dengan menanam padi di ladang.
Foto: repro WWF

Foto: repro WWF
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Mengusir Asap Lewat Hujan Buatan
Kebakaran lahan dan hutan
masih terjadi di Sumatera
dan Kalimantan. Asapnya
selain mengganggu
kesehatan dan transportasi
juga merambah ke negara
tetangga. Upaya
pemadaman titik api terus
dilakukan.Termasuk dengan
hujan buatan.

prial malam itu ingin cepat
pulang. Dadanya sesak dan
tenggorokannya terasa kering.
Pasalnya, udara pengap yang

berasal dari asap kebakaran lahan dan
hutan masih saja datang berulang. “Mata
terasa pedih, tenggorokan saya rasanya
kering,” ujar petugas kebersihan itu saat
ditemui di Jalan Sudirman Pekanbaru,
Riau, Selasa (29/8) lalu. Aprial yang su-
dah mengabdi sebagai petugas kebersihan
selama 20 tahun berulang kali mengusap
matanya.

Apa yang dialami Aprial, seperti yang
ditulis Media Indonesia (30/8), juga
dirasakan warga masyarakat lainnya.
Tebalnya kabut asap saat itu memang
terasa menyesakkan dada dan membatasi
jarak pandang. Para pengendara harus
ekstra hati-hati kalau tidak ingin terjadi
kecelakaan. Sekolah pun sempat dilibur-
kan dan warga masyarakat diimbau untuk
tidak berada di luar rumah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekan-
baru, Syaiful Rab, mengungkapkan, se-
lama bulan Agustus lalu sekitar 3.200
warga kota ini menderita infeksi saluran
pernapasan atas (ISPA) akibat kabut asap.
Terbanyak di kalangan balita berusia satu
sampai empat tahun. Mereka dirawat di
15 puskesmas dan RSUD yang ada di
Pekanbaru.

Kebakaran lahan dan hutan yang me-
nimbulkan kabut asap tidak hanya terjadi
di Riau. Tetapi juga di beberapa daerah
di Sumatera seperti Jambi, Bengkulu dan
Sumatera Selatan. Demikan pula di
beberapa tempat di Kalimantan. Berbagai
media massa, baik pusat maupun lokal,
secara gencar memberitakan soal kabut
asap yang tidak saja mengganggu keseha-
tan, tapi juga mengganggu transportasi
darat, laut/sungai dan udara. Kepulan
asap ini juga merambah sampai ke negara
tetangga.

Berdasarkan pemantauan satelit Na-
tional Oceanic and Atmospheric Admin-
istration (NOAA), ribuan titik api (hot
spot) ditemukan di sejumlah daerah. Di
Riau misalnya diketahui terdapat 258 titik

api, 130 di antaranya terdapat di perba-
tasan Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.
Di Sumatera Selatan 128 dan di Jambi se-
banyak 713 dan di Kalimantan Selatan 313
titik api, 12 diantaranya berada di sekitar
Bandara Syamsuddin Noor. Di Kaliman-
tan Barat, asap juga mengacaukan lalu-
lintas penerbangan di Bandara Supadio.

Gangguan asap ini sempat membuat
gusar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
termasuk Wapres Jusuf Kalla dan meminta
para kepala daerah dan Kapolri segera
mengatasinya. Bagaikan “kebakaran jeng-
got,” para petinggi di daerah itu pun sibuk
menanggapinya dengan memantau ke
lokasi-lokasi kebakaran. Polisi dan aparat
Manggala Agni dari Departemen Kehutanan
juga dikerahkan untuk memadamkan api.

Penertiban bukan tidak ada. Menteri
Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar,
seperti ditulis Media Indonesia (25/8)
menyatakan pihaknya telah menyerahkan
nama 15 perusahaan di beberapa daerah
yang diindikasikan membakar hutan dan
lahan kepada pihak kepolisian.

Polda Kalbar, seperti diungkapkan
Kabid Humasnya, AKB Suhadi WS, te-
ngah memeriksa enam perusahaan per-
kebunan yang diduga membakar lahan.
Pihaknya juga berencana mendatangkan
saksi ahli dari Kementerian LH untuk
membantu penyidikan.

Sementara Polda Riau telah menahan
58 tersangka pelaku pembakaran hutan
dan lahan serta memeriksa 91 orang saksi.

Namun Direktur Eksekutif Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Jhony
Mundung meragukan penegakkan hukum
terhadap kalangan pengusaha yang nyata-
nyata memberi andil terhadap kerusakan

hutan tropis Riau. Sebab kenyataannya,
kebakaran masih saja terus terjadi.

Di Riau, kebakaran lahan dan hutan bah-
kan merambah ke Taman Nasional Tesso
Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan. Di
taman ini, ada tiga kawasan besar peram-
bahan liar yang teridentifikasi dan dihuni
lebih dari 2.000 jiwa. Areal yang terbakar
mencapai ribuan hektar dan dikhawatirkan
terus meluas (Kompas, 27/8).

Upaya pemadaman dilakukan dengan
mengerahkan tiga helikopter, dua dari
Mabes Polri dan satu milik perusahaan
swasta. Ketiga heli itu secara bergantian
membawa kantong air dan menumpah-
kannya di atas asap lahan TNTN yang ter-
bakar. Namun upaya ini kemudian dihen-
tikan sebab tidak efektif dan membahaya-
kan pesawat serta pilotnya yang terbang
menembus kabut asap.

Belakangan, pemerintah menyiapkan
pesawat Hercules C-130 TNI-AU untuk
membuat hujan buatan sebagai upaya
memadamkan api sekaligus menghilang-
kan asap. Menristek Kusmayanto Kadi-
man menyebutkan telah disiapkan pula
30 ton garam untuk merangsang hujan.

Bagaimana hasilnya?
Upaya ini ternyata cukup ampuh. Ter-

bukti setelah dilakukan penebaran garam
(NaCL) bercampur casbosil di atas udara
di wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan
Hulu, hujan lebat pun membasahi bumi.
“Alhamdulillah, berkat usaha keras dan
izin Tuhan, hujan buatan berhasil dilaku-
kan,” ujar Kusmayanto di Pekanbaru,
Rabu (30/8) lalu. Jumlah titik api pun
semakin berkurang, tapi belum hilang
sama sekali.  SP

A
Foto: repro mediaindonesia

Truk bermuatan kayu menerobos kabut asap di Taman NasionalTesso Nilo, Riau.
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Kalau Gaji Polisi
Melambung
Gaji polisi pangkat terendah diusulkan Rp 8,3 juta. Kapolri
menemukan terapi ini untuk memperbaiki kinerja
korpsnya. Tetapi angka sebesar ini dianggap kurang patut.

ak petir menyambar di siang
bolong. Angan Kapolri Jenderal
menukik ke batas langit ketika
mengusulkan kenaikan gaji

polisi pangkat terendah tak kurang dari
delapan kali lipat. Kalau gaji pangkat
terendah Rp 8,3 juta, berapa gaji yang
pantas untuk bintara, perwira rendah,
menengah dan tinggi? Celakanya, bisa jadi
kepolisian diserbu para pemuda jika gaji
tamtama saja setinggi itu. Dan bursa
rekrutmen calon polisi akan jadi ajang
percaloan.

Jenderal Sutanto hanya berangkat dari
satu sisi pandang—melulu di dalam tubuh
Polri. Dia mengedepankan contoh, gaji
seorang tamtama, Rp 1.232.100 sebulan,
habis untuk kebutuhan rumah tangga
dalam sepuluh hari. Karena itu, dia
mengusulkan kenaikan 800 persen, agar
polisi bisa konsentrasi pada tugas, tidak
perlu mencari sana-sini untuk menutup
kebutuhan sebulan. Usulan itu memang
ideal, tetapi mampukah negara memang-
gulnya?

Sutanto tak ingin menutupi kenyataan

bahwa gaji seorang tamtama terlalu
rendah. Tak bisa disisihkan untuk biaya
sekolah, kesehatan dan kebutuhan lain.
Seorang tamtama tak bisa menyekolahkan
anak mereka dan mencukupi kebutuhan
lainnya. “Sangat tragis, gaji anggota Polri
hanya cukup untuk makan sepuluh hari,”
kata Sutanto kepada wartawan usai
menghadiri pidato kenegaraan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di DPR (16/
8).

Dari mana Jenderal Sutanto menemu-
kan skema gaji tersebut? Agaknya, usulan
kenaikan tersebut berdasarkan kajian
Deputi Polri Bidang Perencanaan dan
Pengembangan. Jadi Jenderal Sutanto
tidak sekadar berkelakar. Dia sudah
mengajukan usulan tersebut secara rinci
kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menkeu memang belum memberi ja-
waban, dipertimbangkan ataukah ditolak.
Namun usulan Sutanto mendapat reaksi
beragam dari publik. Di saat anggaran
negara masih terbatas, Sutanto jangan
terlalu berharap usulannya bisa dikabul-
kan. Kalau pun anggaran negara cukup,

kenaikan hingga 800 persen, dinilai
belum pantas. Bandingkan dengan gaji
seorang hakim yunior. Tahun lalu, pe-
merintah menaikkan gaji hakim yunior
yang menyandang gelar sarjana hukum,
Rp 4,6 juta sebulan. Memang lumayan,
tetapi masih jauh di bawah usulan Sutanto
untuk gaji seorang tamtama tamatan
SLTP.

Kata seorang anggota Komisi Kepo-
lisian, gaji polisi berpangkat tamtama
memang masih rendah, tetapi tidak
sepatutnya melebihi gaji seorang hakim.
Menurut Erwin Indardi, kenaikan 800
persen terlalu besar. Memang tidak bisa
dinafikan, kinerja polisi mendapat sorotan
negatif dari publik. Dia membenarkan
bahwa kinerja negatif sebagian disebab-
kan oleh rendahnya penghasilan resmi.
Tetapi dia menunjuk pada fakta bahwa
perwira tinggi yang menerima suap ketika
memeriksa tersangka pembobol Bank
BNI, punya penghasilan yang cukup.
“Karena itu jika gaji mereka dinaikkan,
mereka harus mampu membuktikan
pantas menerima kenaikan tersebut,” kata
Erwin.

Karena itu, bila gaji polisi bisa dinaik-
kan, jajaran kepolisian harus mampu
membuktikan bahwa mereka pantas
mendapatkan kenaikan tersebut. Memang
Jenderal Sutanto sudah melakukan pem-
bersihan di dalam tubuh Polri. Tetapi itu
belum cukup, publik menuntut yang lebih.
Kata Erwin, masyarakat masih menunggu
apakah langkah-langkah Sutanto hanya
gebrakan sesaat, lantas menguap begitu
saja. “Kalau polisi mampu membuktikan
dirinya lebih profesional, masyarakat rela
membayar gaji mereka lebih tinggi,” kata
Erwin seperti dikutip detik.com (23/8).

Erwin tidak melihat budaya “86” (kata
sandi untuk sogokan) di kalangan polisi
sudah lenyap. Budaya tersebut hanya bisa
terkikis dengan pengawasan dari aparat
kepolisian sendiri dan pemerintah. Me-
reka yang terbukti masih melakukan
praktik tersebut mestinya dikenakan
sanksi. Pengamat kepolisian Adrianus
Meliala, kriminalog UI, juga tidak yakin
kenaikan gaji secara otomatis melenyap-
kan budaya “86” di tubuh kepolisian. “Bisa
ya, bisa tidak. Tapi rasanya tidak bisa
memberikan jaminan,” kata Adrianus.
Mereka juga sependapat gaji polisi boleh
naik, tetapi mesti diiringi perbaikan
kinerja.

Mantan Kepala Badan Narkotika Na-
sional, Komjen (Purn) Togar Sianipar
mengakui pekerjaan kepolisian rentan
bergelimang noda, karena itu personilnya
perlu diawasi secara ketat. Wewenang
polisi begitu luas, tetapi fasilitas dan
gajinya minim. Oleh karena itu, Polri perlu
melakukan reformasi dalam tiga ta-
tanan—struktural, instrumental dan
kultural.  SB, SH

Sutanto: Gaji polisi hanya cukup untuk biaya hidup sepuluh hari.

B

foto: berindo wilson
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Pasukan TNI Resmi ke Libanon
BERITA HANKAM

Mayjen Rasyid Danjen Baru Kopassus

Pasukan TNI segera
bergabung dengan pasukan
UNIFIL PBB di Libanon.
Mereka berangkat akhir
September.

eka-teki soal pengiriman pasu-
kan Indonesia untuk bergabung
dengan pasukan pemelihara
perdamaian PBB di Libanon Se-

latan terjawab sudah. Pasukan merah-
putih beranggotakan 1.000 tentara dijad-
walkan berangkat 28 September. PBB
telah secara resmi meminta Indonesia
mengirim pasukannya di tengah hada-
ngan keberatan Israel

Sebuah advance team akan berangkat
20 September untuk mempersiapkan
keberangkatan seluruh anggota pasukan
TNI yang telah menjalani pembekalan di
Markas Divisi-I Kostrad, Cilodong, Bogor.
Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana
Muda Moh. Sunarto mengatakan tim
pendahulu beranggotakan tujuh orang.
Mereka menyiapkan markas pasukan In-
donesia di Libanon.

Menurut Menlu Nur Hassan Wirayudha
PBB dan sejumlah negara pendukung
bahkan menawarkan armada untuk me-
ngangkut pasukan Indonesia yang juga
akan membawa persenjataan berat. “Kita
sudah terima surat dari Departemen
Pemeliharaan Perdamaian PBB yang
menerima tawaran Indonesia. Jadi tidak
ada masalah lagi soal pengiriman pasukan
Indonesia,” kata Hassan sebagaimana
dikutip oleh koresponden Media Indone-
sia di Bali (3/9).

DPR juga telah memberikan kata se-
pakat bagi pengiriman misi perdamaian
Indonesia. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono melakukan pertemuan kon-
sultasi dengan DPR (28/8) tentang kese-
pakatan pemberangkatan pasukan Indo-
nesia ke Libanon. Pengiriman pasukan
tertunda lantaran adanya keberatan dari
Israel. Israel tidak hanya keberatan pada

pasukan Indonesia, tetapi juga Malaysia
dan Bangladesh yang tidak memiliki
hubungan diplomatik dengan negara
Yahudi tersebut.

Pasukan Indonesia bertugas di sana di
bawah bendera Pasukan Sementara PBB
di Libanon (United Nation Interim Forces
in Libanon-UNIFIL). Para petinggi Indo-
nesia, sipil dan militer, menegaskan
bahwa pasukan Indonesia tidak bertugas
melucuti Hizbullah, tetapi untuk menjaga
perdamaian di Libanon. “Bukan meng-
gunakan kekuatan dengan paksa untuk
menghentikan peperangan,” kata Presi-
den Susilo.

Kata Ketua Komisi I DPR, Theo Sam-
buaga: “Kita tidak akan melakukan per-
lucutan senjata terhadap Hizbullah.”

Sambil menunggu pemberangkatan,
Batalyon Mekanis Garuda yang ber-
anggotan 1.000 prajurit, terus melakukan
latihan pemantapan, dari 29 Agustus
sampai 11 September. Di dalam pasukan
tersebut juga bergabung putra Presiden
Susilo, Letnan Satu Agus Harimurti

Yudhoyono. Soal keikutsertaan Agus
sempat menjadi polemik.

Pengamat militer Rizal Dharmaputera
mencemaskan kehadiran Agus rentan jadi
target politik oleh pihak-pihak yang ingin
memanfaatkan situasi. “Sebagai putra
presiden, posisi Agus sangat strategis. Kita
harus waspada,” kata Rizal seperti dikutip
Indo Pos (4/9). Rizal mengingatkan
perlunya antisipasi bilamana ada red alert
(tanda bahaya) di lapangan. Namun pihak
Mabes TNI menegaskan tidak ada penga-
manan khusus bagi Agus selama bertugas
di Libanon.

Kasum TNI, Mayjen Endang Suwarya,
pada pembukaan latihan Batalyon Meka-
nis Garuda (29/8), mengatakan setiap
personil harus membekali diri dengan
baik karena medan yang dihadapi cukup
berat, sangat berbeda dengan kondisi
alam di Indonesia. Kultur masyarakat
Libanon juga harus menjadi fokus per-
hatian. Mayjen Endang menilai semua
peralatan yang dibawa pasukan tersebut
sudah cukup memadai.  SB-SH

Komandan Jenderal Kopassus ber-
pindah dari Mayjen Syaiful Rizal ke
Mayjen Rasyid Qurnuen Aqquary.
Mayjen Syaiful akan menjabat Pangdam
Udayana. Kepala Staf Angkatan Darat
Jenderal Djoko Santoso  memimpin
upacara serahterima jabatan Syaiful
bersama 79 perwira TNI-AD lainnya di
Markas Komando Kopassus Cijantung
Jakarta Timur, Jumat, (1/9).

Selama memimpin Kopassus (2005-

2006) Mayjen Syaiful telah banyak
melakukan perubahan di kesatuannya.
Pria kelahiran Lahat Sumatera Selatan
itu juga mengasah kemampuan prajurit
dengan latihan-latihan gabungan de-
ngan satuan khusus negara lain. Mayjen
Rasyid, lulusan AKABRI 1975, seang-
katan dengan Syaiful. Rasyid sebelum-
nya menjabat Pangdiv-1 Kostrad, masuk
Kopassus sejak 1979, menjadi Danton
Group-1 Kopassandha. Tahun 1983

menjadi Wadan Karsa Group-4 Kopas-
sandha.

Pria kelahiran Bandung tahun 1953
itu kemudian ditunjuk menjadi Dan-
satlat Walpri Paswalpres (1983-1987).
Rasyid kembali ke Kopassus tahun 1987,
menjadi Danden-1 Yon-21 Group-2.
Ketika berpangkat Letkol, Rasyid men-
jadi Aspers Kopassus. Tanggal 1 Septem-
ber 2006, dia dipromosi sebagai Ko-
mandan Jenderal Kopassus.  SB-SH

T

Pasukan Mekanis Garuda menunggu pemberangkatan ke Libanon. foto: berindo subhan
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Piala Emas Nobel dan Gunung Lumpur
Empat siswa SLTA membawa pulang tropi emas ilmiah
internasional. Ini ole-ole buat HUT Kemedekaan RI ke 61,
juga sedikit menghibur warga yang ditimpa bencana alam,
termasuk mereka yang bergulat dengan banjir lumpur di
Sidoardjo, Jawa Timur.

nak Negeri Memburu Nobel;
ini laporan khusus kado ulang
tahun kemerdekaan Majalah
Gatra, Edisi 23 Agustus 2006.

Majalah mingguan berita tersebut me-
ngulas, munculnya secercah cahaya di
antara kesuraman yang terus mendera
negeri ini. Empat siswa sekolah lanjutan
atas Indonesia meraih prestasi emas di
olimpiade ilmiah internasional. Bisa jadi
ini oleh-ole buat ulang tahun kemerdeka-
an yang ke 61. Namun Gatra menyesal-
kan minimnya pembinaan anak-anak
pintar dan berbakat.

Pada tahun 2020 atau hanya 14 tahun
dari sekarang, menurut Gatra, lagi Indo-
nesia bakal mendapat nobel di bidang fi-
sika. Ada yang mencapai gelar professor pa-
da umur 25 tahun, dan kini Dikmenti DKI
dan TOFI berencana mendirikan ‘pelatnas’
anak-anak cerdas. Tujuannya menjuarai
ajang olimpiade ilmiah internasional.

Muntahan lumpur dari perut bumi
Sidoarjo yang belum ada pertanda ber-
henti, menjadi laporan sampul Majalah
Tempo Edisi, 27 Agustus. Hampir tiga
bulan ini, banjir lumpur melumat se-
jumlah kampung, sawah dan jalan di
Sidoarjo. Kiriman lumpur dari dalam
perut bumi, menggunung sampai setinggi
4,3 juta meter kubik, bisa membengkak
sampai 10,8 juta meter kubik sampai
akhir tahun ini. Jika hujan turun dalam
dua bulan ini, tanggul-tanggul yang
takkan mampu lagi membendung tekanan
muntahan lumpur.

Pada edisi berikutnya (3/9), majalah
berita mingguan terkemuka ini, menurun-
kan laporan sampul: Sikat Jenderal!
Merah Biru Rapor Kapolri. Tempo me-
nyorot gerak langkah Kapolri Jenderal Su-
tanto dalam setahun memegang tongkat
komando Polri. Sutanto, menurut Tempo,
belum bisa tidur nyenyak, meskipun dia
sudah banyak menoreh keberhasilan
dalam setahun ini. Begitu diberangus,
kejahatan-kejahatan, seperti pembalakan
liar (illgal logging), Narkoba, korupsi,
terorisme dan judi, seolah terus berpacu
menghadangnya.

Majalah mingguan ekonomi dan hu-
kum, Trust edisi 3 September, lebih ter-
tarik menurunkan laporan sampul: Me-
lacak Korupsi Proyek Bank Dunia. Trust
mengutip pernyataan perwakilan Bank
Dunia di Jakarta yang menyingkap ulah
Departemen Pekerjaan Umum yang
mengkorupsi dana bantuan bantuannya
sampai sejumlah Rp 3,2 miliar. BPK juga
melaporkan dana bantuan Bank Dunia di
Depkes dikorupsi Rp 5,1 miliar. Bank
Dunia mengultimatum untuk meminta
kembali uang dipinjamkannya. Mereka
pemerintah Indonesia meniadakan ke-
biasaan buruk tersebut.

Langsung menohok ke pokok per-
soalan, Majalah Konstan, edisi 6 Septem-
ber, menurunkan laporan sampul: Korup-
tor Penghianat Kemerdekaan. Dalam
edisi ulang tahun kemerdekaan RI ke-61,
majalah yang banyak menyorot masalah
korupsi ini; menguraikan upaya lima

presiden RI, dari Soekarno sampai Susilo
Bambang Yudhoyono, untuk memberan-
tas kasus-kasus korupsi yang sudah
menjadi “penyakit kanker” bagi kehidu-
pan masyarakat. Ironisnya, penyakit
kronis ini, menurut Konstan, belum bisa
disembuhkan sampai saat ini. Indonesia,
malahan, menduduki peringkat negara
paling korup di dunia. Konstan dan Trust
tak banyak berbeda di dalam menyorot
budaya korupsi yang melanda negeri ini.

Di pihak lain, majalah bisnis—Swa edisi
6 September—memberi perhatian utama
pada; Raja Toiletris yang Makin Terke-
pung. Swa memberi ruang yang dominan
pada kupasan yang membedah kekuatan,
kelemahan dan masa depan Unilever. Ma-
nuver Unilever Indonesia yang biasanya
sangat lincah, inovatif dan kreatif, menu-
rut Swa, belakangan ini tampak melam-
ban. Sang pemimpin pasar ini seolah-olah
tak lagi bergairah berkreasi dan meman-
cing konsumen dengan taburan hadiah,
bahkan beberapa kali tertangkap basah
meniru gerakan penantang pasarnya.

Juga majalah bisnis, Investor edisi 7
Agustus, mengemas laporan sampul
cukup bombastis; Mafia Berkeley &
Strategi Baru Ekonomi. Menurut Inves-
tor, lemahnya daya saing industri Indo-
nesia diyakini tak lepas dari peran arsitek
ekonomi Mafia Berkeley.

Perlukah upaya radikal untuk meng-
ubah strategi ekonomi pasar bebas itu?
Tulis Investor, tampaknya Indonesia
butuh strategi baru untuk mendorong
kemajuan ekonomi. Resep pembangunan
ekonomi yang selama ini digunakan
hanya menambah angka kemiskinan dan
pengangguran. Tingkat kesejahteraan
rakyat tak kunjung terangkat, justru
merosot, terutama dalam delapan tahun
terakhir.  SB-SH

A
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TVRI Menunggu
Tangan Dingin

Sesepuh pertelevisian Indo-
nesia, TVRI, malah teringgal
dari TV-TV lainnya. Masalah
anggaran menjadi kendala.
Tunggu saja langkah
nahkoda baru TVRI. Seperti
apa jadinya?

tasiun televisi swasta tumbuh
bak jamur di musim hujan berkat
kehadiran era reformasi. Semua-
nya berebut kue iklan dan acara

sponsor. Karena itu, mereka harus ber-
pikir dan berjuang keras untuk mengemas
program yang mendatangkan rating
tinggi. Mampukah TVRI mengejar keter-
tinggalannya serta mengemas program
agar dilirik kembali oleh para pemirsa ur-
ban? Pertanyaan inilah yang mesti di-
jawab oleh para pengelola baru TVRI.
Tentu mereka jangan dituntut mengejar
untung, asal pas-pasan saja sudah bagus.

Mestinya semakin berusia (44 tahun),
TVRI semakin canggih dan berpengala-
man. Faktanya, TVRI semakin terpuruk,
dan ditinggalkan para pemirsanya. Pada-
hal TVRI memiliki 22 stasiun daerah yang
didukung 395 pemancar, ditonton oleh 82
persen penduduk Indonesia. TVRI me-
mang keberatan beban karyawan yang
berjumlah 6.823 orang, termasuk 2.000
di kantor pusat dan TVRI stasiun pusat
Jakarta yang menyelenggarakan siaran
selama 19 jam dari pukul 05.00 sampai
24.45 WIB.

Yang ditunggu dari TVRI, kemajuan
yang memadai setelah statusnya berubah
dari perusahaan jawatan ke persero.
Namun sampai pergantian jajaran direksi
awal pekan lalu, TVRI tak banyak be-
ranjak, dan hanya dilirik sebelah mata
oleh para pemirsa urban. Di era Orde Baru
(mulai 1974), TVRI berstatus direktorat
di bawah naungan Direktorat Jenderal
Radio, TV dan Film, Departemen Pene-
rangan. Masuk era reformasi (mulai
1998), tepatnya tahun 2000, status TVRI
berubah jadi perusahaan jawatan (milik
negara). April 2001, status TVRI berubah
lagi menjadi perseroan terbatas atau
BUMN yang bernaung di bawah Depar-
temen Keuangan.

TVRI, di era Orba, memang dipakai se-
bagai corong oleh pemerintah yang ber-
kuasa. Nasibnya tak beda jauh dengan Ra-
dio Republik Indonesia (RRI). Namun
posisinya sedikit berubah di era refor-
masi. TVRI sudah boleh menyampaikan
informasi two-way traffic, dari peme-
rintah kepada rakyat, dan dari rakyat
kepada pemerintah. Artinya, TVRI lebih
banyak memfokuskan perhatian untuk
menerjemahkan kebijakan dan program
pemerintah dengan cepat, tepat dan baik.
Karena itu, jangan terlalu berharap TVRI
menyajikan program-program kenes,
seperti TPI, RCTI, SCTV dan Global TV.
Tadinya ada ketentuan bahwa setiap TV

swasta menyetor lima persen dari keun-
tungan bersih iklan ke TVRI. Di dalam
pelaksanaannya, banyak TV swasta yang
menunggak dan tidak melaksanakan ke-
wajibannya.

Dari jajaran direksi baru diharapkan
munculnya inovasi dan pembenahan;
manajemen, struktur organisasi, ke-
uangan dan SDM. Nilai jual TVRI terting-
gal dari TV-TV swasta, karena etos kerja
kebanyakan karyawan yang tidak ber-
gairah. TVRI juga harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Un-
dang-Undang Penyiaran: TV publik
dengan sasaran khalayak yang jelas.

Setelah proses pendaftaran dan pemi-
lihan tim direksi yang cukup panjang,
Kamis (24/8), Mayjen TNI (Purn) I Gde
Nyoman Arsana, dari Partai Golkar,
dilantik sebagai Direktur Utama. Dia
dilantik bersama Rully Charmeianto
Iswachyudi, dari Partai Demokrat, se-
bagai Direktur Program dan Berita; Antar
MT Sianturi, Direktur Keuangan; Kemas
A Tolib, Direktur Teknik; Farhat Syukrie,
Direktur Umum; dan Hempi Nartomo
Prajudi, Direktur Pengembangan dan
Usaha.

Reaksi pun muncul dari para karya-
wan setelah mereka dilantik. Soalnya,
mereka menginginkan kader pimpinan
dari dalam. Hanya Farhat yang berasal
dari dalam TVRI sendiri. Selebihnya
diambil dari luar; Rully bekas karyawan
TV swasta, Antar bekas pejabat Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Kemas aktif di Depkominfo,
dan Hempi pernah bekerja di PT Coca
Cola.

Arsana mengaku melamar atas ke-
inginan pribadi. Lelaki yang pernah
menjabat Koordinator Staf Ahli Panglima
TNI, Kepala Litbang Departemen Perta-
hanan dan Keamanan, Kepala Litbang
ABRI itu, mengaku ingin terus mengabdi-
kan diri kepada negara dengan menjadi
Direktur Utama (Dirut) TVRI (Kompas,
25/8). Dia terpilih di antara 270 pelamar
lowongan pimpinan TVRI. Seleksi per-
tama dilakukan oleh LMUI, menyisakan
18 nama. Mereka lantas menjalani uji
kelayakan dan kepatutan yang diseleng-
garakan oleh Dewan Pengawas TVRI.

Meneg Kominfo, Sofyan A Djalil me-
ngatakan, pihaknya tidak melakukan
intervensi atau menitipkan orang ke
dalam jajaran direksi TVRI. “Tidak ada
titipan. Saya sudah 5 tahun pensiun. Jadi
saya tidak berasal dari mana-mana,” kata
Angsana.  SB, SH

S
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Sepuluh Universitas Terbaik Dunia

Universitas adalah tempat untuk mendapatkan
pengetahuan melalui pengajaran dan penelitian.
Bagaimana universitas terbaik dunia melakukannya?

niversitas sudah tidak lagi
sama seperti dulu. Universi-
tas tidak lagi sekadar sebuah
gedung yang berlokasi di satu

tempat, dimana mahasiswanya hanya men-
dapatkan ilmu pengetahuan dalam ruang-
ruang kelas yang tertutup rapat, dan
melakukan kegiatan penelitian-penelitian
yang sekadarnya saja. Setidaknya, tidak
demikian hal yang dilakukan oleh uni-
versitas-universitas yang mendapat pre-
dikat sebagai universitas terbaik di dunia.

Universitas terbaik pada abad ini adalah
universitas yang berskala global. Berskala
global artinya universitas yang bersikap
terbuka terhadap dunia luar, menerima
keanekaragaman, dan melakukan pe-
ngembangan terhadap kegiatan peneli-
tian. Suatu peringkat mengenai universi-
tas-universitas yang berskala global, yang
dipublikasikan oleh Majalah Newsweek a-
khir Agustus 2006, menyebutkan daftar
sepuluh universitas terbaik di dunia. Dari
ke sepuluh universitas tersebut terdapat
delapan universitas berada di Amerika
dan dua universitas berada di Oxford dan
Cambridge. Majalah Newsweek juga
memasukkan peringkat 40 besar univer-
sitas lainnya, yaitu 22 universitas berada
di Amerika, lima universitas berada di
Inggris, lima universitas berada di Swiss,
tiga universitas berada di Kanada, dua
universitas berada di Jepang, dua univer-
sitas berada di Australia, dan satu univer-
sitas berada di Singapura.

Memasuki era globalisasi, sebuah uni-

versitas harus semakin sadar akan kebu-
tuhan dirinya untuk menjadi global, yaitu
menjangkau dunia luas: mencari pelajar
dari berbagai kawasan dunia yang memi-
liki aneka warna kebudayaan dan nilai-ni-
lai, mengirimkan pelajar mereka sendiri
ke luar negeri untuk mempersiapkan pe-
lajar tersebut bagi dunia kerja yang lebih
luas, memberikan program pendidikan
yang berskala dunia dan mengadakan pro-
gram penelitian kolaboratif guna mening-
katkan ilmu pengetahuan yang mem-
berikan manfaat bagi umat manusia.

Suatu universitas yang melakukan pene-
rimaan pelajar-pelajar asing, di samping
dapat menjadikan pelajar-pelajarnya
menjadi pintar, universitas juga dapat
berperan untuk menciptakan rasa saling
mengerti antar bangsa, toleransi, dan
kesatuan dunia. Sebagai contoh dapat
dilihat dari sebuah cerita menarik di Uni-
versitas Yale. Pada malam setelah gedung
World Trade Center diserang, mahasiswa
dari Universitas Yale yaitu mahasiswa ke-
turunan Yahudi (kebanyakan dari mereka
adalah orang Amerika) dan mahasiswa
beragama Muslim (kebanyakan dari me-
reka adalah pelajar asing) melakukan aksi
berjaga-jaga bersama. Dari cerita tersebut,
dapat dilihat bagaimana suatu universitas
dapat mempererat hubungan antar bangsa.

Di samping itu, trend melanjutan studi
ke luar negeri juga semakin banyak dimi-
nati oleh orang. Selama 3 dekade terakhir,
jumlah pelajar yang melakukan studi ke
luar negeri mengalami peningkatan dengan

rata-rata 3,9 persen per tahun, dari
800.000 di tahun 1975 menjadi 2,5 juta di
tahun 2004. Kebanyakan pelajar yang me-
lakukan studi ke luar negeri itu berasal dari
negara yang sudah berkembang dan mere-
ka pergi ke negara yang juga sudah berkem-
bang. Namun, jumlah pelajar dari negara
yang sedang berkembang yang memilih be-
lajar di negara yang sudah berkembang ju-
ga meningkat cepat. Sebaliknya juga, jum-
lah pelajar dari negara yang sudah berkem-
bang yang belajar ke negera yang sedang
berkembang juga sedang mengalami pe-
ningkatan. Saat ini, pelajar asing yang
memperoleh gelar doktor di AS sebanyak
30 persen dan di Inggris sebanyak 38 per-
sen. Di AS, 20 persen jumlah profesor da-
lam bidang sains dan teknologi yang baru
dipekerjakan merupakan orang asing, dan
di Cina kebanyakan staf pengajar yang baru
dipekerjakan pada universitas-universitas
terbaik merupakan lulusan dari luar negeri.

Sebagai bagian dari semua itu, agar uni-
versitas dapat berskala global maka
mereka harus mendorong pelajar-pelajar-
nya untuk menghabiskan sebagian dari
masa kuliah mereka dengan belajar di luar
negeri. Di Eropa, lebih dari 140.000
pelajar berpartisipasi dalam program
Erasmus setiap tahunnya. Pelajar yang
mengikuti program Erasmus diharuskan
mengikuti beberapa kredit program pen-
didikan di salah satu dari 2.200 institusi
yang ada di seluruh benua. Di AS, insti-
tusi-insitusi memobilisasi alumni-alumni-
nya agar membantu penempatan para
pelajar dalam masa belajar di luar negeri
untuk mempersiapkan mereka menjalani
karir yang lebih luas. Universitas Yale dan
Harvard telah lebih dulu, menawarkan
kepada mahasiswanya, setidaknya satu
program masa belajar di luar negeri - dan
menyediakan dana bagi para mahasiswa-
nya supaya hal tersebut dapat terwujud.
Universitas juga sudah ada yang mendiri-
kan perwakilan mereka di luar negeri. Hal
ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat
melayani para pelajar yang berasal dari
daerah lokal. Usaha bersama dalam bi-
dang pendidikan seperti itu telah terbukti
berhasil seperti program Johns Hopkins-
Nanjing di Cina yang sudah berlangsung
selama 20 tahun, program Executive
M.B.A. Duke Goethe, dan Perserikatan
MIT di Singapura yang menawarkan gelar
ganda di berbagai jurusan teknik.

Universitas berskala global juga menun-
tut universitas melakukan pembaharuan
dalam cara mereka melakukan penelitian.
Trend terbaru dalam pelaksanaan peneli-
tian adalah melibatkan pengambilan sum-
ber yang akan menjadi bagian program
penelitian dari negara lain. Tian Xu, se-

U
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SEPULUH UNIVERSITAS
TERBAIK DUNIA

Inilah sepuluh universitas terbaik dunia yang menerapkan keterbukaan dan
menerima keanekaragaman, serta melakukan penelitian yang luar biasa.

Peringkat dibuat berdasarkan penilaian yang diperoleh dari Shanghai
Jiaotong Survey dan Times Higher Education Survey.

9
University Of California

Lokasi: S. Francisco, Calif
Didirikan: 1873
Mahasiswa: 2,600
Uang kuliah: $53,500/thn

San Francisco

10
Columbia University
Lokasi: New York, N.Y
Didirikan: 1754
Mahasiswa: 23, 813
Uang kuliah: $31,472/thn

7
Massachusetts
Institute Of Technology
Lokasi: Cambridge, Mass
Didirikan: 1861
Mahasiswa: 10,206
Uang kuliah: $32,300/thn

8
University Of Oxford
Lokasi: Oxford, Eng
Didirikan: 1096
Mahasiswa: 17,664
Uang kuliah: $5,596/thn

5
University Of
California, Berkeley
Lokasi: Berkeley, Calif
Didirikan: 1868
Mahasiswa: 32,214
Uang kuliah: $24,233/thn

6
University Of
Cambridge
Lokasi: Cambridge, Eng
Didirikan: 1209
Mahasiswa: 17,824
Uang kuliah: $5,596/thn

4

Lokasi: Pasadena, Calif
Didirikan: 1891
Mahasiswa: 2,169
Uang kuliah: $27,309/thn

California Institute
Of Technology

3
Yale University

Lokasi: New Haven, Conn
Didirikan: 1701
Mahasiswa: 11,359
Uang kuliah: $31,460/thn

Stanford University

2

Lokasi: Stanford, Calif
Didirikan: 1885
Mahasiswa: 14,881
Uang kuliah: $31.200/thn

1
Harvard University
Lokasi: Cambridge, Mass
Didirikan: 1636
Mahasiswa: 19,779
Uang kuliah: $32,097/thn

orang profesor di Universitas Yale dan ju-
ga peneliti di Howard Hughes Medical
Institute, memimpin suatu penelitian di
almamaternya, Shanghai’s Fudan Univer-
sity, bekerja sama dengan rekan sekerja-
nya yang berada di Yale. Dengan cara se-
perti ini, ke dua negara mendapat keun-
tungan; laboratorium di Universitas Yale
menjadi lebih produktif karena biaya
penelitian yang rendah di Cina, dan para
pelajar dan pekerja di Cina bisa mendapat
pelatihan kerja dari para ilmuwan terke-
muka yang ada di Amerika.

Delapan dari sepuluh universitas ter-
baik dunia yang dipublikasikan oleh
Newsweek, berada di Amerika. Oleh se-
bab itu, tidaklah mengejutkan kalau ba-
nyak negara yang ingin maju menjadikan
penelitian yang dilakukan universitas di
Amerika sebagai model untuk ditiru.
Mengapa perlu ditiru? Karena penelitian
yang diprakarsai universitas yang berada
di Amerika telah membawa kemajuan
bagi bangsa Amerika. Hubungan antara
keduanya dapat terlihat secara jelas dari
keberadaan Silicon Valley yang dibuat
oleh Stanford University dan Route 128
yang merupakan perpanjangan tangan
dari MIT dan Harvard, dimana kedua
tempat tersebut merupakan tempat dite-
mukannya teknologi-teknologi baru yang
memberi keuntungan milyaran dolar bagi
Amerika. Berbagai pemerintahan di se-
luruh dunia telah mencoba meniru model
tersebut, dan mungkin yang paling ber-
hasil adalah apa yang dilakukan oleh
Cambridge University di Inggris, dimana
Microsoft dan berbagai perusahaan ter-
kemuka lainnya telah membuka “bengkel”
mereka di sekitar Universitas Cambridge.

Perubahan paling drastis terjadi di Cina.
Berbagai universitas terkemuka di Cina
yang ingin menjadi universitas kelas dunia,
telah mempelajari secara teliti berbagai
institusi pendidikan terkemuka di Amerika.
Hal tersebut meliputi memperluas pen-
carian tenaga pengajar yang tidak hanya
dari lulusan mereka sendiri, membuat
suatu standar yang ketat bagi penghargaan
masa jabatan seumur hidup dan me-
lakukan konsultasi dengan para ahli yang
independen untuk mengambil suatu kepu-
tusan. Beberapa universitas terkemuka
juga telah menghapuskan kurikulum
pendidikan umum selama satu atau dua
tahun dan digantikan dengan memberikan
kebebasan bagi pelajarnya untuk memilih
sendiri bidang pelajaran apa yang ingin
mereka pelajari. Beberapa universitas
lainnya melakukan percobaan dengan
menggunakan tes masuk yang berbeda dari
tes nasional yang sudah ada. Berbagai uni-
versitas juga telah meniadakan cara belajar
dengan menghapal dan lebih memilih
mengadakan interaksi di dalam kelas yang
dapat mendorong pelajar untuk berpikir
secara mandiri.   NEWSWEEK-DAP
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Tanda Tanya Tentang Pak Gub
Penyerahan berkas dan tersangka kasus Hotel Hilton
ternyata menyisakan masalah hukum terkait status Ali
Mazi yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara.

Mediasi Gagal

ini beredar isu bahwa ada intervensi dari
Wapres M Jusuf Kalla kepada jajaran Ke-
jaksaan Agung agar tidak menahan para
tersangka kasus perpanjangan HGB Ho-
tel Hilton tersebut. Hal itu menyangkut
tersangka Gubernur Sultra Ali Mazi, yang
juga selaku Ketua DPD Golkar Sulawesi
Tenggara.

Sementara Suara Karya, 28 Agustus
2006, dengan gamblang menulis bahwa
Kejaksaan telah bersikap diskriminatif.
Pengamat hukum Albert Hasibuan dan
politikus senior Aisyah Amini berpen-
dapat sama. Tidak dilakukannya penaha-
nan kepada para tersangka menimbulkan
prasangka buruk bahwa ada intervensi
dan kebijakan tebang pilih oleh peme-
rintah dan aparat hukum.

Sementara itu, Frans Hendra Winata,
kuasa hukum Pontjo, menjelaskan bahwa
kliennya beserta tiga tersangka lainnya
tidak ditahan karena mereka dipercaya
tidak akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti ataupun
mengulangi tindak pidana. Frans juga
menegaskan bahwa tidak ada permintaan
dari siapapun yang melatarbelakangi
tidak ditahannya Pontjo Sutowo.

Bonaran Situmeang, kuasa hukum Ali
Mazi, seraya mengamini pernyataan
Frans. Situmeang juga membantah ada-
nya anggapan bahwa ada intervensi dari
Partai Golkar.

Kompas, 25 Agustus 2006 memuat
berita tentang bantahan dari Wakil
Presiden Muhammad Jusuf Kalla, bahwa
dirinya mempengaruhi aparat Kejaksaan
Agung untuk tidak menahan para tersang-
ka kasus dugaan korupsi Hotel Hilton, ter-
masuk Gubernur Sulawesi Tenggara 
(Sultra) Ali Mazi, yang juga salah seorang
pimpinan Partai Golkar di Sultra.

“Saya juga tidak mendesak untuk dilak-
sanakan seperti itu. Hanya kita selalu ber-
bicara bersama-sama, prinsip-prinsip hu-
kum yang harus kita taati seperti itu. Be-
gitu juga hal-hal lain, siapa saja, selama
dia tidak bisa memenuhi kriteria-kriteria
itu, tentu jaksa dapat bertindak sesuai de-
ngan aturan hukum. Jadi, tidak ada hal-
hal yang perlu penekanan seperti itu,” je-
lasnya seperti dikutip Kompas.  RH

asus perpanjangan hak guna
bangunan (HGB) Holten Hil-
ton masih berlarut-larut. Se-
telah sempat tertunda bebe-

rapa kali, penyerahan berkas dan ter-
sangka kasus perpanjangan hak guna ba-
ngunan (HGB) Hotel Hilton digelar 24
Agustus lalu. Penyerahan yang dilang-
sungkan di Gedung Bundar Kejaksaan
Agung (Kejagung) sekaligus menandai pe-
rubahan status para tersangka menjadi
terdakwa.

Keempat tersangka ini akan dijadikan
dua berkas, Dirut PT Indobuild Co Pontjo
Sutowo dan mantan kuasa hukum PT
Indobuild Co Ali Mazi (kini Gubernur
Sulawesi Utara-Red) dalam satu berkas,

sementara Kepala BPN Kanwil DKI Ja-
karta Robert J Lumempauw dan mantan
Kepala BPN Jakarta Pusat Ronny Kusuma
Yudistira dalam satu berkas lainnya.

Meskipun telah dilakukan penyerahan
berkas dan tersangka, tetapi Pontjo
Sutowo cs ternyata tidak ditahan. Inilah
yang kemudian menjadi bulan-bulanan
media. Jampidsus Hendarman Supandji
menolak berkomentar ketika ditanya
kenapa pihak Kejaksaan tidak melakukan
penahanan. Hendarman hanya menegas-
kan walaupun para tersangka tidak dita-
han, namun pihak Kejaksaan bertekad
akan tetap meneruskan perkara ini sam-
pai ke pengadilan.

Seperti diberitakan ANTARA, sebelum

Upaya penyelesaian sengketa (media-
si) antara PT Indobuildco (pengelola
Holten Hilton) dan pemerintah gagal
mencapai titik temu. Maka sidang gu-
gatan perdata perpanjangan HGB Ho-
tel Hilton dibuka pada 31 Agustus 2006.

Seperti diberitakan Koran Tempo, 24
Agustus 2006, kegagalan mediasi dise-
babkan perbedaan mendasar, yakni

boleh atau tidaknya HGB dipakai se-
bagai jaminan untuk mendapat pinja-
man dari bank. Indobuildco berpen-
dapat HGB yang dimiliki bisa dijamin-
kan ke bank.

Sebaliknya, Badan Pengelola Gelora
Bung Karno (pemegang hak pengelolaan
lahan kawasan Senayan) menilai tindakan
itu melanggar UU Perbendaharaan Negara.

Indobuildco mengajukan gugatan
perdata 20 Juli lalu ke PN Jakarta
Selatan. Pihak yang digugat adalah
Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara
selaku Ketua Badan Pengelola Gelora
Bung Karno dan Badan Pertanahan
Nasional. Gugatan itu diajukan karena
Indobuildco merasa dirugikan dengan
adanya kasus dugaan korupsi perpan-
jangan HGB Hotel Hilton yang sedang
ditangani Tim Koordinasi Pemberan-
tasan Korupsi.  RH

K
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Protes Lagi Untuk MK

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Komisi Yudisial
tidak berwenang melakukan pengawasan apa pun
terhadap hakim, sampai adanya revisi terhadap Undang-
Undang 22/2004 tentang KY, khususnya soal
pengawasan.

ahkamah Konstitusi (MK)
menghabisi kewenangan
Komisi Yudisial (KY) me-
ngenai pengawasan perila-

ku hakim melalui putusan uji materiil
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial yang diajukan 31
hakim agung. Menghadapi kenyataan itu,
KY menyatakan akan mempercepat upaya
amandemen UU Nomor 22/2004.

Kesimpulan majelis hakim konstitusi
yang diketuai Jimly Asshiddiqie itu
menyebutkan, fungsi pengawasan KY
yang diamanatkan UU KY bertentangan
dengan UUD 1945. “Segala ketentuan UU
KY yang menyangkut pengawasan harus
dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat karena terbukti menim-
bulkan ketidakpastian hukum,” kata Jimly
saat membacakan putusan itu.

Menurut majelis hakim konstitusi,
seperti dilaporkan Suara Karya, 24
Agustus 2006, rumusan Pasal 13 huruf (b)
juncto Pasal 20 UU KY memiliki rumusan
yang berbeda dengan Pasal 24B ayat 1
UUD 1945.

Pasal 20 UU KY menyatakan, “...dalam
rangka menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat serta menjaga peri-
laku hakim”. Sedangkan rumusan Pasal
24B UUD 1945 menyebutkan, “...dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehor-
matan, keluhuran martabat, serta peri-
laku hakim”. Perbedaan rumusan kalimat
itulah yang dijadikan alasan akan bisa
menimbulkan implikasi ketidakpastian
hukum dalam penerapannya.

Dalam putusan perkara bernomor 005/
PUU-IV/2006 itu, MK juga menyentil
Mahkamah Agung (MA), dengan me-
minta lembaga itu meningkatkan penga-
wasan. Caranya, menurut MK, terutama
dengan kesediaan lebih membuka diri
dalam merespons kritik, harapan, dan sa-
ran dari berbagai pihak.

Menurut harian Republika di hari yang
sama, putusan itu ditanggapi beragam
oleh anggota KY. Soekotjo Soeparto me-
ngatakan, pihaknya akan menghormati
putusan tersebut. Yang jelas, menurut dia,
KY akan segera mengkaji dan segera
mengajukan revisi UU KY.

Sementara koleganya, Irawady Joenoes,

memandang aneh putusan yang meng-
hilangkan pengawasan terhadap hakim
dan kelembagaannya tersebut. ‘’Lama-
lama bisa muncul kesan, dalam pem-
buatan undang-undang harus ada se-
macam konsultasi dulu ke MK, supaya
setelah jadi, tidak di-review,’’ katanya
dikutip harian tersebut.

Tugas berat
Sementara itu, Trust edisi 21-27 Agus-

tus 2006, tidak ikut-ikutan meramaikan
debat antara MK dan KY. Dalam laporan-
nya berjudul Tiga Tahun Mengemban
Tugas Mahaberat, majalah ini mengata-
kan bahwa dalam usia tiga tahun, MK
telah membawa angin segar dalam per-
kembangan hukum dan ketatanegaraan di
Indonesia.

Mahkamah yang terdiri dari sembilan
hakim itu memiliki slogan “Constitution
for All” atau Konstitusi untuk Semua.
Sampai saat ini sudah banyak undang-un-
dang yang dinyatakan bertentangan de-
ngan konstitusi. Tidak sedikit pula pu-
tusan yang dijatuhkan atas perkara yang
berkaitan dengan hasil Pemilu 2004.

Namun demikian, MK juga tak luput
dari kritik, terutama ketika komisi ini
dianggap mementahkan Pasal 31/1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Tak urung Jaksa Agung Abdul
Rahman Saleh menyesalkan putusan MK
tersebut dan menyebutnya sebagai ’hari
besar bagi koruptor.’

Bahkan Wakil Ketua Komisi Pemberan-
tasan Korupsi Bidang Penindakan Tum-
pak Hatorangan Panggabean menyata-
kan, putusan MK itu membawa implikasi
besar terhadap sistem hukum pidana In-
donesia yang saat ini sudah mulai mening-
galkan asas legalitas dengan memasukkan
norma-norma yang hidup di masyarakat.

Namun, seperti dilaporkan Media Indo-
nesia, Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahka-
mah Konstitusi (MK) terpilih periode
2006-2009, mengatakan putusan MK
tidak bisa populer karena harus melawan
kehendak orang banyak.

“Kita harus hati-hati, tidak boleh terlalu
terkenal, tidak boleh konfrontatif karena
kita masih baru, masih harus menyesuai-
kan langgam kehadiran kita secara tepat,”
ujarnya.

Ia menambahkan yang dihadapi MK
adalah orang banyak karena undang-
undang yang diuji materiil di MK dihasil-
kan oleh DPR dan Presiden yang terpilih
melalui Pemilu, sehingga UU merupakan
cerminan mayoritas rakyat.

“Kalau tiba-tiba UU itu dibatalkan oleh
MK karena hanya diajukan oleh satu
warga negara, berarti MK melawan ke-
hendak orang banyak. Jadi, tidak mung-
kin putusan MK itu bisa populer,” tutur-
nya.  RH

M

Putusan tidak populer karena melawan kehendak orang banyak foto: repro trust
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Tim Indonesia gagal menjuarai Merdeka Games 2006
setelah dalam pertandingan final di Stadion Shah Alam,
Slangor, Malaysia, Selasa (29/8), kalah 1 - 2 atas tim
Myanmar. Kegagalan anak-anak asuhan pelatih Peter
Withe ini terasa menyakitkan karena turnamen yang
digelar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan
Malaysia itu hanya diikuti empat kesebelasan. Yakni Indo-
nesia, Thailand, Myanmar dan tuan rumah Malaysia.

Inter Jungkirkan Roma
Inter Milan menunjukkan kesiapan memper-

tahankan gelar Liga Italia Seri A yang akan mulai
bergulir 13 September mendatang. Tim asuhan
Roberto Mancini ini berhasil mempertahankan
Piala Super Italia dengan mengalahkan AS
Roma 4 - 3 di Stadion San Siro, Milan, 27 Agustus
lalu.

Kemenangan ‘Nerazzurri’ (sebutan Inter) kali
ini terasa istimewa. Mereka mampu bangkit
setelah sempat ketinggalan 0 – 3 dan memaksa-
kan babak perpanjangan waktu dengan kedu-
dukan 3 - 3. Luis Figo menjadi penentu
kemenangan melalui tendangan bebasnya di
menit kelima babak pertama tambahan.

Kemenangan ini sekaligus menunjukkan
kesiapan mereka untuk merebut mahkota sejati
Seri A musim ini setelah memperoleh ‘durian
runtuh” gelar musim lalu dari Juventus. Tim
Juventus yang meraih dan mempertahankan

gelar itu dalam dua musim terakhir harus dicopot
karena terlinat sekandal pengaturan skor musim
2004 – 2005 lalu.

Inter juga mendapat berkah dari hengkangnya
dua pemain Juventus karena tak ingin bermain
di Seri B. Yakni Patrick Vieria dan Zlatan
Ibrahimovic. Vieria bahkan langsung mem-
berikan bukti dengan menjaringkan dua gol ke
gawang Roma, setelah ketinggalan 0 – 3 hingga
separuh babak pertama.

Gol Roma pertama tercipta di menit ke-13
lewat sundulan Amantino Mancini yang meman-
faatkan umpan silang Christian Panucci.
Kemudian disusul gol kedua dan ketiga masing-
masing oleh gelandang Alberto Aquilani di menit
ke-25 dan Fransesco Totti di menit ke-28. Namun
secara perlahan Inter berusaha memperbaiki
penampilan dan Vieria mencetak satu gol
meneruskan tendangan bebas Figo sebelum

babak pertama usai.
Di babak kedua, pelatih Inter, Roberto Mancini

kemudian memasukkan striker Hernan Crespo
menggantikan Adriano. Mantan pemain Chelsea
ini membayar kepercayaaan dengan memper-
kecil kekalahan di menit ke - 65. Inter kemudian
menyamakan kedudukan 3 – 3 setelah tenda-
ngan melenceng Ibrahimovic jatuh ke kaki Vieria
yang meneruskannya ke gawang Roma.

Keadaan berbalik untuk kemenangan Inter
setelah pada menit ke lima babak tambahan Figo
melalui tendangan bebas membobol gawang
Roma. Inter behasil mempertahankan keung-
gulan atas Roma yang kehilangan Christian
Chivu akibat kartu merah di menit ke-100. “Saya
sangat bahagia. Ini benar-benar pertandingan
ketat, tapi kami berjuang selama 120 menit dan
berhasil meraih trofi,” ujar Vieira.

 SP (dari berbagai sumber)

Indonesia Gagal Juarai Merdeka Games
Kalah 1 – 2 Atas Myanmar

ndonesia berhasil masuk final sete-
lah dua kali bertanding seri mela-
wan Malaysia (1-1), Myanmar (0-0)
dan menang atas Thailand (1-0).

Sedangkan Myanmar sebelumnya me-

nang atas Malaysia (2-1), bermain imbang
melawan Thailand (2-2) dan Indonesia (0-
0).

Pertandingan antara Indonesia – Myan-
mar yang disiarkan langsung ANTV di

babak pertama berlangsung imbang.
Serangan datang silih berganti. Indonesia
memiliki banyak peluang namun gagal
menyarangkan bola ke gawang Myanmar
yang dijaga Aung Oo. Sebaliknya, pemain
depan Myanmar yang bergerak cepat
kerap terjebak offside.

Di babak kedua, Myanmar berhasil
memanfaatkan serangan balik. Dua gol
Myanmar dicetak KyawThu Ra dan kap-
ten Soe Myat Min pada menit ke-62 dan
85. Sedangkan satu-satunya gol balasan
Indonesia dibuat Zaenal Arief di menit ke-
87.

Indonesia yang lebih banyak melakukan
serangan di menit-menit terakhir tak
mampu menyamakan kedudukan. Per-
tandingan berakhir dengan skor 1 – 2.
Kegembiraan pun meledak di kubu Myan-
mar. Sementara Bambang Pamungkas
dan kawan-kawan tertunduk lesu.

Mengomentari kekalahan tim asuhan-
nya, pelatih Peter Withe mengaku masih
banyak kekurangkompakan di antara
pemain. “Masih banyak kelemahan di tim
saya. Bagaimana pun ini tim baru, jadi
masih perlu adaptasi,” ujarnya kepada
Koran Tempo (30/8). Sementara tim
manajer Andi Darussalam Tabusalla
menyatakan, para pemain tak sepenuhnya
menjalankan instruksi pelatih untuk
memainkan bola dari kaki ke kaki.

Atas kemenangan ini, Myanmar mem-
boyong Piala Kemerdekaan dan uang
tunai sebesar 10.000 dolar AS atau sekitar
Rp 93 juta. Sementara tim Indonesia
memperoleh separuhnya.  SP

I

foto: repro kompas
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Chris dan Acosta Siap Berlaga
Sabuk juara dunia kelas bulu versi WBA kembali
diperebutkan. Sang juara, Chris John dan penantangnya,
Renan Acosta siap berlaga. Sanggupkah Chris
mempertahankan lagi gelarnya?

enggemar tinju di tanah air
kembali akan menyaksikan pe-
nampilan Chris John dalam
upaya mempertahankan sabuk

gelar juara dunia kelas bulu versi Asosiasi
Tinju Dunia (WBA). Dia akan melawan
penantangnya, Renan Acosta dari Pana-
ma. Rencananya, pertarungan itu digelar
di GOR Soemantri Brojonegoro, Kuni-
ngan, Jakarta, tanggal 9 September.
Dipimpin wasit Derek Milham dari Aus-
tralia. Sedangkan ketiga juri adalah Luis
Rivera dari AS, Ferdinand Estrella (Fili-
pina) dan Takeo Harada (Jepang).

Bagi Chris ini merupakan pertarungan-
nya yang ke 39 di ajang tinju profesional.
Dari 38 kali naik ring, ia belum terkalah-
kan dan hanya sekali draw. Terakhir
mempertahankan sabuk kejuaraan pada
bulan Maret lalu. Menundukkan petinju
Meksiko, Juan Manuel Marques, di Kutai
Kartanegara.

Menghadapi even kali ini, Chris jauh-
jauh hari mempersiapkan diri. Selama
sebulan melakukan latihan fisik dan
tehnik di Herry Gym’s, di Kota Perth, Aus-
tralia. Selanjutnya, selama tiga minggu
sejak 16 Agustus lalu memantapkan

latihannya di Bandung dan seminggu di
Jakarta. Semuanya dilakukan di bawah
bimbingan pelatih Bob Fodonosky.

Suami Anna Maria Megawati dan ayah
satu anak ini melakukan latihan tanding
dengan juara interim kelas ringan PABA,
Hero Katili dan petinju dari Sasana Red
Cobra Bandung, Julio. “Saya sudah
menyelesaikan sekitar 40 ronde dengan
dua petinju yang menjadi lawan latih tan-
ding saya. Kedua petinju itu mempunyai
postur tubuh yang sama dengan calon la-
wan saya, juga gaya petinju boxer seperti
Acosta,” ujarnya di sela-sela latihan.

Mengenai lawannya yang 5 cm lebih
tinggi, Chris mengaku tidak gentar. “Saya
lebih senang menghadapi lawan yang
tingginya melebih saya,” ujar petinju asal
Banjarnegara ini. Alasannya? Karena
akan lebih mudah masuk dalam ruang
pukul lawan.

Mantan atlet wushu yang pernah me-
nyumbang medali emas di SEA Games
Jakarta 1997 dan medali perunggu di SEA
Games Kuala Lumpur 2001 itu memper-
kirakan Acosta akan memanfaatkan
kejangkungannya dengan menjaga jarak.

Namun apapun yang akan dilakukan

lawannya, Chris John mengaku telah siap
mengantisipasi. Kelebihan dan kekura-
ngan calon lawan telah dipelajari lewat re-
kaman. Dia optimis bisa mempertahan-
kan gelar kendati tidak menjanjikan dapat
menjatuhkan lawannya. “Saya yakin
dapat memenangi pertandingan. Tapi
saya tidak ingin takabur. Jadi tidak ada
target menjatuhkan lawan di ronde ke
berapa,” tambahnya.

Bagaimana kesiapan Acosta?
Petinju berkulit hitam yang Kamis (31/

8) lalu tiba di Jakarta bersama manajer-
nya, Celso Chaves dan pelatih Fransisco
Arroyo menyatakan siap bertarung dan
membawa pulang sabuk juara ke negeri-
nya. “Saya akan pukul KO dia. Kalau tidak
bisa, saya akan melayani hingga ronde
akhir dan berusaha mengumpulkan angka
sebanyak-banyaknya.”

Dia mengaku mempersiapkan diri se-
lama 3 bulan dan menjalani latihan tan-
ding sebanyak 140 ronde. “Saya kira itu
cukup bagi saya untuk datang ke sini se-
bagai modal untuk menang dari Chris
John. Saya tidak takut akan isu teroris dan
kekacauan. Hanya kemenangan yang saya
inginkan sehingga saya mau jauh-jauh
datang ke sini,” jelasnya.

Acosta yang lahir 24 Agustus 1982, pu-
nya gaya bertinju ortodok dengan konsen-
trasi kekuatan pukulan di tangan kanan.
Acosta memiliki akumulasi pukulan yang
cepat dan terarah. “Makanya dia mem-
punyai julukan Bam-Bam, yang maksud-
nya bunyi pukulan beruntun,” jelas Celso
Chaves, sang manajer.

Kendati belum mendapat rekaman per-
tandingan Chris John sebelumnya, Chaves
mengaku sudah mendapat banyak ma-
sukan dari sumber-sumber kalangan tin-
ju. “Dari informasi yang kami terima itu,
kami yakin Acosta akan mampu meng-
kanvaskan petinju kebanggaan anda,”
ujarnya kepada wartawan asal Indonesia.

Juara Amerika Latin ini merupakan
penantang peringkat 10 WBA. Prestasinya
dari 22 kali naik ring, 18 kali menang (5 kali
dengan KO/TKO) dan kalah 4 kali. Petinju
dengan tinggi 175 cm ini punya jangkauan
lebih panjang dari Chris John. “Dia lebih
tinggi, jadi akan punya kelebihan jangkauan
dibanding Chris John,” ujar Syamsul Anwar
Harahap yang menjadi promotor per-
tandingan tinju kelas dunia ini.

Soal bayaran kedua petinju ini menurut
Syamsul sudah tidak ada masalah. Chris
John akan dibayar 100.000 dolar AS dan
penantangnya 30.000 dolar AS. “Tidak
ada masalah lagi, semuanya tinggal me-
nunggu waktu bertanding saja. Bayaran
petinju untuk partai tambahan antara
juara PABA asal Indonesia, Daudy Bahari
melawan petinju Thailand juga sudah
beres lewat promotor Daniel Bahari,”
paparnya.  SP (dari berbagai sumber)
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Influenza yang
Tak Kunjung Reda
Akibat flu burung, Indonesia rugi 70 juta
dollar AS. Kampanye flu burung secara
nasional dimulai September ini.

eboh flu burung
yang kini melanda
Kabupaten Garut,
Jawa Barat, me-

nandakan upaya pencegahan
secara nasional belum dilaku-
kan maksimal oleh pemerin-
tah. Seperti diberitakan ber-
bagai media massa, terdapat
sembilan kasus dugaan penya-
kit ini di Garut, Jawa Barat,
dan dua di antaranya positif.

Salah satunya kematian
anak perempuan berusia sem-
bilan tahun pada 15 Agustus
2006, sementara yang lain
anak laki-laki berusia 17 tahun
yang akhirnya dapat disem-
buhkan.

Sebagai tindakan pencega-
han, pemerintah merawat se-
mua pasien dengan gejala-ge-
jala serupa yang ada di area
tersebut, hingga hasil tes labo-
ratorium didapatkan. Hingga
saat ini, belum ada bukti virus
tersebut menular dari manusia
ke manusia.

Tim dari Komnas FBPI, De-
partemen Kesehatan, WHO,
bersama jajaran dinas kese-
hatan provinsi dan kabupaten
meninjau langsung ke lapa-
ngan di Cikelet, Garut, Jawa
Barat. Tujuannya menginves-
tigasi dugaan kasus dan me-
ngambil langkah-langkah pen-
cegahan untuk menghindari
penyebaran kasus infeksi flu
burung.

Pemerintah Kabupaten Ga-
rut telah mendirikan posko
untuk mengkoordinasikan ak-
tivitas di lapangan. Sampai
saat ini tim telah mengum-
pulkan ratusan unggas, dan
masyarakat di area-area yang
terjangkit sudah mendapat
Tamiflu gratis.

Meski, menurut Menteri
Kesehatan Siti Fadilah Supari,
kasus di Garut bukanlah kasus
klaster (kelompok) karena
tempat tinggal para korban
berjauhan, namun pemerintah

mulai memikirkan solusi un-
tuk mempersempit penularan
virus ini.

Koran Tempo melaporkan,
Komisi Nasional Pengendalian
Flu Burung dan Kesiapsiagaan
Pandemi Avian Influenza
mengadakan kampanye flu
burung secara nasional mulai
September.

Kampanye ini berisi pema-
haman masyarakat terhadap
penularan flu burung berikut
cara pencegahan, cara hidup
bersih, dan sehat. Didukung
USAID dan UNICEF, kampa-
nye dilakukan melalui televisi,
radio, surat kabar, penyebaran
leaflet atau brosur kecil, serta
penyuluhan langsung ke ma-
syarakat melalui komisi dae-
rah pengendalian flu burung.

Penanganan flu burung ter-
hambat oleh kebiasaan masya-
rakat Indonesia dalam ber-
budidaya ternak unggas. Ke-
biasaan masyarakat yang se-
lalu kontak langsung dengan
unggasnya harus diubah. Tapi
ini sulit, antara kandang ung-
gas dengan tempat tinggal
warga umumnya menyatu. Se-
cara ekonomis, unggas juga
merupakan ternak piaraan
yang paling murah. Bahkan,
masyarakat menjadikannya
sebagai sumber penghasilan.

Kerugian
Kompas, 24 Agustus 2006,

melaporkan bahwa pemerin-
tah provinsi Sumatera Utara
minta penanganan kasus flu
burung sebaiknya didesen-
tralisasikan atau diserahkan ke
daerah. Permintaan ini terkait
virus H5N1 yang saat ini di-
pastikan menyebar ke empat
kabupaten di Sumatera Utara.
Pemerintah pusat diminta
membantu pengadaan sarana
dan prasarana yang diperlu-
kan agar daerah mampu mela-
kukan penanganan maksimal.

Saat ini, setiap kali pemerin-

tah ingin memastikan sampel
kotoran unggas atau darah
manusia positif flu burung, ha-
rus dikirim ke Jakarta. Di sisi
lain, virus flu burung terus me-
nyebar ke berbagai daerah, se-
olah sulit dikendalikan. Eddy
juga minta agar pemerintah
pusat menjadikan daerah-dae-
rah penyebaran flu burung se-
bagai tempat penyangga per-
sediaan (buffer stock) tamiflu.

Sementara itu, Suara Mer-
deka di hari yang sama, mela-
porkan bahwa sektor ekonomi
Indonesia jebol hingga angka
170 juta dolar AS. Demikian
diungkapkan Direktur Jende-
ral Kerjasama ASEAN Depar-
temen Luar Negeri Dian Tri-
yansah Djani di Bandung,
Kamis (24/8).

Angka itu masih di bawah
Thailand, yang mencapai 1,2
miliar dolar AS dan Vietnam
sebesar 200 juta dolar AS.
Sementara negara lainnya se-
perti Kamboja, Laos, dan Ma-
laysia jumlah kerugian masih

dalam bilangan juta dolar AS.
Kerugian itu lebih disebabkan
kepada pemusnahan dan ke-
matian unggas.

Untuk kasus terhadap ma-
nusia, Indonesia sedikitnya
terdapat 60 orang yang positif
terjangkit flu burung dengan
50 orang di antaranya mening-
gal, atau lebih dari 75 persen.
Angka ini merupakan yang
terbesar di kawasan ASEAN.

Djani mengungkapkan pula
bahwa untuk penanggulangan
flu burung di kawasan ASEAN
sejumlah bantuan telah diberi-
kan. Di antaranya dari Jepang
senilai 46,8 juta dollar AS.
Bantuan ini digunakan bagi
pengadaan obat Tamiflu, baju
dan peralatan perlindungan
diri untuk petugas yang me-
nangani virus tersebut.

Merebaknya flu burung se-
dikit banyak juga akan berpe-
ngaruh terhadap citra Indone-
sia di dunia internasional. Sek-
tor yang terimbas salah satu-
nya pariwisata.  RH

H
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Hidangan Raja Boleh Dicoba

Persembahan Untuk Yogya

Berawal dari balai latihan memanah prajurit keraton, kini
tempat melestarikan masakan khas bangsawan keraton.

erbagai cara bisa dilakukan
untuk melestarikan budaya.
Entah itu seni musik, tari,
bahkan kuliner atau masakan.

Seni kuliner menjadi perhatian Keraton
Yogya, karena begitu uniknya masakan-
masakan Keraton Yogya yang menjadi ke-
gemaran raja-raja mereka sejak tempo du-
lu. Sungguh sayang jika tidak dilestarikan.

Mengingat nilai budaya dan sejarah
Keraton Yogya, termasuk seni kulinernya
yang kaya dengan keunikan, maka terbit
ide Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan KGPH
Hadiwinoto, isteri dan kakak Sultan
Hamengku Buwono X untuk mendirikan
sebuah restoran di lingkungan keraton,
yang khusus menyajikan makanan para
raja Yogya.

Tabloid Kontan No 47, 28 Agustus
2006, menerbitkan laporan mengenai
restoran keraton yang diberi nama Bale
Raos ini. Bale Raos yang berarti ’tempat
rasa’, didirikan untuk melestarikan
masakan keraton. Sekaligus mengenalkan
kepada masyarakat, bahwa masakan
Yogya itu bukan hanya gudeg.

Masakan kegemaran setiap raja ter-
nyata berbeda. Di restoran yang ber-
bentuk joglo dan dihidupkan oleh suara
gending Jawa yang mengalun merdu
tersebut, pengunjungnya bisa menikmati
berbagai masakan dan minuman yang
namanya aneh-aneh namun ternyata
sangat enak.

Sri Sultan HB IX menyukai bebek
suwar-suwir, yakni irisan daging bebek
yang diguyur saus kedondong yang kental.

Ada pula singgang ayam, yakni sate ayam
yang dimakan dengan irisan lontong tebal
lalu diguyur saus ala Padang.

Ada juga roti jok, kesukaan Sri Sultan
HB VII dan HB IX. Penganan ini sejenis
apem yang dimakan dengan semur ayam.
Masih ada tapak kucing dan manuk nom,
kesukaan Sri Sultan HB VII dan HB VIII.
Tak sesuai dengan namanya, tapak ku-
cing adalah makanan berbahan baku

pisang. Sementara manuk non yang
artinya burung muda adalah puding tape
yang legit.

Awalnya, bangunan joglo yang dipakai
sebagai restoran merupakan bekas gen-
than yang biasa dipakai sebagai tempat
latihan memanah prajurit keraton. Ko-
non, genthan terhubung melalui jalan
bawah tanah sampai ke Taman Sari,
pemandian puteri-puteri keraton.

Saat ini Bale Raos menjadi bagian dari
wisata keraton selain Alun-alun, Taman
Sari dan Beteng Keraton.  RH

Yogya masih berkesenian, meski
bencana gempa bumi, 27 Mei lalu
memporakporandakan setiap keping
perikehidupannya yang tenteram. Se-
jumlah penyair Tanah Air dan berbagai
pentas kesenian digelar untuk mem-
peringati ulang tahun ke-250 kota ini.

Di pelataran Monumen Serangan
Umum 1 Maret Yogyakarta, (19/8),
digelar Parade Puisi Putra Bangsa.
Tampak sejumlah penyair kawakan
seperti Landung Simatupang, WS
Rendra, MH Ainun Nadjib, mem-
bawakan puisi mereka, bersama bebe-
rapa seniman Yogya.

Kompas,22 Agustus 2006, yang
meliput peringatan HUT Yogya ke-250
ini juga menulis rangkaian perayaan
yang dimeriahkan para mahasiswa
dari luar daerah yang menuntut ilmu
di Yogya dalam Gebyar Budaya Nusan-
tara 2006. Ada 25 provinsi yang me-

nampilkan kesenian daerah asal me-
reka, di sebuah panggung di halaman
Balaikota Yogyakarta.

Menurut Ketua Panitia HUT ke-250
Yogyakarta, Indro Suseno, tampilnya
penyair Tanah Air dan gebyar kesenian
adalah satu bentuk perenungan bersa-
ma atas bencana gempa bumi 27 Mei.
Perbaikan bukan hanya membangun
secara fisik reruntuhan akibat gempa.
Tapi juga perlu membangun batin
untuk mewujudkan semangat ber-
benah dan memperbaiki langkah diri.

Rendra memiliki pendapatnya sen-
diri. Menurutnya, puisi dapat merang-
sang daya hidup yang dibutuhkan
untuk membangun kembali kota yang
porak poranda akibat gempa itu.
Menurutnya, Yogya harus segera
bangkit dengan kebebasan berkreasi
dan lebih berkembang dari sebelum-
nya.  RH
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Siti Nurhaliza
Pernikahan Heboh
Ala Negeri Jiran

BERITA PEREMPUAN

Di tengah kabar tak sedap, penyanyi nomor satu di Malay-
sia itu melangsungkan pernikahannya dengan meriah.
Media massa meliput besar-besaran.

arangkali inilah pernikahan
yang paling disorot di Malaysia
saat ini. Bahkan mungkin, per-
nikahan keluarga sultan pun

kalah heboh. Pernikahan Siti Nurhaliza,
penyanyi asal Malaysia yang juga populer
di Indonesia sampai dijuluki ’Wedding of
The Year.”

Media massa, baik cetak maupun elek-
tronik, meliput peristiwa ini berhari-hari,
sejak baru persiapan sampai hari H. Me-
dia massa di Indonesia tak kalah hebohnya.

Siti Nurhaliza Taruddin (27), dinikahi
Datuk Khalid Mohamad Jiwa (47) atau
Datuk K, seorang duda beranak empat.
Akad nikah dilangsungkan pada tanggal
21 Agustus di Dewan Salat, Masjid Wila-
yah Persekutuan, Kuala Lumpur.

Seperti dilaporkan tabloid Nova, masjid
yang berdiri pada tahun 2000 tersebut
merupakan masjid terbesar di Kuala

Lumpur. Dengan luas 47 ribu meter
persegi, bangunan dengan 22 kubah ini
dapat menampung sekitar 17 ribu orang.
Semenjak berdiri, tempat megah ini sering
dijadikan tempat nikah para artis lokal.

Bagi para wartawan yang meliput,
disediakan layar lebar dalam Dewan
Serbaguna. Hanya TV3 sebagai pemegang
hak eksklusif pernikahan ini yang diizin-
kan berada dalam ruang Dewan Salat.
Karena prosesi itu disiarkan secara lang-
sung, tahap demi tahap acara diatur be-
gitu ketat dan tepat waktu. Termasuk pe-
ngaturan jeda untuk penayangan spot
iklan.

Seperti diketahui, pernikahan senilai Rp
12,5 milyar ini digelar tiga kali. Pertama,
di Masjid Wilayah Persekutuan, lalu di-
lanjutkan sepekan kemudian (28/8) re-
sepsi di Exhibition Hall, Kuala Lumpur
Convention Center (KLCC). Lalu ditutup

dengan resepsi di kampung halaman Siti
di Kuala Lipis, Pahang, pada 3 Septem-
ber.

Mas kawin yang diberikan Datuk K
berupa uang sebesar RM 22.222. Demi-
kian Kompas melaporkan. Tentang mas
kawinnya, Siti menjelaskan makna yang
terkandung. Jumlah uang yang dipilih
ayahanda Siti itu merupakan gambaran
dari waktu yang dibutuhkan turunnya
kitab suci Alquran, yakni 22 tahun 2
bulan, dan 22 hari. Selain mas kawin, uang
hantaran nikah senilai RM 30.000 itu juga
punya arti khusus, karena sama dengan
jumlah juz dalam Alquran.

Awal bertemu
Selain biaya pernikahan yang mencapai

Rp 12,5 milyar, Datuk K sebelumnya harus
mengeluarkan uang sekitar Rp 25 milyar
untuk menuntaskan perceraiannya. To-
koh korporat terpandang ini sebelumnya
pernah menikah dengan seorang guru
cantik bernama Tengku Zawyah Tengku
Izham (44), pada 1986 di Kedah. Mereka
dikaruniai empat anak laki-laki, yaitu
Mohamed Anas Zamawi (19), Mohamed
Adib (16), Mohamed Asyraf (14), dan
Mohamed Azief (8).

Setelah sempat bercerai tahun 1998
kemudian rujuk kembali, keretakan
rumah tangga membuat mereka bercerai
kedua kali pada 12 Maret 2005. Pem-
bagian harta gono-gini antara Datuk K-
Zawyah baru selesai 11 Agustus lalu di
Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Per-
sekutuan atau 10 hari sebelum Datuk me-
nikahi Siti.

Pada akhirnya Zawyah mendapat bu-
ngalow empat tingkat, dua rumah, biaya
liburan sebesar RM 100 ribu (sekitar Rp
250 juta), dan mutaah (kompensasi)
sebesar RM 1 juta atau senilai Rp 2,5 M.

Siti sendiri sempat menjadi bulan-
bulanan media karena dianggap sebagai
orang kedua antara Datuk K dan isteri
pertamanya, meski hal itu segera dibantah
Datuk K.

Datuk K mendirikan ACE Group of
Companies tahun 1999, dimana perusa-
haan ini juga meliputi manajemen media
TV dan broadcasting operations.

Perusahaan ini sering mengadakan
konser musik. Saudara perempuan Datuk
K, Zaiton, dipercaya sebagai penanggung
jawab konser amal bertajuk Konser Amal
Kasih tanggal 23 Februari lalu dimana Siti
menjadi salah satu bintang tamu. Itulah
awalnya mereka bertemu.

Selain itu, Datuk K juga pernah bekerja
sama dengan production house milik Siti,
yaitu Siti Nurhaliza Productions untuk
memproduksi film bertitel Tiga Dara.
Film yang hingga kini belum dirilis
tersebut dibintangi Siti Nurhaliza, Kris-
dayanti, dan Christine Hakim.  RH
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